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ABSTRAK

Nia Fitra Ramadhani. Analisis penerapan prinsip akuntabillitas dalam implementasi
PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru
(Dibimbing oleh Damirah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PSAK No. 109 pada
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru, serta untuk menganalisis
bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam implementasi PSAK No. 109.
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan
PSAK No. 109 dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ZIS di BAZNAS
Kabupaten Barru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis
data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan PSAK No. 109 di
BAZNAS Kabupaten Barru telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Proses pencatatan dilakukan secara langsung pada saat penerimaan dana, dilengkapi
dengan bukti pendukung, dan dicatat menggunakan sistem SIMBA (Sistem Informasi
Manajemen BAZNAS); (2) prinsip akuntabilitas diterapkan secara menyeluruh,
mencakup aspek hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, serta
finansial; dan (3) PSAK 109 berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas
lembaga, yang tercermin dari keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kebijakan,
dan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi PSAK
No. 109 di BAZNAS Kabupaten Barru mencerminkan komitmen terhadap
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS. Kebaruan dari penelitian
ini terletak pada penggunaan teori akuntabilitas dan teori pemangku kepentingan
(stakeholder theory) sebagai dasar analisis, berbeda dari penelitian sebelumnya yang
lebih banyak menggunakan teori good corporate governance, stewardship, atau teori
implementasi.

Kata kunci: Akuntabilitas,PSAK 109, BAZNAS Kabupaten Barru
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1. Transliterasi

a. Konsonan

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
« Ba B Be
- Ta T Te
< Tsa Ts te dan sa
z Jim J Je
ha (dengan titik di
C - h bawah)
c Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Dzal Dz de dan zet
D) Ra Er
) Zai Z Zet
e Sin Es
o Syin Sy es dan ya
e Shad s es (debna%i]lg };[)1t1k di
. de (dengan titik
o= Dhad d dibawah)
1 te (dengan titik
Ta ! dibawah)
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s | : o
& ‘ain ‘ koma terbalik ke atas
¢ Gain G Ge

- Fa F Ef

S Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

J Lam L El

o Mim M Em

U Nun N En

9 Wau W% We

A Ha H Ha

s Hamzah | Apostrof

s Ya Y Ya

Hamzah (=) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(’).

b. Vokal
1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| Fathah A A
) Kasrah I [
i Dhomma U U

2) Vokal rangkap (difiong) bahasa Arab yang lambangnya berupa

XV



gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan

huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
.. Fathah dan _ '
) Ai adani

Ya
. Fathah
EY Au adanu
dan Wau
Contoh :
“—‘:‘5 : Kaifa
Jsa : Haula
Cc. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama HL}I::nf d(;an Nama
& G Fathah dan Alif A a dan garis di
atau ya atas
& Kasrah dan Ya I 1 dan garis di atas
S Kasrah dan Wau U u dan garis di
atas
Contoh :
Gla > mata
wR) L rama
Ja8 > qila
Qew yamiitu
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d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah [t].
b. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka fa marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

Qf\_ﬁ'\éj\ i-;"JJ . raudah al-jannah atau raudatul jannah
?‘3;54\33‘ i-/‘-@:“i‘ . al-madinah al-fadilah atau al-madinatul fadilah
A& : al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (&-), dalam transliterasi ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:

W) : Rabbana

L‘P—’ : Najjaina

:5;]\ > al-haqq

cﬂ‘ > al-hajj

ax3 1 nu“ima

XVii



e

53 : ‘aduwwun

Jika huruf sbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (52, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:
i—’ﬁ . ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
@‘— : “‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf

Y(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh:

C)ﬂm‘ . al-syamsu (bukan asy- syamsu)

i\j/jw}\ . al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

EEWEH] > al-falsafah

B arbitadu

. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah
terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif.
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Contoh:

o 2 sia

f)}fﬁ : ta’'muriina

s o %%
9)—\3‘ s al-nau’
& (s . syai'un
s o, 2
‘l‘)}‘ . Umirtu

2. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata A4/-Quran (dar
Qur’an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:

Fr zilal al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi ‘umum al-lafz 14 bi khusus al-sabab

3. Lafz al-Jalalah (&)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.

Contoh:

& 53 Dinullah &G pillah

XiX



Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

AV 32xT (A 2A Hum fi rahmatillah

. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman
ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan
huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (a/-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital
(A4l-).
Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tust

Abii Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata /bnu (anak dari) dan

Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
referensi.

Contoh:

XX



Abii al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abii
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abii al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid
(bukan:Zaid, Nasr Hamid Abii).

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swit. = subhanahii wa ta ‘ala
saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al- sallam
H = Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
L. = Labhir tahun
W. = Wafat tahun
QS.../...:4 = QS al-Baqgarah/2:187 atau QS Ibrahinm/ ..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat
Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:
La — daia
P = os
sla =gl )l
b = dxib
Y = =l Gy
& = oAl I/l AT
d e
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Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi
perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu
atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

etal. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis
dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan
kawan-kawan’) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya
terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Muslim di Indonesia merupakan populasi terbesar di dunia, dan agama
Islam diyakini sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Swt. Dikutip
dari laman kemenag.go.id Mengacu pada data demografis, bahwa saat ini
mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dengan jumlah mencapai sekitar
229,62 juta jiwa atau setara dengan 87,2% dari total populasi nasional yang
berjumlah 269,6 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan proyeksi populasi Muslim
global yang diperkirakan mencapai 2,2 miliar jiwa pada tahun 2030 yakni sekitar
23% dari total populasi dunia maka jumlah umat Muslim di Indonesia
menyumbang kurang lebih 13,1% dari keseluruhan populasi Muslim dunia.!
Dengan keunggulan demografis tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara
dengan potensi penghimpunan zakat yang sangat signifikan.. Potensi ini turut
mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga keagamaan serta
organisasi nirlaba, termasuk institusi perbankan syariah dan badan-badan yang
mengelola zakat, infak, dan sedekah.

Jumlah penduduk Muslim yang besar, ditambah dengan kewajiban
hukum untuk menunaikan zakat, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara
dengan potensi zakat terbesar. Kenaikan jumlah zakat ini juga disebabkan oleh
bertambahnya jumlah muzakki yang secara aktif menunaikan kewajiban
zakatnya. Menurut Outlook Zakat Indonesia, pertumbuhan jumlah muzakki
secara keseluruhan lebih banyak disumbang oleh individu atau perorangan.
Sementara itu, kontribusi dari muzakki yang berasal dari lembaga tidak

mengalami peningkatan yang signifikan.

! Mastuki, “Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa
Muslim Terbesar),” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.



Organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah merupakan lembaga
yang berperan dalam menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infak, dan
sedekah. Dana tersebut berasal dari umat Islam yang memiliki kewajiban untuk
menunaikan zakat (muzakki). Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk
membantu sesama umat Muslim serta menjadi salah satu bentuk ibadah yang
mendekatkan diri kepada Allah. Agar fungsi dan pemanfaatan zakat dapat
berjalan secara optimal, diperlukan sinergi antara tiga elemen utama, yaitu yaitu
muzakki (pihak yang menunaikan zakat), mustahik (penerima zakat), dan amil
(lembaga atau individu pengelola zakat). Keberhasilan dalam pengelolaan zakat
dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor eksternal yang mencakup
pengawasan dari pemerintah serta partisipasi aktif komunitas Muslim. Kedua,
faktor internal yang bersumber dari dorongan moral dan spiritual individu
Muslim, yang berpijak pada keimanan mereka terhadap ajaran Islam

Pentingnya zakat dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang
menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang setara dengan sholat, yang
menunjukkan betapa pentingnya kewajiban zakat bagi setiap umat Islam.
Berdasarkan kewajiban ini, pemerintah Indonesia membentuk lembaga resmi dan
independen yang bertugas mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS). Salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Badan
Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah penyusunan laporan
keuangan. Laporan tersebut wajib disusun berdasarkan prinsip dan tujuan
akuntansi syariah. Secara umum, akuntansi syariah memiliki dua tujuan utama.
Tujuan pertama adalah sebagai sarana pertanggungjawaban (accountability)
dalam memenuhi tanggung jawab seorang individu atau entitas, baik kepada
Allah SWT, sesama manusia, maupun terhadap lingkungan sosial. Tujuan kedua
adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, sejalan
dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut dalam sistem ekonomi Islam.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah, yang pelaksanaannya dilakukan



olen BAZNAS dan LAZ, setiap organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah
diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara berkala.? Adanya undang-
undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat tidak lagi sekadar
dilakukan secara pribadi oleh muzakki yang langsung menyerahkannya kepada
mustahik, melainkan dikelola oleh lembaga khusus yang bertanggung jawab
dalam hal ini, yaitu organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah. Baik Badan
Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat memiliki kewajiban untuk
menyampaikan laporan atas seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, yang
mencakup proses penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga
pelaporan keuangan secara menyeluruh.

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Sebagai organisasi yang
berada dalam sektor publik, memiliki jangkauan stakeholder yang sangat luas.
Oleh karena itu, keduanya dituntut untuk mampu menyampaikan informasi
terkait pengelolaan dana kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Salah satu
tolak ukur penting dalam menilai tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga
adalah kemampuannya dalam menyediakan informasi yang transparan,
proporsional, dan dapat diakses secara merata, khususnya dalam hal pengelolaan
keuangan.’

Pengelolaan zakat harus mengacu pada prinsip akuntabilitas dimana
didalamnya terdapat lima dimensi, diantaranya: akuntabilitas hukum dan
kejujuran, manajerial, program, kebijakan,dan finansial. Kelima dimensi ini
memiliki peran penting dalam mendukung implementasi PSAK 109 tentang
Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Prinsip hukum dan kejujuran memastikan
bahwa setiap pencatatan dan pelaporan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan

hukum dan nilai-nilai syariah, sehingga menjamin integritas lembaga. Prinsip

2 “Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1,” Pub.
L. No. 23 (2011), https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011.

% Sabrina Shahnaz, “The Application Of PSAK No . 109 About Financial Accounting Report
Of Zakat, Infaq/Sedekah on BAZNAS North Sulawesi Province,” Jurnal Berkala lImiah Efisiensi 16,
no. 01 (2016): 449-58.



kebijakan membantu lembaga dalam menyusun dan menjalankan kebijakan
internal yang konsisten dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya,
prinsip manajerial berperan dalam menciptakan sistem pengelolaan dan
pengawasan yang baik terhadap transaksi keuangan lembaga, yang merupakan
aspek krusial dalam implementasi PSAK 109. Prinsip program mendukung
transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana ZIS sesuai dengan
program yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Sementara itu, prinsip
finansial sangat berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang transparan,
andal, dan sesuai klasifikasi yang ditetapkan oleh PSAK 109.

Sejak tahun 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAl) telah menyusun
Exposure Draft (ED) PSAK No. 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan
Sedekah. Standar ini kemudian secara resmi disahkan pada tahun 2010 dan mulai
diterapkan secara publik pada Oktober 2011. Salah satu tujuan utama dari standar
ini adalah untuk mendorong keseragaman dalam pelaporan keuangan di seluruh
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia, serta membentuk sistem
pelaporan yang akuntabel dan transparan.

Organisasi pengelola zakat perlu mematuhi peraturan yang telah
ditetapkan guna mencapai tujuan tersebut, salah satunya melalui penerapan
standar akuntansi zakat. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan
melalui penyusunan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan
dalam PSAK No. 109, sekaligus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.
Semakin baik regulasi dan standar yang diterapkan, maka semakin optimal pula
kualitas pengelolaan dan pelaporan yang dapat dicapai oleh lembaga pengelola
zakat.

Praktik penerapan PSAK 109 oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga
Amil Zakat masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa lembaga belum
memiliki pemahaman yang memadai mengenai penerapan standar tersebut dalam
penyusunan laporan keuangan. Beberapa isu yang paling sering muncul antara

lain adalah penggunaan metode pencatatan berbasis kas (cash basis), Masih



terdapat praktik penggabungan antara dana zakat dan dana non-zakat dalam satu
laporan keuangan, serta belum tersusunnya laporan keuangan secara lengkap
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 109. Salah satu hambatan
utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman di kalangan Lembaga Amil
Zakat dan Badan Amil Zakat mengenai pemisahan dan proporsi alokasi antara
dana zakat dan dana amil. Bahkan, terdapat beberapa lembaga yang belum
sepenuhnya memahami kewajiban untuk menyusun dan mempublikasikan
laporan keuangan secara transparan.’

Penerapan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar PSAK No 109
masih belum dilakukan oleh Banyak organisasi pengelola zakat, infag, dan
sedekah hingga saat ini. Pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan salah
satunya oleh BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan
satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS memiliki tugas
dan fungsi utama dalam menghimpun serta mendistribusikan Zakat, Infag, dan
Sedekah (ZI1S) secara nasional.

Penguatan peran BAZNAS semakin terlihat dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang
menetapkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama, meskipun
tidak memiliki struktur birokrasi pemerintah yang konvensional.> BAZNAS
sebagai mitra pemerintah memegang tanggung jawab utama dalam mengawasi
pengelolaan zakat yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta
nilai-nilai seperti amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integritas,
dan akuntabilitas. Selain itu, BAZNAS berperan strategis dalam meningkatkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai instrumen untuk

* Holil, “Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi,” Al-
Infag: Jurnal Ekonomi Islam 10, no. 1 (2019): 13-22.

® Baznas, “Profil Basnas,” Badan Amil Zakat Nasional, 2021, https://baznas.go.id/baznas-
profile.



mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong peningkatan kesejahteraan
bersama. Melalui keterlibatannya yang aktif, BAZNAS berupaya untuk menjaga
kepercayaan publik serta memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara tepat
dan bermanfaat bagi penerima manfaat, sejalan dengan nilai - nilai yang
diamanahkan oleh syariat Islam dan prinsip-prinsip keadilan sosial.®

BAZNAS Kabupaten Barru merupakan salah satu Badan Amil Zakat
yang berada di bawah otoritas pemerintah, yang diberikan mandat untuk
mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang harusnya menjalankan
pengelolaan secara transparan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat dana
yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Barru bernilai cukup besar.Berikut
merupakan data penghimpunan zakat tahun 2021-2023 oleh Baznas Kabupaten

Barru:

Tabel 1.1 Data penghimpunan zakat tahun 2021-2023 BAZNAS

Kabupaten Barru:

Tahun Jumlah zakat
2021 Rp 11.030.643.600,15
2022 Rp 9.738.435.216,06
2023 Rp 9.715.837.862,00

Sumber: BAZNAS Kabupaten Barru

Penghimpunan Zakat tahun 2021 yaitu sebesar Rp 11.030.643.600,15
kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah Zakat sebesar
Rp 9.738.435.216,06 lalu pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan jumlah
penghimpunan zakat sebesar Rp 9.715.837.862,00. Dari Jumlah yang sangat
banyak itu, dapat disimpulkan bahwa adanya kepercayaan muzakki untuk
menyalurkan dananya melalui lembaga ini. Tentunya hal tersebut tidak terlepas

® BAZNAS, “Profil Basnas,” Badan Amil Zakat Nasional, 2021, https://baznas.go.id/baznas-
profile.



dari semakin baiknya sistem pengelolaan yang digunakan oleh BAZNAS

Kabupaten Barru. besarnya dana yang dikelola maka perlu adanya penerapan

prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 agar masyarakat yang

menggunakan jasanya percaya akan dana yang mereka titipkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi berbagai masalah

yang terkait dengan penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK
No 109 pada BAZNAS Kabupaten Barru yakni sebagai berikut:

1.

Bagaimana implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infag, dan
sedekah pada BAZNAS Barru?

Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109
BAZNAS kabupaten barru?

Bagaimana penerapan PSAK 109 terhadap penyajian laporan keuangan dapat
meningkatkan akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk Menganalisis implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infag,
dan sedekah pada BAZNAS Barru.

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk penerapan prinsip
akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada BAZNAS kabupaten
barru.

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan PSAK 109 terhadap
penyajian laporan keuangan yang dapat meningkatkan akuntabilitas pada
BAZNAS Kabupaten Barru.

D. Kegunaan Penelitian

a.

Manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah :

Manfaat Teoritis



Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara
komprehensif melalui data yang diperoleh, sehingga dapat menjadi bukti
empiris yang berkontribusi dalam memperluas wawasan dan mendukung
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi syariah
dengan fokus pada akuntansi zakat. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan
rujukan dan referensi mengenai PSAK 109 pada BAZNAS kabupaten barru.

b. Manfaat Praktis
1) Bagi Peneliti
Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan dapat memperluas
wawasan, meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan
berpikir dalam mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama
perkuliahan ke dalam praktik penelitian secara langsung.
2) Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya serta memperkaya
khazanah literatur di bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan
dengan praktik pengelolaan zakat di lembaga seperti BAZNAS.
3) Bagi Universitas/Perguruan Tinggi
Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam memperkaya pengetahuan bagi pengembangan dunia akademik,
serta berfungsi sebagai acuan atau referensi bagi penelitian di masa yang
akan datang.
4) Bagi Instansi
Penelitian ini Diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada
lembaga pengelola zakat, khususnya BAZNAS, agar dapat menerapkan
prinsip akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangannya.
5) Bagi Muzakki
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

memperdalam pemahaman terkait konsep dan implementasi akuntansi



zakat. kepada para muzakki, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan
serta kepercayaan mereka terhadap lembaga pengelola dana zakat.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan
Peneliti menemukan beberapa penelitian yang dianggap relevan untuk
dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil tinjauan
terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik ini, diantaranya
sebagai berikut:

1. Mutmainnah dengan judul “Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana
Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi PSAK 109. dalam manajemen dana zakat Baznas Kabupaten
Sidrap mencakup perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian
dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat. Kemudian tantangan dan
hambatan Baznas Kabupaten Sidrap dalam menerapkan PSAK 109 vyaitu,
kendala teknis. dan administratif pada tahap awal, namun berhasil diatasi
dengan bimbingan dan dukungan dari Baznas Pusat. Selain itu, tantangan
lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.
Dan dampak dari penerapan PSAK 109 terhadap transparansi pelaporan dana
zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap adalah peningkatan integritas,
transparansi, dan akuntabilitas seluruh proses pengelolaan zakat.’
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mutmainnah, terdapat
persamaan serta perbedaan antara penelitian Mutmainnah dengan judul
skripsi ini. adapun persamaannya yaitu terletak pada fokusnya terhadap
pengelolaan zakat dan penerapan PSAK 109 pada BAZNAS. Sedangkan,
perbedaan antara keduanya terletak pada fokus penelitian, di mana judul
penelitian Mutmainnah lebih menekankan pada penerapan PSAK 109 secara
umum, sedangkan skripsi ini lebih spesifik pada penerapan prinsip

” Mutmainnah, “Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas
Kabupaten Sidrap” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).
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akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109. Perbedaan lainnya terletak
pada lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Barru.

2. Kresna Ramadha Candra dengan judul “prinsip akuntabilitas dalam
implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat (studi kasus pada baznas
gresik tahun 2015-2016)”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa
akuntabilitas Badan Amil Zakat (BAZ) Gresik diwujudkan melalui
mekanisme kerja yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)
dengan penekanan pada aspek transparansi yang berkualitas. Setiap transaksi,
baik berupa pengumpulan maupun pendistribusian dana oleh individu
maupun lembaga, selalu disertai dengan pemberian tanda terima berupa
kuitansi. Perbedaannya terletak pada pengumpulan dana; jika berasal dari
individu, penerima dana akan diberikan rekapitulasi hingga satu tahun penuh,
sedangkan untuk lembaga hanya diberikan rekapan pada saat penyaluran
dana tersebut saja tanpa rekap tahunan.® Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan oleh Kresna, terdapat persamaan serta perbedaan dengan judul
skripsi ini. adapun persamaannya Yyaitu terletak pada fokusnya terhadap
penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada
BAZNAS dan penggunaan konsep akuntabilitas sebagai landasan teori.
Sedangkan, perbedaan antara keduanya yaitu Penelitian kresna dilakukan
pada BAZNAS Gresik dengan periode waktu 2015-2016 dan menggunakan
teori Good Corporate Governance (GCG) sebagai pendukung, sedangkan
skripsi ini dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Barru dengan fokus pada
teori akuntabilitas dan teori stakeholder.

3. Musdiana dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan
Pengelola Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang (Analisis
Akuntansi Syariah)”. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa akuntabilitas

8 Kresna Ramadha Candra, “Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK 109 Tentang
Akuntansi Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Gresik Tahun 2015-2016),” Doctoral Dissertation, UIN
Sunan Ampel Surabaya (2017), http://digilib.uinsby.ac.id/22445/.
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dan transparansi dalam laporan keuangan pengelolaan zakat di Badan Amil
Zakat Nasional Kabupaten Pinrang telah berjalan dengan baik dan dapat
dipertanggungjawabkan..® Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh
Musdiana, terdapat persamaan serta perbedaan antara judul skripsi ini.
adapun persamaannya Yaitu terletak pada topik penelitian yang sama yakni
sama-sama membahas akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat pada
lembaga BAZNAS. Lalu keduanya juga menggunakan metode penelitian
kualitatif. Adapun yang menjadi perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan
olen musdiana tidak hanya berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana
BAZNAS tetapi juga pada transparansi pengelolaan dana sedangkan skripsi
ini berfokus kepada prinsip akuntabilitas dalam pengimplementasian PSAK
1009.

4. Nurul Wulandari Putri dengan judul “Implementasi Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dalam meningkatkan akuntabilitas pada
baznas kota depok”. Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Kota Depok
telah mengimplementasikan PSAK 109 dalam penyusunan laporan
keuangannya, yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan dana zakat, infak, serta sedekah sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku. Selain itu, BAZNAS Kota Depok juga
mempertanggungjawabkan laporan keuangannya kepada pihak yang berhak
sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Dalam rangka memenuhi aspek
akuntabilitas, BAZNAS Kota Depok rutin melakukan audit laporan keuangan
setiap periode dan telah menerima opini wajar dari akuntan publik. Informasi
hasil audit tersebut disampaikan secara transparan kepada masyarakat,
dengan laporan keuangan yang telah diaudit dapat diakses melalui situs resmi
BAZNAS Kota Depok. Pemenuhan aspek akuntabilitas ini meningkatkan

% Musdiana, “Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat Di Badan
Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntabilitas Syariah)” (Institut Agama Islam
Negeri Parepare, 2023).
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kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan harta mereka melalui BAZNAS
Kota Depok.” Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul,
terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Adapun persamaannya
yakni terletak pada fokusnya terhadap implementasi PSAK 109 dan
akuntabilitas pada BAZNAS. Sedangkan perbedaannya, Penelitian yang
dilakukan oleh putri pada BAZNAS Kota Depok dengan penekanan pada
implementasi PSAK 109 untuk meningkatkan akuntabilitas, sedangkan
skripsi ini dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Barru dengan penekanan
pada analisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109.
5. Kholifatus Solikah dengan judul “analisis laporan keuangan berdasarkan
PSAK 109 lembaga zakat Infak dan sedekah nahdlatul ulama kota
semarang”. Hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain : penerapan
akuntansi zakat yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang
menggunakan sistem pencatatan akrual (accrual basis), sistem pencatatan
akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat transaksi terjadi. Pengakuan dan
pengukuran serta penyajian dan pengungkapan pada NU CARE-LAZISNU
Kota Semarang telah sesuai PSAK 109 meski belum sepenuhnya. Pencatatan
laporan keuangan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang telah sesuai yang
tertera dalam PSAK 109 meski tidak semuanya dicatat. Kendala yang
dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam
pengetahuan akuntansi.** Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh
kholifatus, terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan
diteliti. Adapun persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama membahas
tentang implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan zakat. Keduanya juga

memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai

1% Nurul Wulandari Putri, “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Dalam
Meningkatkan Akuntabilitas Pada BAZNAS Kota Depok™ (2023).

! Kholifatus Solikah, “Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Lembaga Zakat,
Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Semarang,” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
(2023).
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dengan standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan, perbedaan antara kedua
penelitian ini. Pertama, fokus penelitian berbeda. Penelitian yang dilakukan
oleh kholifah lebih menekankan pada analisis laporan keuangan berdasarkan
PSAK 109, yang berarti penelitian tersebut lebih fokus pada evaluasi
kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi. Sementara itu,
skripsi yang terbaru lebih fokus pada analisis penerapan prinsip akuntabilitas
dalam implementasi PSAK 109, yang berarti penelitian tersebut lebih
menekankan pada evaluasi sejauh mana prinsip akuntabilitas diterapkan
dalam pengelolaan zakat. Kedua, objek penelitian juga berbeda. Penelitian
sebelumnya dilakukan pada Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul
Ulama Kota Semarang, sedangkan penelitian yang terbaru dilakukan pada
BAZNAS Kabupaten Barru. Perbedaan objek penelitian ini dapat
mempengaruhi hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini berlandaskan pada kerangka teori dan konsep-konsep yang
menjadi dasar dalam menganalisis serta menjawab permasalahan yang dikaji.
Tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai acuan

utama bagi peneliti selama proses pelaksanaan penelitian, yaitu:

1. Teori Akuntabilitas
a. Pengertian Akuntabilitas
Akuntabilitas berasal dari istilah Latin Accomptare yang berarti
mempertanggungjawabkan, yang merupakan bentuk turunan dari kata
Computare yang berarti menghitung, yang pada akhirnya berasal dari kata
Putare yang juga berarti menghitung.'* Secara umum, akuntabilitas dapat

dipahami sebagai suatu hubungan yang melibatkan "pemberian dan

12 Wikipedia, “Pertanggungjawaban,” Ensiklopedia Bebas, 2024,
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban.
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penerimaan™ penjelasan mengenai suatu tindakan, di mana setiap pihak
yang terlibat atau berkepentingan memiliki hak untuk meminta dan
memberikan klarifikasi atas setiap tindakan yang dilakukan atau diterima.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memberikan
penjelasan dan pertanggungjawaban atas kinerja serta tindakan yang
dilakukan oleh individu, badan hukum, atau pemimpin organisasi,
mencakup baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai misinya,
kepada pihak yang berhak menuntut pertanggungjawaban. Konsep
akuntabilitas ini terkait dengan pencapaian tujuan yang efektif, efisien,
dan hemat, dengan pendekatan investigasi yang menyeluruh untuk
memperoleh kesimpulan komprehensif mengenai efisiensi, efektivitas,
dan penghematan dalam pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di
setiap instansi, departemen, lembaga, atau pemerintah daerah.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
Akuntabilitas merupakan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan,
laporan, atau pertanggungjawaban atas Kinerja dan tindakan yang
dilakukan oleh individu, lembaga, atau pimpinan suatu organisasi kepada
pihak yang berhak atau memiliki wewenang untuk menilainya.*

Berdasarkan konsep diatas, peneliti menyimpulkan bahwa
akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang diemban oleh
lembaga yang memiliki wewenang dalam mengelola sumber daya publik.
Ini merupakan usaha untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban
terhadap seluruh kegiatan dan kinerja suatu entitas kepada pihak-pihak
yang berkepentingan. Akuntabilitas juga merujuk pada kewajiban
lembaga tersebut untuk memberikan pertanggungjawaban kepada public
terkait setiap aktivitas yang dilakukan. Dalam konteks akuntabilitas

publik, pemegang amanah memiliki tanggung jawab, pemegang amanah

3 AN dan BPKB, Modul Akuntabilitas Dan Good Governance, Edisi 1 (Jakarta: Lembaga
Adminidtrasi Negara dan Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan, 2020). Hal 21
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memiliki tanggung jawab untuk menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi wewenangnya kepada
pemberi amanah yang berhak dan memiliki otoritas untuk menuntut
pertanggungjawaban tersebut (Mahmudi).
Berikut karakteristik pemerintahan yang accountable, yakni
sebagai berikut:
1) Menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pemerintahan dengan
cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.
2) Memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan
masyarakat.
3) Menyediakan kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam
proses pembangunan dan pemerintahan.
4) Menjamin kemampuan untuk mempertanggungjawabkan serta
menjelaskan setiap kebijakan secara proporsional kepada masyarakat.
5) Menyediakan fasilitas publik yang memungkinkan evaluasi terhadap
pencapaian kegiatan pemerintah dan pelaksanaan program.*
Pemerintahan yang akuntabel ditandai dengan kemampuannya
menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara cepat,
akurat, dan terbuka kepada masyarakat, sehingga publik dapat
mengetahui dan memahami setiap kebijakan yang dijalankan. Selain itu,
pemerintah juga memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan
sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemerintah yang bertanggung jawab turut membuka ruang partisipasi
publik dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, sehingga
masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki peran. Setiap kebijakan yang
diambil juga harus dapat dijelaskan secara proporsional dan transparan

Y Ezra Paula Mentu & Jullie J Sondakh, “Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas
Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut,” Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen,
Bisnis Dan Akuntansi 4 (1) (2016). Hal 1392-1399
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kepada masyarakat, menunjukkan bahwa pemerintah siap untuk dikritisi
dan dievaluasi. Lebih jauh, akuntabilitas tercermin dalam adanya sarana
atau mekanisme publik untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
program dan kegiatan pemerintahan, sehingga pelaksanaan tugas negara

dapat dipantau bersama secara objektif.

b. Bentuk-bentuk Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas terbagi menjadi dua yaitu
sebagai berikut:

1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability );

2) Akuntabilitas Horizontal (Horizontal accountability ).*

Sedangkan menurut Rosjidi, menyebutkan kedua akuntabilitas
tersebut sebagai :

1) Akuntabilitas internal (internal accountability);

2) Akuntabilitas eksternal (external accountability).*®

Berikut merupakan uraian mengenai  berbagai  bentuk
akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:

1) Akuntabilitas vertikal (internal), merujuk pada kewajiban Setiap
pejabat atau aparat publik, baik secara individu maupun kolektif,
wajib melaporkan serta mempertanggungjawabkan Kkinerja serta hasil
pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung dalam struktur
organisasi. Pertanggungjawaban ini dilakukan secara rutin dalam
periode tertentu atau kapan saja jika diminta.

2) Akuntabilitas horizontal (eksternal), adalah tanggung jawab yang
dimiliki oleh setiap lembaga negara sebagai sebuah organisasi untuk
menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas amanat yang
telah diterima serta dijalankan, termasuk perkembangannya, kepada

2001).

5 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002).
' Rosjidi, Akuntansi Sektor Publik : Kerangka Standar Dan Metode (Surabaya: Aksara Satu,
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pihak luar seperti masyarakat umum dan lingkungan sekitarnya.
Akuntabilitas ini menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara
lembaga dan publik sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab
eksternal.

Akuntabilitas dianggap krusial bagi organisasi amal dan sosial
(seperti zakat, infak dan sedekah) karena organisasi tersebut melibatkan
banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengelola organisasi
harus dapat menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang dapat
dipercaya dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya.
Bentuk akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah dapat bermacam-

macam.

c. Dimensi Akuntabilitas
Menurut Syahruddin, organisasi publik wajib memenuhi lima
dimensi akuntabilitas, yaitu:
1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability for Probity and
Legality)

Akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran merupakan
dua aspek penting dalam menjaga integritas lembaga publik. Kedua
bentuk akuntabilitas ini menuntut agar lembaga dapat menjalankan
tugasnya secara jujur dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.*’
Untuk itu, transparansi dalam pengelolaan dana publik menjadi hal
yang krusial agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan
secara tepat dan sesuai aturan. Akuntabilitas hukum berfokus pada
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan

organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran lebih menitikberatkan

" Fatimah and Indrayani, “Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Sebagai Proses
Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten
Sidenreng Rappang),” Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 2, no. 2 (2019): 37,
https://doi.org/10.31850/economos.v2i2.520.
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pada upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang, praktik
korupsi, dan kolusi.
Akuntabilitas Manajerial (Performance Accountability)

Akuntabilitas ini mengacu pada pertanggungjawaban atas
kinerja organisasi, khususnya dalam hal efisiensi dan efektivitas
pengelolaan sumber daya. Organisasi dituntut untuk menunjukkan
kemampuan dalam mencapai tujuan dengan menggunakan sumber
daya secara optimal.

Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program menekankan pada tanggung jawab
organisasi dalam merancang dan melaksanakan program kerja yang
berkualitas serta relevan dengan visi, misi, dan tujuan lembaga. Setiap
program harus dapat dipertanggungjawabkan mulai dari tahap
perencanaan hingga pelaksanaannya.

Akuntabilitas Kebijakan

Dimensi ini menuntut agar setiap kebijakan atau keputusan
yang diambil oleh lembaga publik dapat dipertanggungjawabkan
secara rasional dan etis. Sebelum suatu kebijakan ditetapkan, perlu
dilakukan pertimbangan yang matang mengenai alasan dan urgensi
dari kebijakan tersebut, serta dampak potensial yang mungkin
ditimbulkan di masa depan.

Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial berfokus pada pertanggungjawaban
lembaga publik dalam pengelolaan dana yang bersumber dari
masyarakat atau anggaran negara. Dana publik harus digunakan
secara efisien dan efektif, serta bebas dari pemborosan, kebocoran,
maupun korupsi. Untuk itu, setiap lembaga diwajibkan menyusun

laporan keuangan yang dapat memberikan gambaran menyeluruh
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mengenai kinerja keuangan organisasi kepada para pemangku
kepentingan.
d. Pandangan islam terhadap akuntabilitas
Konsep akuntabilitas dalam Islam menegaskan bahwa manusia
berperan sebagai pemegang amanah, bukan sebagai penguasa mutlak
yang mengendalikan dunia. Sebagai “khalifah”, manusia diangkat untuk
menjalankan amanah tersebut dan bertindak sebagai wakil Allah SWT di
muka bumi.”® Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam
surah Al-Bagarah:30
A (Th ek ey o %3 T NN N TV SR
G Jandl 187488 (=31 8 Jels () Al &) (1 3l
G QB iy oty 20 AS5 Sl Bl L il (e
GAba ¥ L e
Terjemahnya:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.’
Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan
menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'Sesungguhnya Aku
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.""*

Penetapan manusia sebagai khalifah di bumi oleh Allah SWT
mengandung amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung
jawab. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan kehidupan bumi dan
hubungan antar  sesama, yang pada  akhirnya harus

dipertanggungjawabkan. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan

8 Rahmah Yulisa Kalbarini and Noven Suprayogi, “Implementasi Akuntabilitas Dalam
Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta),”
Jurnal Ekonomi Syariah  Teori Dan  Terapan 1, no. 7  (2015): 506,
https://doi.org/10.20473/vol1iss20147pp506-517.

9 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahan (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan
mushaf Al-Qur’an, 2022).
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akuntabilitas, yang mengharuskan setiap individu, terutama pemimpin
atau pengelola amanah, untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan
dan keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya
mencakup dimensi duniawi, seperti keadilan dan transparansi, tetapi juga

dimensi ukhrawi, yaitu pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Konsep akuntabilitas yang menjadi indikator pelaksanaan

akuntabilitas dalam perspektif Islam meliputi:

1) Setiap aktivitas harus memperhatikan dan  mengutamakan
kesejahteraan umat sebagai bentuk pelaksanaan amanah yang
diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi.

2) Seluruh aktivitas organisasi harus dijalankan dengan prinsip keadilan.

3) Aktivitas organisasi wajib dilaksanakan tanpa merusak lingkungan

sekitar.?®

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai proses
pertanggungjawaban atau akuntabilitas manusia sebagai pemegang

amanah di dunia. Salah satunya terdapat pada surah Al-An’am : 165

b L O cwod oo, 0. %o . RS /,i: 0 Y. - o WX s
a0 (fard B3 aSlams a8 Y| cla aSlas Gl 5a

Ko @ ® o} ,,A“.’.c';o,/&/f"i—s‘.‘.‘~,,.,’,jo/!
A el il Slaall g 5l 2l ) a8l L (8 2851

Terjemahnya:

Dialah (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para
malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka
berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak
dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih
memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman,
“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

20 Berlian Berlian and Murtiadi Awaluddin, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan
Syariah Enterprise Theory (Set),” Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan
Bisnis Islam 4, no. 2 (2022): 109-19, https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i2.1079. Hal 113
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Ayat ini mengingatkan manusia bahwa mereka adalah khalifah di
bumi. Allah memberikan amanah kepada manusia untuk memimpin dan
mengelola bumi ini, serta seluruh isinya. Setiap manusia memiliki
tanggung jawab sebagai pemimpin atau pengelola atas bumi dan sumber
daya yang ada. Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, terdapat
kemungkinan untuk saling mendurhakai, baik dalam hal hubungan antar
sesama manusia, maupun hubungan manusia dengan Allah. Dengan
demikian, dalam Islam, konsep tanggung jawab atau akuntabilitas
menegaskan bahwa manusia merupakan pemegang amanah, bukan
pemilik kekuasaan penuh atas dunia ini. Akuntabilitas ini ditegaskan oleh
Allah SWT melalui istilah “hisab” atau perhitungan di hari kiamat. Secara
umum, “hisab” merujuk pada kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan segala perbuatan manusia kepada Allah SWT,
baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan tindakan maupun usaha yang

dilakukan sepanjang hidupnya.

Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat berkaitan dengan
bagaimana lembaga atau organisasi yang mengelola zakat seperti
BAZNAS, bertanggung jawab kepada masyarakat atas pengelolaan zakat

yang diterima dari para muzakki.

2. Teori Stakeholder

Teori Stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Freeman sebagai
pendekatan manajemen yang menekankan bahwa organisasi harus
memperhatikan tidak hanya kepentingan pemilik atau investor saja, tetapi
juga semua pihak yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh aktivitas

organisasi.”* Stakeholder ini dapat berupa individu, kelompok, maupun

1984).

! RE Freeman, Strategic Management: A Stakeholders Approach. (Massachusetts: Pitman,
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institusi yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan
organisasi. Dalam konteks lembaga seperti BAZNAS, stakeholder mencakup
muzakki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat luas yang berperan dalam
mendukung dan mengawasi pengelolaan dana zakat, infag, dan sedekah.

Donaldson dan Preston memperluas konsep teori stakeholder dengan
menekankan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab moral dan etis
kepada berbagai kelompok stakeholder yang terkait.?? Teori ini memberikan
kerangka kerja untuk memahami kompleksitas hubungan dan tanggung
jawab yang dimiliki organisasi terhadap para stakeholder-nya. Oleh karena
itu, penerapan standar akuntansi seperti PSAK 109 di BAZNAS tidak hanya
soal memenuhi regulasi, tetapi juga sebagai upaya menjawab kebutuhan dan
harapan para stakeholder agar pelaporan keuangan yang disajikan dapat
dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mitchell, Agle, dan Wood, penting bagi organisasi untuk
mengidentifikasi dan mengklasifikasikan stakeholder berdasarkan tingkat
pengaruh dan kepentingannya.? Dengan mengetahui siapa saja stakeholder
yang paling kritikal, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya dan
perhatian secara tepat agar akuntabilitas dan transparansi berjalan efektif.
Dalam kasus BAZNAS, prioritas utama biasanya pada muzakki sebagai
pemberi dana dan mustahik sebagai penerima manfaat, serta pemerintah
sebagai regulator. Oleh karena itu, pelaporan keuangan yang akurat dan
transparan sangat krusial untuk menjaga kepercayaan dari kelompok-
kelompok ini.

Penerapan Teori Stakeholder dalam akuntabilitas lembaga zakat juga

menggarisbawahi perlunya komunikasi yang efektif antara BAZNAS dan

?2 Thomas Donaldson and L E E E Preston, “The Stakeholder Theory of the Corporation :
Concepts , Evidence , and Implications™ 20, no. 1 (1995). Hal 67

2 Ronald K. Mitchell, Bradley R. Agle, and Donna J. Wood, “Toward a Theory of
Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts,”
Academy of Management Review 22, no. 4 (1997). Hal 869
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stakeholder. Transparansi dalam pengelolaan zakat yang diwujudkan melalui
pelaporan yang sesuai PSAK 109 dapat meningkatkan legitimasi organisasi
dan memperkuat hubungan dengan para stakeholder. Hal ini sesuai dengan
prinsip akuntabilitas yang menuntut lembaga publik atau nonprofit untuk
bertanggung jawab secara terbuka dan memenuhi ekspektasi para pihak yang
berkepentingan.

Penerapan teori stakeholder dalam konteks BAZNAS juga mendorong
pengembangan mekanisme pelaporan yang responsif terhadap kebutuhan
informasi para stakeholder. Dengan menggunakan standar akuntansi yang
sesuai seperti PSAK 109, BAZNAS dapat menyajikan laporan keuangan
yang tidak hanya akurat tetapi juga mudah dipahami oleh berbagai kelompok
stakeholder. Hal ini sejalan dengan pandangan Freeman bahwa komunikasi
yang efektif dengan stakeholder merupakan kunci dalam membangun
hubungan yang saling menguntungkan dan memastikan keberlanjutan
organisasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai teori
stakeholder dapat memperkuat pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan

meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru.

3. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Pengertian Akuntansi ZIS
Kata akuntansi berasa dari kata account artinya laporan, catatan,
rekening. Merujuk pada arti yang disebutkan pertama bahwa account
adalah laporan, maka tepatlag akuntansi identic dengan laporan
khususnya laporan keuangan.*® Dalam pengertian ini termasuk di
dalamnya proses perhitungan. Harahap menyatakan bahwa akuntansi
berperan sebagai alat ukur (measurement). Selain itu, akuntansi juga

merupakan sistem informasi yang disajikan melalui laporan keuangan,

Hal 1

24 Sri Wahyuni Nur, Akuntansi Keuangan (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022).
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yang berfungsi sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan.
Keakuratan dan relevansi informasi akuntansi sangat menentukan
ketepatan keputusan yang diambil.”

Akuntansi ZIS dapat dimaknai sebagai proses pencatatan dan
pengelolaan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan ZIS sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utama dari penyusunan laporan
keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan
dan andal, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan
keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk di
antaranya para muzakki, calon muzakki, pemerintah, masyarakat,
mustahik, serta pemangku kepentingan lainnya. Penerapan akuntansi
yang baik adalah harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh
pemerintah.?® Dalam konteks pengelolaan dana keagamaan, Akuntansi
Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang diatur dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, bertujuan untuk memberikan
pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan transaksi yang berkaitan dengan ZIS secara transparan dan
akuntabel .”

b. PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengatur mengenai
penyajian laporan keuangan, yang harus sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia. Penyajian tersebut meliputi penyediaan

informasi yang memadai terkait hal-hal material, termasuk bentuk,

% H.0.Taufiqullah, Akuntansi Zakat Kontemporer (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003).
Hal 11-12

% Andi Ayu Frihatni, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin, “Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
Kota Parepare,” Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 4, no. 3 (2021): 229-39,
https://doi.org/10.31850/economos.v4i3.919.

2" Alwy Fadlullah & Febri Crisda, “Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh” 1, no. 2 (2023):
17-23.
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susunan, isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan. PSAK
109 merupakan standar yang dirancang khusus untuk mengatur
pengakuan, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan terkait
transaksizakat, infak, dan sedekah.”®

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam
akuntansi zakat merupakan bentuk upaya standarisasi penyajian laporan
keuangan pada lembaga pengelola zakat. Standarisasi ini dimaksudkan
untuk mempermudah masyarakat dalam memahami laporan keuangan
yang disusun oleh lembaga zakat, sehingga transparansi terkait
pengelolaan dana yang diterima dapat terwujud. Selain itu, lembaga zakat
yang telah menerapkan PSAK dalam penyusunan laporan keuangannya
dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku
secara resmi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman
yang mengatur cara penyusunan laporan keuangan berdasarkan teori dan
kondisi yang berlaku saat ini. Sebagai acuan utama, PSAK bersifat wajib
bagi setiap perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Meskipun
demikian, yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap elemen atau
data ekonomi ditempatkan pada posisi yang sesuai agar informasi tersebut
dapat disajikan secara akurat. Keberadaan laporan keuangan yang
tersusun dengan baik akan membantu para pemangku kepentingan dalam
memahami serta menilai kondisi keuangan suatu entitas, sehingga dapat
mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang lebih tepat dan efektif.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang
Akuntansi Zakat yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAl)
berperan sebagai pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, dan

pelaporan transaksi keuangan yang berkaitan dengan zakat. Standar ini

%8 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat:
Teori Dan Konsep (Jakarta: Puskas BAZNAS, n.d.). Hal 16
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menetapkan tata cara pencatatan transaksi, waktu yang tepat untuk
pengakuan, metode yang digunakan dalam pengukuran, serta penyajian
informasi tersebut dalam laporan keuangan secara transparan dan
akuntabel. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang
Standar Akuntansi Zakat terdiri dari:
1) Pengakuan dan Pengukuran

a) Penerima Zakat

(1) Pengakuan atas penerimaan zakat dilakukan ketika dana atau

aset non-kas telah diterima oleh lembaga amil zakat.

(2) Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah
dana zakat:

(@) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang
diterima.

(b) Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset
non kas.

(c) Penentuan Penilaian atas aset nonkas yang diterima
dilakukan berdasarkan nilai wajar yang ditentukan
melalui harga pasar. Apabila informasi harga pasar
tidak tersedia, maka penentuan nilai wajar dapat
dilakukan dengan menggunakan metode lain yang
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
yang berlaku.

(3) Apabila muzakki secara langsung menetapkan mustahiq yang
akan menerima zakat melalui perantara amil, maka bagian
zakat tidak dapat dialokasikan sebagai hak amil. Dalam
kondisi tersebut, amil diperkenankan menerima imbalan jasa
(ujrah) atas jasa penyaluran yang dilakukannya. Imbalan ini

diberikan oleh muzakki dan tidak berasal dari dana zakat.
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Selanjutnya, ujrah tersebut dicatat sebagai tambahan dana

operasional bagi amil.

Apabila terjadi penurunan nilai pada aset zakat nonkas, maka

kerugian yang timbul harus diakui sebagai pengurang dana

zakat atau dana amil, tergantung pada sumber atau penyebab
terjadinya penurunan nilai tersebut.

Penurunan nilai atas aset zakat diakui berdasarkan penyebab

terjadinya penurunan tersebut, dengan ketentuan sebagai

berikut:

(@) Jika penurunan nilai tidak disebabkan oleh kelalaian dari
pihak amil, maka kerugian tersebut dibebankan sebagai
pengurang terhadap dana zakat.

(b) Sebaliknya, apabila penurunan nilai timbul akibat
kelalaian amil, maka kerugian tersebut dicatat sebagai

beban dan mengurangi dana amil yang tersedia.

b) Penyaluran Zakat

(1)

pengurang dana zakat sebesar:

(a) Jumlah yang diterima dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai

@)

3)

nominal yang diserahkan oleh muzakki.

(b) Untuk zakat yang diterima dalam bentuk aset nonkas,
pengakuan dilakukan sebesar nilai tercatat dari aset
tersebut pada saat penyerahan.

Tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat

sangat ditentukan oleh profesionalisme yang dimiliki oleh

para amil. Dalam menjalankan fungsinya, amil berhak
memperoleh bagi

Penetapan jumlah atau persentase alokasi zakat untuk setiap

mustahik dilakukan oleh amil dengan mempertimbangkan

prinsip-prinsip syariah, asas kewajaran, nilai-nilai etika, serta
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peraturan yang berlaku, yang selanjutnya dituangkan secara
formal dalam bentuk kebijakan internal lembaga amil.
Biaya yang timbul dalam proses penghimpunan dan
penyaluran zakat menjadi tanggung jawab amil. Amil juga
diperbolehkan untuk meminjam dana zakat sebagai salah satu
strategi penghimpunan, dengan ketentuan bahwa pinjaman
tersebut bersifat jangka pendek dan tidak melebihi satu
periode haul.

Alokasi dana zakat yang diserahkan kepada amil sebagai

bagian dari penghimpunan dan penyaluran dicatat sebagai

peningkatan pada dana amil.

(a) Zakat dianggap telah disalurkan kepada mustahiq non-
amil apabila dana zakat tersebut telah diterima secara
langsung oleh mustahiq yang bersangkutan. Apabila
penyaluran zakat dilakukan melalui perantara amil lain
namun belum sampai ke tangan mustahig non-amil, maka
zakat tersebut belum dapat dikategorikan sebagai zakat
yang telah tersalurkan. Dalam kondisi ini, amil penerima
tidak berhak atas bagian dana zakat, namun memiliki hak
untuk memperoleh ujrah dari amil sebelumnya. Pada saat
yang bersangkutan, zakat yang sedang dalam proses
penyaluran tersebut dicatat sebagai piutang penyaluran
olen amil awal, sementara amil penerima mencatatnya
sebagai liabilitas penyaluran. Selanjutnya, piutang dan
liabilitas tersebut akan berkurang pada saat zakat secara
resmi diserahkan langsung kepada mustahig non-amil.

e Dana zakat yang diserahkan kepada mustahiq non-
amil dengan ketentuan harus dikembalikan kepada
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amil tidak dapat diakui sebagai penyaluran zakat.
Sementara itu, dana zakat yang digunakan untuk
memperoleh aset tetap atau aset kelolaan, seperti
rumah sakit, sekolah, kendaraan ambulans, serta
fasilitas umum lainnya, diakui sebagai:Penyaluran
zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan
untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak
dikendalikan amil.

Penyaluran zakat dilakukan secara bertahap apabila
aset tetap tersebut masih berada dalam pengendalian
amil atau pihak lain yang berada di bawah kendali
amil. Dalam hal ini, penyaluran secara bertahap diukur
berdasarkan penyusutan aset tetap tersebut sesuai

dengan pola pemanfaatannya.

Amil wajib menyajikan secara terpisah antara dana zakat, dana

infak/sedekah, dan dana amil dalam laporan posisi keuangan untuk

mencerminkan sumber dan penggunaan masing-masing dana secara

transparan.

7) Pengungkapan

a) Zakat

Pengelola zakat (amil) memiliki kewajiban untuk menyampaikan

informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi zakat, infak,

dan sedekah. Informasi tersebut mencakup berbagai aspek, baik

yang disebutkan secara eksplisit maupun yang tidak terbatas pada

hal-hal yang telah dirinci sebelumnya.

(1) Kebijakan penyaluran zakat, termasuk penetapan skala prioritas

dalam distribusi zakat kepada mustahik non-amil.
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(2) Ketentuan penyaluran zakat kepada amil dan mustahik non-
amil, yang mencakup persentase alokasi, dasar pertimbangan
yang digunakan, serta konsistensi penerapan kebijakan tersebut
dari waktu ke waktu.

(a) Metode yang diterapkan untuk menentukan estimasi nilai
wajar atas zakat berupa aset nonkas.

(b) Uraian jumlah distribusi zakat kepada masing-masing
kelompok mustahik.

(c) Jika terdapat penggunaan dana zakat dalam bentuk aset yang
masih dikelola oleh amil atau pihak yang berada di bawah
pengendaliannya, diungkapkan nilai, persentase terhadap
total penyaluran, serta alasan penggunaannya.

(d) Hubungan antara pihak-pihak yang memiliki keterkaitan
antara amil dan mustahik, mencakup::

e Jenis hubungan yang terjadi.
e Nilai dan jenis aset yang diberikan.
e Persentase tiap aset terhadap keseluruhan distribusi zakat
selama periode pelaporan..
b) Infak/sedekah
Amil menyajikan informasi terkait transaksi infak/sedekah,
yang mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

(a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, termasuk penetapan
skala prioritas serta identifikasi pihak penerima.

(b) Ketentuan mengenai penyaluran infak/sedekah kepada amil
dan nonamil, seperti proporsi pembagian, dasar
pertimbangan, serta konsistensi dalam pelaksanaannya.

(c) Teknik yang digunakan dalam menetapkan nilai wajar atas

infak/sedekah yang diterima dalam bentuk aset nonkas.
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(d) Apabila terdapat dana infak/sedekah yang tidak disalurkan
secara langsung melainkan terlebih dahulu dikelola, maka
perlu diungkapkan nilai nominal dan persentasenya terhadap
total penerimaan selama periode pelaporan beserta alasannya.

(e) Jika dana infak/sedekah digunakan dalam bentuk aset yang
dikelola, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase
penggunaannya terhadap keseluruhan dana infak/sedekah
serta alasan yang mendasarinya.

(f) Uraian dana infak/sedekah berdasarkan  Klasifikasi
penggunaannya, yaitu yang terikat dan tidak terikat.

(9) Informasi mengenai hubungan antara amil dan penerima
infak/sedekah yang memiliki keterkaitan, meliputi:

e Karakter hubungan yang terjadi,
e Nilai dan jenis aset yang disalurkan,.
e Persentase masing-masing aset yang disalurkan terhadap

total penyaluran infak/sedekah dalam periode berjalan.”

Komponen laporan keuangan yang disusun secara lengkap oleh amil
meliputi:
a) Neraca (laporan posisi keuangan).
b) Laporan Perubahan Dana.
c) Laporan Perubahan aset Kelolaan.
d) Laporan Arus Kas, dan
e) Catatan atas Laporan Keuangan

4. Organisasi Pengelola Zakat

a. Pengelolaan zakat

# |katan Akuntan Indonesia, Draf Eksposur PSAK 109 (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi
Syariah, 2008). Hal 3-7
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Dalam praktiknya, zakat yang dikumpulkan oleh amil (pengelola
zakat) umumnya dialokasikan untuk dua tujuan utama, yaitu zakat
konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif digunakan untuk
memenuhi  kebutuhan mendesak para mustahik, seperti makanan,
pendidikan, dan layanan kesehatan. Setelah kebutuhan-kebutuhan dasar ini
terpenuhi, zakat dapat dialokasikan untuk tujuan produktif, seperti
memberikan modal usaha guna membantu para mustahik menjadi lebih
mandiri secara ekonomi.*® Agar pendistribusian zakat baik konsumtif
maupun produktif dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran,
diperlukan sistem pengelolaan yang profesional dan sesuai ketentuan.

Menurut undang-undang, pengelolaan zakat mencakup kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian dalam proses
pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.* Langkah awal
dalam pengelolaan zakat adalah menetapkan visi dan misi lembaga zakat
yang akan dibentuk. Visi dan misi tersebut perlu disosialisasikan kepada
para pengurus agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam setiap
kebijakan dan pengambilan keputusan.

Pengelolaan zakat sebagai amanah keagamaan diatur secara khusus
dalam peraturan perundang-undangan yang menetapkan adanya unsur
pertimbangan dan pengawasan, yang terdiri dari ulama, akademisi, tokoh
masyarakat, serta perwakilan pemerintah. Ketentuan tersebut juga
mencakup sanksi hukum bagi pengelola zakat yang melanggar aturan.
Dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat yang optimal,
dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan
di ibu kota negara, serta diikuti oleh BAZNAS tingkat provinsi dan
kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural

%0 Damirah et al., “Evaluating the Effectiveness of BAZNAS Zakat Distribution on Mustahik
Welfare in Ajatappareng Using the CIBEST Model,” Jurnal Ar-Ribh 8, no. 1 (2025): 57-72.
3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1.
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yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden melalui kementerian terkait. BAZNAS memiliki wewenang
dalam menjalankan pengelolaan zakat secara nasional. Oleh karena itu,
demi meneladani sunnah Rasulullah SAW, sebaiknya para muzakki
menunaikan zakatnya melalui BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat
(LAZ). Sebab, jika penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik
diperbolehkan sepenuhnya, maka keberadaan amil zakat sebagai pengelola

tentu tidak lagi diperlukan.®

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Menurut UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pemerintah
membuat sebuah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri
dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. Lembaga ini
disebut ( Badan Amil Zakat Nasional) berkedudukan di ibu kota Negara
republik Indonesia.* Pengelolaan zakat berasaskan:

1) Syariat islam;
2) Amanah
3) Kemanfaatan;
4) Keadilan;
5) Kepastian hukum;
6) Terintegrasi;
7) Akuntabilitas;
BAZNAS melaksanakan fungsi-fungsi utama, sebagaimana yang

diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

adalah sebagai berikut:*

%2 Ahmad Satori Ismail, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat
Nasional, 2018). Hal 88-89

% Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1.

3 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,

Pasal 7,” n.d.
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Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
Azas pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:
Amanah: Pengelolaan pemungutan, administrasi, dan pendistribusian
Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dilaksanakan sesuai dengan tuntunan
syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Profesional: Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan
benar.
Transparan: Masyarakat diberikan kemudahan dan akses cepat untuk
memperoleh informasi serta ketentuan terkait pengelolaan ZIS..
Adapun tugas pokok BAZNAS adalah sebagai berikut:
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat
Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun
non fisik melalui pendayagunaan zakat.
Mendorong transformasi peran mustahiq menjadi muzakki melalui
proses seleksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta
pengembangan kapasitas ekonomi.
Menanamkan budaya kepedulian sosial di kalangan mustahiq dengan
menekankan nilai bahwa memberi memiliki keutamaan dibandingkan
menerima.
Meningkatkan manajemen zakat yang berbasis pada prinsip amanah,
profesionalisme, dan transparansi dalam pengelolaannya.
Menjangkau mustahiq dan muzakki seluas-luasnya.
Mengoptimalkan jaringan kerjasama antar organisasi pengelola zakat
untuk memperkuat fungsi dan peran Badan Amil Zakat dalam

pengelolaan zakat.
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Kegiatan utama BAZNAS meliputi penghimpunan zakat, infak, dan
sedekah (ZIS) dari para muzakki serta penyalurannya kepada mustahiq
yang berhak menerima, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ajaran

Islam. *

5. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109

Ikatan Akuntan Indonesia (IAl), sebagai organisasi profesi akuntansi
di Indonesia, berperan aktif dalam mendukung terciptanya sistem akuntansi
yang transparan dan andal pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Sebagai
bagian dari upaya tersebut, pada tahun 2010 IAl mengeluarkan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Standar ini disusun untuk
memberikan pedoman terkait akuntansi zakat, infak, dan sedekah, meliputi
aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan atas transaksi
yang berkaitan. PSAK 109 berlaku khusus bagi OPZ yang memiliki tanggung
jawab dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat maupun
infak/sedekah.

PSAK disusun sebagai acuan untuk standarisasi dalam pencatatan
transaksi serta penyusunan laporan keuangan oleh Organisasi Pengelola
Zakat. Melalui standarisasi ini, diharapkan tercipta keseragaman dan
keterbandingan dalam proses pencatatan maupun pelaporan keuangan di
berbagai OPZ di Indonesia. Selain itu, standar ini juga berperan dalam
mempermudah pekerjaan akuntan publik saat melakukan audit terhadap
laporan keuangan yang disusun oleh OPZ.

Penerapan PSAK No. 109 sejatinya tidak hanya berfungsi sebagai
kerangka teknis dalam pencatatan dan pelaporan transaksi zakat, infak, dan

% Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara,
Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, Dan BUMD Melalui BAZNAS,” n.d.
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sedekah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat
penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam organisasi pengelola zakat.
Prinsip akuntabilitas yang diterapkan mencakup berbagai dimensi, antara lain:
akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas
kebijakan, akuntabilitas program, serta akuntabilitas finansial. Masing-masing
dimensi ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa setiap proses
penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana dilakukan secara
transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan syariat.

Akuntabilitas hukum dan kejujuran tercermin dalam ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan, standar akuntansi yang berlaku, serta
kejujuran dalam pelaporan. Akuntabilitas manajerial tampak dalam
pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif, serta kepemimpinan yang
bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu,
akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan kesesuaian antara kebijakan lembaga
dan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar operasional organisasi. Dalam
aspek program, akuntabilitas diwujudkan melalui keselarasan antara tujuan
program dan pelaksanaan di lapangan, yang dapat dievaluasi melalui laporan
keuangan dan kinerja. Terakhir, akuntabilitas finansial diwujudkan melalui
penyajian laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami
oleh semua pihak berkepentingan.

Dengan demikian, implementasi PSAK No. 109 tidak dapat
dipisahkan dari prinsip akuntabilitas. Standar ini mendukung terciptanya
sistem pelaporan yang mampu mencerminkan integritas, profesionalisme, dan
transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Hal ini
menjadi penting mengingat dana yang dikelola adalah amanah dari
masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya secara

administratif, tetapi juga secara sosial dan spiritual.
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C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman serta guna menyatukan
persepsi antara penulis dan pembaca, penulis merasa perlu untuk menjabarkan

beberapa istilah yang termuat dalam judul skripsi ini sebagai berikut.

1. Akuntabilitas

Menurut mursyidi, Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab suatu
entitas pelaporan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan
penggunaan sumber daya serta implementasi kebijakan yang telah
dipercayakan kepadanya, guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan
dalam jangka waktu tertentu.* Dalam bidang ilmu akuntansi, akuntabilitas
dapat dimaknai sebagai usaha untuk menyampaikan atau menunjukkan
kebenaran secara transparan.

Menurut Astuti akuntabilitas memiliki tiga kriteria utama, yaitu:
a. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik yang diwujudkan

melalui penyusunan laporan keuangan;

b. Penyajian laporan secara tepat waktu;
c. Pelaksanaan audit oleh pihak auditor eksternal.

Akuntabilitas, merujuk pada kejelasan fungsi, struktur, sistem, serta
bentuk pertanggungjawaban dari setiap elemen dalam suatu lembaga,

sehingga pengelolaan organisasi dapat berlangsung secara efektif.

2. PSAK 109
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 disusun oleh
Ikatan Akuntan Indonesia dengan tujuan untuk menetapkan aturan terkait
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat serta
infak/sedekah. PSAK 109 mengenai akuntansi zakat berfungsi sebagai

% Mursyidi, Akuntabilitas Pemerintahan Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2013). Hal
59
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pedoman resmi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan
digunakan sebagai dasar operasional bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).
Dalam Exposure Draft PSAK tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah,
dijelaskan secara menyeluruh mengenai tata kelola kegiatan OPZ, mulai dari
proses pencatatan, pengukuran, penyajian hingga pengungkapan dalam
laporan keuangan.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang
dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS
memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan zakat di
seluruh wilayah Indonesia. Fungsi utama BAZNAS mencakup perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap proses pengumpulan, pendistribusian,
serta pemanfaatan zakat. Selain itu, BAZNAS juga bertanggung jawab dalam
menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan
pengelolaan zakat yang dilaksanakannya.

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud prinsip akuntabilitas
dalam penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten
Barru adalah merujuk pada bagaimana bentuk tanggung jawab Badan Amil Zakat
(BAZNAS) Kabupaten barru untuk melaporkan secara transparan, akurat dan
konsisten dengan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah yang diterima
berdasarkan PSAK 109.

D. Kerangka Pikir

Kerangka teoritis (kerangka berpikir) adalah alur pikir yang digunakan
sebagai alat pijakan untuk membantu peneliti menggali data lapangan, agar

peneliti tidak membuat persepsi sendiri.*’

¥ Danu Eko Agustino, Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik
(YYogyakarta: Calpulis, 2015). Hal 63
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Alur pikir dalam penelitian ini menggambarkan keterkaitan antara
penerapan akuntabilitas oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
barru dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
109. BAZNAS sebagai lembaga pengelola dana umat memiliki tanggung jawab
untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas yang mencakup akuntabilitas
hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan serta finansial. Penerapan
prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan PSAK 109 secara
optimal khususnya dalam aspek pencatatan, pengakuan, pengukuran dan
pelaporan keuangan. Dengan akuntabilitas yang baik, BAZNAS dapat
meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik dalam pengelolaan

zakat,infak, dan sedekah di kabupaten barru



Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Barru)

Prinsip akuntabilitas
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BAB |11
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
kualitatif deskriptif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memberikan
pemahaman yang rinci dan mendalam mengenai kondisi nyata yang terjadi di
lapangan. Penelitian lapangan dalam hal ini dimaksudkan untuk
mengeksplorasi secara menyeluruh suatu unit sosial, sehingga dapat diperoleh
gambaran yang jelas, terstruktur, dan komprehensif..*

Pendekatan kualitatif memungkinkan untuk menggali berbagai aspek
yang lebih mendalam dan kompleks dari implementasi kebijakan, serta
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana
proses tersebut berlangsung di lapangan. Dengan menggunakan metode
penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana kondisi lapangan
secara rinci terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana
zakat pada BAZNAS Kabupaten Barru.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. yang mana penelitian
kualitatif adalah jenis penelitian yang mendalam dan detail, yang bertujuan
untuk  memahami makna dan proses di balik fenomena yang diamati.
Penelitian kualitatif memanfaatkan lingkungan alamiah sebagai sumber utama
data. Fokus utamanya terletak pada peristiwa-peristiwa yang berlangsung

dalam konteks situasi sosial, yang menjadi objek kajian utama dalam

% John W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Yogyakarta: Pustaka Belajar,
2013). Hal 254

42
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pendekatan ini..* Metode pengumpulan data yang umum digunakan meliputi
wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian kualitatif sering
kali diinterpretasikan dalam bentuk tema atau cerita, yang memungkinkan
peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena

yang diteliti.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Gedung Islamic
Centre Lantai 2, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten
Barru, yang berperan sebagai lembaga penyelenggara pengumpulan zakat.
2. Waktu Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama lebih dari satu bulan,
dengan durasi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan tujuan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan adanya keterkaitan yang tepat
antara topik yang diteliti dan data yang dihimpun. Dengan demikian, fokus utama
dari penelitian ini adalah penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data
Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah data subjek

yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari informan

%9 Salim DKk, Penelitian Pendidikan Metode Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2019). Hal 74
*0 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2021).
Hal 224
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penelitian. Bentuk dari pengambilan data dapat di dapatkan dari gambar
melalui pemotretan dan rekaman audio. Indriantoro dan supomo merinci
bahwa data subjek adalah bentuk data penelitian yang mencakup pendapat,
sikap, pengalaman, atau karakteristik individu atau kelompok yang menjadi
subjek penelitian (informan).** Menurut Lofland, dalam penelitian kualitatif,
sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan, sementara data lainnya
seperti dokumen dan sejenisnya dianggap sebagai data pendukung.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah:
a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjeknya, tanpa
melalui perantara pihak lain.* Sumber data dalam penelitian ini berasal
dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru selaku
lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat. Peneliti
akan melakukan wawancara langsung dengan pihak BAZNAS Kabupaten
Barru untuk memperoleh informasi terkait penerapan prinsip akuntabilitas
dalam implementasi PSAK 109.
b. Data sekunder
Menurut Kuncoro, data sekunder adalah informasi yang telah
dikumpulkan oleh lembaga pengelola data dan kemudian disebarluaskan
kepada masyarakat sebagai pengguna data tersebut.”® Data sekunder
diperoleh melalui berbagai sumber, antara lain dokumentasi, literatur
buku, laporan hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, dan sumber tertulis

lainnya yang relevan dengan topik penelitian. sehingga dapat disimpulkan

! Indriantoro dan Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk. Akuntansi & Manajemen
(Yogyakarta: BPFE, 2013). Hal 75

*2 Mula Tarigan and Dewi Frintiana Silaban, Statistika Deskriptif, JINTAN: Jurnal llmu
Keperawatan, vol. 4, 2024, https://doi.org/10.51771/jintan.v4i2.859. Hal 4

* Kuncoro, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. (Jakarta: Erlangga, 2013).
Hal 148
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data sekunder adalah data pendukung dari suatu hasil penelitian.* Data
sekunder dalam penelitian ini berupa Sumber data sekunder dalam
penelitian ini terdiri atas arsip, literatur, dan berbagai referensi yang telah
dipublikasikan sebelumnya. Data sekunder tersebut mencakup dokumen,
foto, serta materi pendukung lainnya yang berperan sebagai pelengkap
bagi data primer yang diperoleh secara langsung.

E. Teknik Pengumpulaan Dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk
memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menjawab pertanyaan atau
rumusan masalah dalam penelitian.. Adapun teknik-teknik yang diterapkan
dalam penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dokumentasi, studi

pustaka, dan penelusuran internet (Internet Searching).

a. Observasi
Metode observasi, atau yang biasa disebut sebagai teknik
pengamatan, merupakan salah satu metode pengumpulan data yang
dilakukan secara langsung oleh peneliti melalui proses pengamatan dan
pencatatan yang sistematis serta terencana dengan cermat. Pengamatan
atau observasi adalah aktivitas sehari-hari manusia yang menggunakan
panca indra.
b. Wawancara
Wawancara merupakan metode komunikasi terstruktur yang
dilakukan antara dua pihak, yaitu pewawancara yang menyampaikan
pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban sesuai dengan topik

yang dibahas, dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang

* Yusuf Abdhul Azis, “Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data Dan Contoh Di Penelitian,”
deepublish store, 2023, https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/#:~:text=.
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relevan untuk kepentingan penelitian.” Sedangkan menurut Moh Nazir,
Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dalam
penelitian yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung
antara pewawancara dan informan. Proses ini biasanya dibantu dengan
menggunakan alat bantu berupa panduan wawancara (interview guide)
untuk memastikan kelancaran dan fokus pada topik yang ingin
ditelusuri.” Dalam proses wawancara ini, penulis sudah menyiapkan
daftar pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada narasumber
dengan fokus pertanyaan terhadap masalah yang akan diteliti.
Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan alat perekam untuk
memudahkan pengecekan ulang, jika terdapat data atau informasi yang
terlewat dalam pencatatan saat proses analisis.
Dokumentasi
Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu. Studi Dokumen digunakan untuk melengkapi data yang
dijaring melalui teknik wawancara dan observasi.* Peneliti akan
mengumpulkan berbagai data yang relevan dengan penelitian ini,
seperti arsip, laporan, gambar atau foto, serta dokumen lainnya yang
terdapat di BAZNAS Kabupaten Barru. Dokumen yang diperlukan
meliputi profil lembaga, laporan keuangan, surat keputusan (SK)
pendirian BAZNAS, SK mengenai tugas dan wewenang, bukti
penerimaan dan penyaluran zakat, serta dokumentasi terkait kegiatan
BAZNAS Kabupaten Barru.

** Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

Hal 186

*¢ Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). Hal 3
*" Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: CV Alfabeta,

2017). Hal 240
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2. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data merupakan proses yang Dbertujuan untuk
mempermudah pembacaan dan penerapan data, sehingga dapat dianalisis dan
menghasilkan kesimpulan dari hasil evaluasi. Proses ini sangat penting dalam
metode ilmiah karena membantu memberikan makna dan pemahaman
terhadap data yang diperoleh, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk

menyelesaikan masalah dalam penelitian.*

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama, yakni:
a. Peneliti tidak sepenuhnya independen dan netral dari konteks penelitian;
b. Penelitian kualitatif bersifat sangat terstruktur dan sangat interpreatif.

Menurut Sugiyono, triangulasi merupakan suatu teknik dalam pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara mengombinasikan beragam metode serta
memanfaatkan berbagai sumber data yang tersedia guna meningkatkan
keabsahan temuan penelitian.” Teknik ini digunakan untuk meningkatkan tingkat
kepercayaan (validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta sebagai alat bantu
dalam menganalisis data di lapangan. Penelitian ini menerapkan dua jenis
triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode, untuk memperkuat

validitas data yang diperoleh.

a. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber melibatkan pencarian kebenaran informasi tertentu

melalui berbagai sumber untuk memperoleh data yang lebih akurat dengan

*8 Sri Wahyuni Hasibuan, Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi Dan Bisnis
(Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021).

* Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, Dan R&D.
(Bandung: Alfabeta, 2009). Hal 274
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cara membandingkan atau memverifikasi informasi yang ada dari sumber
yang berbeda.*®
b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode bertujuan untuk memeriksa keabsahan data atau
temuan penelitian. Moleong menjelaskan bahwa ada dua pendekatan dalam
triangulasi metode: pertama, memverifikasi tingkat kepercayaan temuan
penelitian dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data; kedua,
memeriksa keabsahan data dari berbagai sumber dengan menggunakan
metode yang sama.” Jika ditemukan perbedaan, peneliti akan menelusuri
penyebab perbedaan tersebut hingga menemukan sumbernya, dan melakukan

konfirmasi dengan informan atau sumber lain.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, kegiatan analisis data meliputi tiga tahapan yang
berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.®
1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses analisis yang dilakukan dengan cara
menyaring, memusatkan, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang
diperoleh di lapangan berdasarkan catatan hasil wawancara dengan informan.
Melalui catatan tersebut, peneliti melakukan seleksi data sesuai dengan fokus
penelitian, mengelompokkan data ke dalam kategori yang relevan, serta
melakukan pengodean data menggunakan kerangka atau Kisi-kisi penelitian

yang telah disusun sebelumnya.

%0 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Hal 6

5 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Hal 225

52 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2011). Hal 38
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2. Penyajian Data (Data Display)

Tahap berikutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Data
dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti diagram, tabel, grafik, dan lain
sebagainya. Melalui proses ini, peneliti dapat menerima masukan dari pihak
lain sehingga data yang disajikan menjadi lebih terstruktur dan mudah
dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi
teks yang menguraikan topik pembahasan secara mendetail.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan (conclusion).

Selanjutnya peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah

diproses melalui reduksi data dan pemaparan data.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS

Kabupaten Barru.

Pengelolaan dana zakat adalah serangkaian kegiatan yang mencakup
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta tak lepas dari

segala pencatatan atas setiap transkasi yang terjadi.

“Setiap pemasukan, pengumpulan by name by address begitu pula setiap
pendistribusian dimana disalurkan itu,itu ada semua disana di SIMBA
(sistem informasi manajemen baznas).”

BAZNAS Kabupaten Barru mencatat setiap transaksi secara langsung
melalui Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Pencatatan ini
dilengkapi dengan bukti setoran dana zakat maupun infak/sedekah, yang memuat
informasi seperti nama muzakki, tanggal penerimaan, alamat, tanda tangan,
jumlah dana, serta tujuan penggunaannya. Bukti tersebut menjadi dasar
pencatatan ke dalam jurnal sesuai dengan nominal yang tercantum. SIMBA
mendukung independensi dan tanggung jawab institusi melalui beberapa
mekanisme kunci, dengan memfasilitasi pengelolaan secara efektif dan efisien,
SIMBA membantu BAZNAS untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga

zakat tanpa intervensi pihak luar.>

Penyusunan laporan keuangan atas dana zakat, infak/sedekah wajib
mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Tujuan utama

53 H. Abdullah Rahim, ketua BAZNAS kabupaten Barru, Wawancara dilakukan di Kantor
BAZNAS Kabupaten barru, tanggal 16 mei 2025.

> Nuradillah Syam et al., “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Baznas (
SIMBA ) Terhadap Peningkatan Good Corporate Governance,” Paradoks: Jurnal IImu Ekonomi 8, no.
3(2025): 1026-38.
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dari PSAK 109 adalah untuk menjamin bahwa laporan keuangan entitas yang

bersangkutan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah secara

akurat dan menyeluruh, sehingga mampu mewujudkan transparansi serta

meningkatkan keandalan informasi keuangan dalam pengelolaan dana

keagamaan.*

a. Pengakuan dan pengukuran

PSAK 109 menyatakan bahwa pengakuan dilakukan pada saat dana

ZIS diterima, baik dalam bentuk kas maupun aset lainnya. Dana ZIS yang
diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana ZIS sebesar nilai
nominal jika diterima dalam bentuk kas, dan sebesar nilai wajar apabila
diterima dalam bentuk non-kas.”® Dana ZIS baru dapat diakui oleh
BAZNAS kabupaten barru apabila dana tersebut telah diterima secara
langsung atau melalui tenaga unit pengumpul zakat atau bisa juga melalui
transfer bank. Apabila muzakki telah melakukan konfirmasi terkait
pembayaran dana ZIS, namun dana tersebut belum diterima atau belum
tercatat dalam rekening BAZNAS Kabupaten Barru, maka transaksi tersebut
belum dapat diakui sebagai penerimaan.

“Ya, kami mengacu pada PSAK 109, Dana ZIS baru dapat kami
akui saat sudah benar-benar diterima, baik itu secara tunai maupun
transfer. Kalau misalnya ada muzakki yang sudah mengonfirmasi
lewat WhatsApp atau telepon bahwa mereka telah transfer, tetapi
dana belum masuk ke rekening kami, maka kami belum catat.”’

Dalam proses pengukuran di BAZNAS Kabupaten Barru, dana yang
diterima dalam bentuk kas, seperti uang tunai, dicatat berdasarkan jumlah

nominal yang diterima. Sementara itu, apabila dana diterima dalam bentuk

% |katan Akuntan Indonesia, Exposure Draft PSAK No. 109 (Jakarta: Dewan Standar
Akuntansi Syariah, 2008).

% |katan Akuntan Indonesia, Exposure Draft PSAK No. 109 (Jakarta: Dewan Standar
Akuntansi Syariah, 2008). Hal 2

%" Kaharuddin, Wakil ketua Il BAZNAS Kabupaten Barru: Wawancara dilakukan di Kantor
BAZNAS Kabupaten barru.tanggal 16 Mei 2025
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non-kas, seperti emas, maka pencatatan dilakukan berdasarkan nilai wajar
sesuai dengan harga yang berlaku pada saat penerimaan.
b. Penyajian

Penyusunan laporan keuangan atas dana zakat, infak/sedekah wajib
mengikuti ketentuan dalam standar akuntansi yang berlaku, yaitu Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Dalam PSAK 109, diatur
beberapa komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh amil sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut,diantaranya:
Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan
Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap laporan keuangan BAZNAS
Kabupaten Barru tahun 2023, diketahui bahwa dalam pelaksanaannya
BAZNAS telah menyusun kelima jenis laporan keuangan sebagaimana yang
disyaratkan dalam ketentuan PSAK 1009.

“Kalau dari sisi penyusunan, sebenarnya tidak terlalu sulit karena
kami sudah punya formatnya. Tantangannya lebih ke konsistensi
pencatatan dari UPZ dan pelaporan tepat waktu, supaya data yang
masuk ke pusat itu akurat. Tapi untuk format laporan utamanya,
alhamdulillah kami sudah jalankan sesuai PSAK 109."%

Berikut merupakan laporan keuangan yang telah disusun oleh Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru untuk periode tahun
2023, yang telah melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik.

1) Laporan posisi keuangan
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap laporan posisi keuangan
yang disusun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Barru bahwa terdapat 3 bagian dalam penyusunan laporan posisi
keuangannya yakni, Aset, Liabilitas (kewajiban), dan saldo dana. Aset

%8 Kaharuddin, Wakil ketua || BAZNAS Kabupaten Barru: Wawancara dilakukan di Kantor
BAZNAS Kabupaten barru.tanggal 16 Mei 2025
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yang dicatat terdiri dari aset lancar seperti kas dan setara kas serta piutang
pelaksana, serta aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan
perlengkapan kantor/inventaris berikut akumulasi penyusutannya.
Liabilitas (kewajiban) meliputi utang penyaluran, beban yang masih harus
dibayar,. Namun, pada kenyataannya BAZNAS tidak memiliki kewajiban
atau utang, mengingat statusnya sebagai organisasi nirlaba.

“Dalam menyusun laporan posisi keuangan, kami selalu
memastikan setiap aset dan saldo dana tercatat dengan lengkap dan
sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu PSAK 109. Kami juga
tidak mencatat liabilitas karena memang BAZNAS adalah
organisasi nirlaba, Semua ini kami laporkan dengan transparan agar
mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.”

Saldo dana yang disajikan oleh Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Barru dalam laporan posisi keuangan mencakup
dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana yang bersumber dari
APBD, serta dana jasa bank (dana non-syariah atau nonhalal). Dari
penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan posisi keuangan
yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Barru telah sesuai dengan
ketentuan dalam PSAK 109. Hal ini terlihat dari rincian yang disajikan
atas setiap bagian yang wajib ada dalam neraca, serta penambahan
beberapa akun untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan
transparan.

2) Laporan perubahan dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah,

dana amil dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana

mencakup, tetapi tidak terbatas pada, dana zakat, dana infak/sedekah,

% Kaharuddin, , Wakil ketua Il BAZNAS Kabupaten Barru: Wawancara dilakukan di Kantor
BAZNAS Kabupaten barru.tanggal 16 Mei 2025
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dana amil dan dana non halal.®® BAZNAS Kabupaten Barru menyusun
laporan perubahan dana yang memuat rincian penerimaan dan
penyaluran, surplus, serta informasi mengenai saldo awal dan saldo akhir
periode pelaporan. Laporan perubahan dana BAZNAS Barru terdiri atas
lima bagian yairu dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana APBD
dan dana nonhalal. Sementara itu, dana amil bersumber dari bagian amil
yang diperoleh dari dana zakat sesuai ketentuan syariah, serta dana yang
berasal dari infak/sedekah. Dana ini digunakan untuk membiayai aktivitas
operasional kelembagaan BAZNAS Kabupaten Barru, seperti biaya
administrasi, program sosialisasi, serta pelatihan peningkatan kapasitas
amil. BAZNAS Kabupaten Barru juga menyajikan rincian dana yang
berasal dari APBD. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan
informasi yang lebih transparan dan terperinci kepada para pengguna
laporan keuangan, termasuk para muzakki.

Dana nonhalal atau dana non-syariah dicatat secara terpisah dalam
laporan, sebagaimana diatur dalam PSAK 109. Dana ini berasal dari
pendapatan jasa giro yang diperoleh dari rekening bank konvensional.
Pengelolaan dana nonhalal dilakukan secara hati-hati dan dialokasikan
untuk kegiatan sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru telah menyusun dan
menyajikan laporan perubahan dana sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam PSAK 109.

“Kami berusaha menyusun laporan perubahan dana dengan detail
yang lengkap, mencakup semua sumber penerimaan dan penyaluran

dana, agar para muzakki dan stakeholder dapat dengan mudah
memahami alur penggunaan dana. Kami juga memisahkan dana

2021.

% JAl, Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109, Penyajian Laporan Keuangan Syariah,
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nonhalal untuk memastikan pengelolaan yang sesuai prinsip
syariah.”®
3) Laporan perubahan aset kelolaan

PSAK 109 mengatur bahwa entitas amil wajib menyajikan laporan
aset kelolaan yang mencakup, namun tidak terbatas pada, aset lancar, aset
tidak lancar beserta akumulasi penyusutannya, serta informasi mengenai
saldo awal dan saldo akhir dari aset kelolaan tersebut.®” Namun, Pada Saat
ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten barru belum
memiliki aset kelolaan yang tercatat. Meskipun demikian, BAZNAS
Kabupaten barru tetap menyusun format laporan aset kelolaan yang telah
disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 109. Hal ini
menunjukkan kesiapan lembaga dalam memenuhi standar pelaporan
keuangan syariah, serta komitmen untuk mengelola aset dengan
transparan dan akuntabel apabila nantinya terdapat aset yang harus
dilaporkan.

“Saat ini memang belum ada aset kelolaan yang perlu dicatat secara
khusus. Tapi kami tetap buat laporan aset kelolaan sesuai format
PSAK 109 sebagai bentuk kesiapan, supaya kalau suatu saat kami
punya aset, tinggal dicatat dan disajikan sesuai ketentuan.”®

4) Laporan arus kas

PSAK 109 menetapkan bahwa entitas amil wajib menyusun laporan
arus kas sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 109 mengenai Laporan
Arus Kas serta standar akuntansi lain yang relevan. Laporan tersebut
harus mengungkapkan arus kas yang terjadi selama periode pelaporan

dengan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori aktivitas.

%1 Kaharuddin, , Wakil ketua 11 BAZNAS Kabupaten Barru: Wawancara dilakukan di Kantor
BAZNAS Kabupaten barru.tanggal 16 Mei 2025

®? |katan Akuntan Indonesia, Draf Eksposur PSAK 109.
83 Kaharuddin, , Wakil ketua Il BAZNAS Kabupaten Barru: Wawancara dilakukan di Kantor
BAZNAS Kabupaten barru.tanggal 16 Mei 2025
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Laporan arus kas yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Barru
telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109, sebagaimana terlihat pada
lampiran dari penyajian arus kas yang terperinci dan terklasifikasi secara
sistematis berdasarkan ketiga aktivitas tersebut selama periode
pelaporan.

“laporan ini menjadi bagian dari laporan keuangan tahunan kami.
Semua pemasukan dan pengeluaran yang berkaitan dengan
pengelolaan zakat, infak, dan sedekah kami catat secara rinci dalam
laporan tersebut. Auditor eksternal dan pihak BAZNAS Provinsi
atau Pusat biasanya memeriksanya. Dalam beberapa kesempatan,
kami juga membagikan ringkasannya kepada masyarakat melalui
laporan tahunan atau saat kegiatan keagamaan.”®

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten

Barru memiliki komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan. Laporan arus kas disusun sebagai bagian
dari laporan keuangan tahunan, dengan mencatat secara rinci seluruh
pemasukan dan pengeluaran terkait zakat, infak, dan sedekah. Proses ini
tidak hanya memenuhi ketentuan PSAK 109, tetapi juga memastikan
bahwa setiap transaksi terdokumentasi secara sistematis. Selain itu,
keterlibatan auditor eksternal serta pemeriksaan dari BAZNAS tingkat
provinsi atau pusat menjadi bentuk pengawasan yang memperkuat
kredibilitas laporan keuangan. Upaya ini dilengkapi dengan penyampaian
ringkasan laporan kepada masyarakat, baik melalui laporan tahunan
maupun kegiatan keagamaan, sebagai wujud keterbukaan informasi
publik.

5) Catatan atas laporan keuangan
PSAK 109 menetapkan bahwa amil wajib menyajikan catatan atas

laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 101

% Kaharuddin, , Wakil ketua Il BAZNAS Kabupaten Barru: Wawancara dilakukan di Kantor
BAZNAS Kabupaten barru.tanggal 16 Mei 2025
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tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah serta mengacu pada

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) vyang relevan.®

Tujuan dari penyusunan catatan atas laporan keuangan adalah untuk

memberikan informasi yang relevan kepada para pengguna laporan

keuangan, yang mencakup:

a) Gambaran umum amil zakat,

b) Ringkasan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan
laporan keuangan, serta

c) Penjabaran atas pos-pos signifikan yang terdapat dalam masing-

masing komponen laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru telah
memenuhi ketentuan yang tercantum dalam standar akuntansi yang
berlaku, yaitu PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
serta PSAK lain yang relevan. Hal ini tercermin dari keberadaan
informasi mengenai gambaran umum amil zakat, dalam hal ini profil
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru. Selain itu,
catatan tersebut juga memuat ikhtisar kebijakan akuntansi yang
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk asas
pengelolaan zakat dan infak/sedekah serta dasar hukum yang dijadikan
acuan. Lebih lanjut, catatan atas laporan keuangan juga mencantumkan
penjelasan atas pos-pos penting dalam setiap komponen laporan

keuangan.

c. Pengungkapan
BAZNAS Kabupaten Barru, dalam penyusunan laporan keuangannya,

telah mengungkapkan secara menyeluruh seluruh transaksi yang terjadi, baik

% |katan Akuntan Indonesia, Exposure Draft PSAK No. 109 (Jakarta: Dewan Standar
Akuntansi Syariah, 2008). Hal 15



58

terkait penerimaan maupun penyaluran dana zakat serta infak/sedekah.
Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang memerlukan informasi
tersebut, data yang disajikan telah tercantum secara jelas dan sesuai dengan
nilai yang tertera dalam laporan keuangan.

“Kami berupaya semaksimal mungkin agar semua transaksi baik
penerimaan maupun penyaluran dana tercatat dan dilaporkan secara
terbuka. Jadi kalau ada pihak auditor atau masyarakat yang ingin
melihat laporan, mereka bisa langsung melihat data yang kami
sajikan, karena semuanya sudah kami laporkan sesuai dengan
standar akuntansi.”®

2. Prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada BAZNAS
Kabupaten barru

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab untuk memberikan laporan
pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, yang
dilakukan oleh individu maupun kelompok (organisasi) yang telah menerima
kepercayaan atau amanah dari pihak-pihak tersebut. Sebagaimana dijelaskan juga
oleh adisasmita bahwa Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk
menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang dilakukan
oleh individu, badan hukum, maupun pimpinan organisasi kepada pihak yang
memiliki  hak atau wewenang untuk meminta penjelasan  atau
pertanggungjawaban tersebut.®” Lembaga Amil Zakat (LAZ) memerlukan
akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana
zakat yang telah dilaksanakan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru merujuk pada tanggung jawab para

pengelola zakat untuk melaksanakan tugasnya secara transparan dan dapat

% Kaharuddin, , Wakil ketua Il BAZNAS Kabupaten Barru: Wawancara dilakukan di Kantor
BAZNAS Kabupaten barru.tanggal 16 Mei 2025

¢7 Rahardja Adisasmito, Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah (Yogyakarta: Graha
ilmu, 2011). Hal 89
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dipertanggungjawabkan, khususnya dalam aspek pengumpulan, penyaluran, serta
pelaporan penggunaan dana zakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa
zakat disalurkan secara tepat sasaran kepada pihak-pihak yang berhak
menerimanya dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Selain aspek akuntabilitas finansial, BAZNAS Kabupaten Barru juga
menerapkan bentuk akuntabilitas lainnya sebagai lembaga publik yang bergerak
dalam bidang sosial.
a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan Akuntabilitas hukum
dan kejujuran merupakan aspek krusial dalam pengelolaan dana zakat oleh
BAZNAS. Sebagai lembaga pengelola dana umat, BAZNAS wajib mematuhi
peraturan perundang-undangan serta menjunjung integritas dalam setiap
prosesnya. Akuntabilitas hukum menjamin legalitas dan pertanggungjawaban
yuridis, sementara kejujuran mencegah penyelewengan dan mendorong
transparansi. Penerapan kedua prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan
publik dan memastikan zakat tersalurkan secara tepat dan amanah.
Pada penerapan prinsip akuntabilitas ini, BAZNAS Kabupaten barru
dalam memastikan kepatuhan hukum yang berlaku selalu berpedoman kepada

semua peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas tugasnya.

“Jadi kami di BAZNAS barru itu dalam mengelola dana ZIS sangat

menekankan prinsip pertanggungjawaban, kami selalu mengikuti

semua peraturan yang berlaku dari BAZNAS pusat.”®®

Prinsip akuntabilitas dalam aspek hukum dan kejujuran di BAZNAS
Barru diwujudkan melalui kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam pengelolaan dan penggunaan dana Zakat, Infak,

%8 H. Kaharuddin, Wakil ketua Il BAZNAS Kabupaten Barru, Wawancara dilakukan di
Kantor BAZNAS Kabupaten barru, tanggal 16 Mei 2025.
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dan Sedekah (ZIS). Kepatuhan ini mencakup regulasi dari tingkat pusat,

antara lain:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat;

3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014
tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta
pendayagunaan zakat untuk usaha produktif;

4) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Akuntansi
Zakat Dan Infak/Sedekah.

5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang terkait.

Aturan-aturan tersebut merupakan landasan hukum bagi Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dalam melaksanakan fungsinya

sebagai lembaga pengelola zakat. Di BAZNAS Kabupaten Barru, fungsi

pengawasan ini dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal. Selain diawasi oleh

Satuan Audit Internal, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Barru juga mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan  pengawasan

pengelolaan dana zakat yang dibuktikan melalui penyediaan akses informasi

publik secara transparan, antara lain melalui situs web resmi, media sosial,
serta papan informasi yang tersedia di kantor. Upaya ini bertujuan untuk
memastikan bahwa masyarakat dapat memantau secara langsung aktivitas
pengelolaan dan penyaluran dana zakat, sehingga tercipta akuntabilitas dan
kepercayaan publik.

Sebagai bentuk penguatan terhadap penerapan prinsip akuntabilitas,
peneliti juga melakukan wawancara dengan stakeholder eksternal, yakni

muzakki dan mustahik. Pendapat mereka mencerminkan persepsi terhadap
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transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten
Barru. Seorang muzakki mengungkapkan:

“Saya merasa informasi tentang pengelolaan dana zakat sudah cukup
transparan, terutama karena BAZNAS barru ini menyediakan bukti
setor dan laporan keuangan yang bisa diakses. Ini membuat saya
percaya bahwa dana dikelola dengan baik.”*

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa kepercayaan terhadap
lembaga amil zakat dibentuk melalui keterbukaan informasi dan pelaporan
yang dapat diakses oleh muzakki. Penyediaan bukti setor serta keterbukaan
terhadap laporan keuangan menjadi indikator bahwa BAZNAS Kabupaten
Barru telah menjalankan prinsip akuntabilitas keuangan secara konsisten.

Selain muzakki, mustahik sebagai penerima manfaat juga merasakan
dampak dari pengelolaan dana zakat yang transparan. Salah seorang mustahik
menyampaikan:

“Setiap bantuan yang kami terima dijelaskan sumber dananya dari

zakat, dan kami juga tahu kenapa kami dipilih. Jadi saya merasa

prosesnya adil dan transparan.””

Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS tidak hanya menyalurkan dana
sesuai kebutuhan mustahik, tetapi juga menjelaskan sumber dan tujuan dana
secara terbuka. Transparansi semacam ini menciptakan kepercayaan dari
penerima zakat dan mencerminkan akuntabilitas sosial yang dijalankan
dengan baik. Perspektif stakeholder eksternal menunjukkan bahwa bentuk
akuntabilitas BAZNAS juga tampak melalui ketersediaan informasi publik.

Seorang miizakki menyatakan:

“Saya lihat BAZNAS barru ini sering mengunggah laporan dan
kegiatan di facebook dan instagram. Ini membantu kami tahu zakat
digunakan untuk apa saja.”™

% Haerana, Muzakki, wawancara pada tanggal 24 Juni 2025.
7% Syamsuriana, Mustahik (penerima bantuan sembako). Tanggal 24 juni 2025
™ Haerana, Masyarakat. Wawancara pada tanggal 24 juni 2025
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Pernyataan ini menunjukkan bahwa akses informasi yang terbuka
menjadi bagian dari strategi BAZNAS dalam membangun kepercayaan
publik. Keterlibatan masyarakat umum sebagai pengawas sosial juga menjadi
bukti bahwa prinsip akuntabilitas tidak hanya bersifat internal, tetapi juga
dibuka untuk dikawal bersama.

. Akuntabilitas manajerial

Prinsip  akuntabilitas ~ manajerial  menekankan  pentingnya
pertanggungjawaban setiap tingkatan manajemen atas pelaksanaan tugas,
penggunaan sumber daya, serta pencapaian hasil sesuai dengan tujuan
organisasi. Prinsip ini menjadi landasan dalam memastikan bahwa setiap
keputusan dan tindakan manajerial dapat dipertanggungjawabkan secara
transparan dan profesional kepada pemangku kepentingan.

Akuntabilitas manajerial pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Barru yakni menggunakan laporan Kinerja yang disusun setiap
semester, yaitu setiap enam bulan sekali. Laporan ini berfungsi sebagai alat
evaluasi untuk menilai sejauh mana capaian BAZNAS dalam mengelola
Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), baik dari sisi penghimpunan maupun
penyalurannya kepada mustahik. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mengacu
pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), yang telah ditetapkan
sebagai standar perencanaan dan pengukuran kinerja lembaga dalam jangka
waktu satu tahun. Dengan demikian, RKAT menjadi acuan utama dalam
menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta tanggung jawab

manajemen terhadap pencapaian target yang telah dirumuskan.

“Untuk mengetahui pengukuran kinerja manajer kita dipengelolaan
dana zakat itu ada namanya laporan persemester, itu per enam bulan.
Disitulah kita ukur sejaun mana keberhasulan BAZNAS dalam hal
pengelolaan zis, baik pengumpulan maupun pendistribusiannya,
dievaluasi dengan standar RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan).
Disitulah patokan satu tahun. Untuk mengukur itu kita buat laporan



63

kinerja hasil yang dikumpulkan dan didistribusikan dalam enam bulan

yang lalu.”"

Selain laporan kinerja yang disusun setiap semester, BAZNAS
Kabupaten Barru juga menyusun laporan bulanan sebagai bagian dari upaya
pengawasan dan evaluasi berkala. Laporan bulanan tersebut dievaluasi secara
rutin pada setiap komponen atau unit kerja yang terkait, guna menilai progres

pelaksanaan program dan aktivitas pengelolaan zakat.

“Selain daripada yang dilaporkan tadi itu persemester, ada namanya
laporan bulanan. Kita evaluasi laporan bulanan di masing-masing
komponen, kita evaluasi laporan bulanan. Itu secara umum, tujuannya
agar supaya untuk melihat sejauh mana hal yang kita laksanakan.”"
Apabila berdasarkan hasil evaluasi laporan semester ditemukan adanya
permasalahan atau target yang tidak tercapai, maka langkah selanjutnya yang

diambil adalah pelaksanaan rapat pleno.

“Kan setelah ada laporan enam bulan yang lalu, ada masalah tidak

dicapai maka disitulah dilakukan rapat pleno, yang dimaksud rapat

pleno adalah rapat yang dilakukan oleh pimpinan untuk menentukan

kebijakan.”™

Lebih lanjut, apabila terdapat kinerja manajerial yang tidak memenuhi
target atau menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan maupun prosedur
yang telah ditetapkan, maka hal tersebut akan dievaluasi secara mendalam
berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan

tugas di BAZNAS Kabupaten Barru.

2 H. Amrullah Mamma, Wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten barru, Wawancara dilakukan
di Kantor BAZNAS Kabupaten barru, tanggal 16 Mei 2025.

® H. Amrullah Mamma, Wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten barru, Wawancara dilakukan
di Kantor BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025.

" H. Amrullah Mamma, Wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten barru, Wawancara dilakukan
di Kantor BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025.
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“Yang berkaitan dengan itu, maka prinsip-prinsip yang kita lakukan
disini ada tiga asas. asas regulasi, asas syariah dan asas NKRI, itu tidak
boleh keluar dari tiga itu.””

Akuntabilitas manajerial memiliki peran yang sangat penting dalam
mewujudkan Kkinerja organisasi yang optimal. Keberadaan manajer yang
memiliki tanggung jawab serta mampu mempertanggungjawabkan setiap
keputusan dan tindakannya akan mendorong peningkatan efisiensi
operasional, meminimalisir potensi terjadinya kesalahan, serta mendukung

pencapaian tujuan strategis organisasi secara lebih efektif dan terarah.

c. Akuntabilitas program
Akuntabilitas program merujuk pada tanggung jawab untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan serta hasil dari suatu program atau
kegiatan tertentu. Hal ini mencakup partisipasi aktif dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, dengan tujuan untuk
mencapai hasil yang telah ditetapkan serta menjamin bahwa sumber daya
yang digunakan dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

Adapun lima pilar program yang ada paada BAZNAS barru antara
lain:

1) Barru Sejahtera
Merupakan program peningkatan ekonomi berupa pemberian
bantuan modal usaha untuk peningkatan pendapatan keluarga guna
menopang ketahanan pangan keluarga melalui keterampilan usaha, sarana
usaha dan tambahan permodalan. Adapun contoh programnya yaitu,
Peluncuran program Z-Auto (bantuan modal usaha di bidang

perbengkelan motor) di Kecamatan Pujananting, tepatnya di Desa

" H. Amrullah Mamma. Wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten barru, Wawancara dilakukan
di Kantor BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025
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Pattappa. Program ini juga diluncurkan di Kelurahan Mattirowalie untuk
program Z-Mart (pemberdayaan ekonomi masyarakat).
Barru Cerdas

Merupakan program pendidikan berupa pemberian bantuan untuk
akses pendidikan bagi keluarga miskin untuk pemenuhan kebutuhan hak
belajar dan pencapaian cita-cita melalui program beasiswa dan
ketersediaan sarana penunjang pendidikan. Adapun contoh dari program
ini yaitu: Penyaluran bantuan 75 buah kasur untuk siswa-siswi di UPTD
SMPN 17 Barru di Dusun Tompo Lemo-lemo, Desa Harapan, Kecamatan
Tanete Riaja. Siswa-siswi di sekolah ini juga fokus pada hafalan Al-
Quran, Penyaluran 156 insentif Guru MDTA (Madrasah Diniyah
Takmiliyah Awaliyah) Se-Kabupaten Barru Triwulan I di Islamic
Center. Bantuan penyelesaian study dan masih banyak lagi.
Barru Sehat

Merupakan program kesehatan berupa pemberian akses dan
kemudahan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan dasar guna menciptakan keluarga sehat dan produktif. Adapun
contoh program ini yaitu, Penyelenggaraan layanan kesehatan gratis di
Dusun Baera, Desa Kamiri dan juga di Posyandu Kembang Sepatu, Desa
Lampoko, serta di aula kantor Desa Pao-Pao dan Penyediaan Layanan
Kesehatan Gratis di Pos Mudik BAZNAS Barru yang berlokasi di
halaman kantor BAZNAS Barru, sebagai kolaborasi dengan BAZNAS
RI.
Barru Tagwa

Merupakan program dakwah pembinaan mental spiritual berupa
syiar islam untuk membentuk kekuatan mental dan ketahanan iman bagi
keluarga miskin baik berupa pengetahuan keagamaan maupun
pembangunan sarana keagamaan. Adapun contoh program ini vyaitu,

Memberi dukungan pada Pelepasan 176 Jemaah Calon Haji Kabupaten
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Barru yang berlangsung di  Rumah Jabatan Bupati Barru.
Penyelenggaraan program Infak Siswa yang bertujuan menanamkan nilai
kepedulian dan berbagi sejak dini, seperti yang didukung oleh UPTD
SDN 174 Barru.
5) Barru peduli

Merupakan program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada
perbaikan kualitas hidup individu maupun lingkungan guna mencapai
peningkatan derajat hidup yang lebih baik dan sejahtera. Adapun contoh
dari program ini yaitu, Penyaluran Paket Sembako Idul Adha (Juni 2025):
Sebanyak 5.485 kepala keluarga di tujuh kecamatan di Kabupaten Barru

menerima paket sembako Idul Adha.

Akuntabilitas program diwujudkan melalui penyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan yang jelas, transparan, dan disampaikan secara berkala
kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
Akuntabilitas program tidak hanya dapat diukur melalui laporan dan indikator
keberhasilan formal, tetapi juga dari pengalaman langsung mustahik sebagai
penerima manfaat program.

Seorang mustahik penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru
mengungkapkan bahwa ia mengetahui informasi program dari tetangga,
pengumuman masjid, serta kelurahan. la menerima bantuan sembako dan
dana pendidikan, yang menurutnya sangat membantu kondisi ekonomi

keluarganya, terutama di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.

“Dampaknya sangat terasa, karena bantuan yang diberikan itu
sangat meringankan beban ekonomi kami, apalagi saat harga
kebutuhan pokok sedang naik.”"

76 Syamsuriana, Mustahik (penerima bantuan sembako BAZNAS Kabupaten barru). Tanggal
24 juni 2025
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Program pendidikan (Barru Cerdas), khususnya beasiswa penyelesaian
studi, menjadi wujud lain dari akuntabilitas BAZNAS Barru selain bantuan
sembako. Salah satu penerima manfaat mengungkapkan bahwa bantuan
tersebut sangat berarti dalam menyelesaikan tahap akhir perkuliahan.
Mustahik tersebut menyampaikan bahwa bantuan yang diterima tidak hanya
meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan motivasi dan
kepercayaan diri untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu. la juga menilai
bahwa proses seleksi berjalan transparan dan tepat sasaran, mengingat banyak
mahasiswa lain dari keluarga kurang mampu yang turut memperoleh manfaat

serupa.

“Yang mendapatkan bantuan beasiswa adalah mahasiswa-
mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dukungan finansial
untuk penyelesaian studi, benar-benar sudah dipilih dan diseleksi
secara tepat eee bahwa ini orang-orang yang berhak menerima

bantuan zakat.”"’
Meskipun tidak mendapatkan laporan keuangan secara rinci, ia pernah
mengakses informasi kegiatan dan distribusi program BAZNAS melalui

media sosial serta pengumuman di masjid.

“Saya belum pernah menerima laporan secara langsung tapi saya
melihat baznas barru itu cukup aktif membagikan informasi dan
dokumentasi kegiatan melalui media sosial dan website resmi
mereka. "

BAZNAS Kabupaten Barru memiliki berbagai platform media sosial yang

terbuka untuk diakses oleh masyarakat umum, seperti Website, Facebook,
Instagram, dan YouTube. Melalui platform-platform tersebut, BAZNAS
Kabupaten Barru secara aktif membagikan informasi terkini yang dapat dilihat

oleh para muzakki, mustahik, maupun masyarakat luas. Selain berfungsi

" Rizqi Awalina Sarman, Mustahik (penerima beasiswa BAZNAS Kabupaten barru). Tanggal
24 Juni 2025
’® Haerana, Muzakki. wawancara dilakukan pada tanggal 24 juni 2025.”.
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sebagai media informasi, platform ini juga dimanfaatkan untuk mengajak
masyarakat berpartisipasi dalam membayar zakat serta memberikan edukasi
seputar zakat, infag, dan sedekah. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh
BAZNAS Kabupaten Barru juga diunggah secara rutin sebagai bentuk
akuntabilitas publik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk
mewujudkan transparansi lembaga. Untuk mendukung hal tersebut, peneliti
turut melampirkan dokumentasi dari platform resmi yang dimiliki oleh
BAZNAS Kabupaten Barru.

Upaya menjaga dan meningkatkan akuntabilitas dilakukan BAZNAS Barru
melalui audit rutin oleh berbagai pihak. Audit pertama dilakukan oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor independen. Audit ini bertujuan untuk
menilai kewajaran laporan keuangan serta kesesuaian dengan Standar
Akuntansi Keuangan, termasuk PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan
Infak/Sedekah. Hasil audit independen ini menjadi salah satu bentuk
pertanggungjawaban lembaga kepada publik. Selain itu, BAZNAS Barru juga
diaudit oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, baik melalui
pemeriksaan fungsional oleh unit internal kementerian, maupun oleh
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama. Audit dari Kementerian
Agama mencakup aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah serta
regulasi yang mengatur pengelolaan dana zakat. Hal ini menjadi bagian
penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola
zakat. Dengan adanya audit yang dilakukan secara berkala setiap tahun oleh
auditor independen dan lembaga pemerintah, BAZNAS Barru menunjukkan
komitmennya dalam membangun tata kelola yang akuntabel, profesional, dan
sesuai syariah.

“Kita di baznas barru menerapkan prinsip pertanggungjawaban
atau akuntabilitas, yang kedua Kkita di audit oleh konsultan audit
eee KAP ya konsultan audit independen Kkita diaudit, kedua kita
diaudit oleh kemenag bahkan kemarin kita diaudit irjen
(inspektur jendral) kementerian agama itu kemudian bahwa kita
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diaudit setiap tahun baik konsultan independen maupun oleh
pemeriksaan fungsional dan juga kemenag versi mengenai
syariah.””

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru juga mendorong
terwujudnya pengawasan partisipatif dari masyarakat. Upaya ini diwujudkan
melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan oleh BAZNAS. Setiap aktivitas yang berkaitan dengan
pengumpulan, pengelolaan, maupun pendistribusian zakat diunggah secara
rutin agar dapat diakses oleh publik. Selain itu, BAZNAS Barru juga
memanfaatkan media cetak sebagai sarana sosialisasi dan transparansi
informasi.

Penyampaian informasi oleh BAZNAS Barru tidak terbatas pada media
daring dan cetak, tetapi juga dilakukan secara langsung kepada masyarakat,
misalnya melalui kegiatan keagamaan seperti Maulid Akbar yang
diselenggarakan di setiap kecamatan. Momentum ini dimanfaatkan sebagai
ajang sosialisasi program, edukasi zakat, serta memperkuat komunikasi dan
keterlibatan masyarakat. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari
strategi akuntabilitas publik dan upaya memperkuat kepercayaan terhadap
lembaga.

“Jadi seperti sudah dijelaskan tadi, tiap tahun itu kalau maulid
akbar kecamatan, kita sampaikan ke masyarakat juga.”®
d. Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas kebijakan merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab
para pihak yang terlibat dalam tahapan perumusan, pelaksanaan, serta

evaluasi suatu kebijakan.

® H. Kaharuddin, Wakil ketua || BAZNAS Kabupaten Barru Wawancara dilakukan di Kantor
BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025 .

% H. Abdullah Rahim, ketua BAZNAS Kabupaten Barru, Wawancara dilakukan di Kantor
BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025.
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“Jadi untuk membahas tentang perencanaan, pengannggaran dan
pengawasan pelaksanaan program-program zakat itu ada
namanya rapat pleno pimpinan, yang ikut membahas disitu
hanya 5 orang ditambah staf satu membahas tentang bagaimana
pelaksanaan proses perencanaan itu.”®!

Untuk membahas aspek perencanaan, penganggaran, dan pengawasan
terhadap pelaksanaan program-program zakat, Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Barru menyelenggarakan rapat pleno pimpinan
sebagai forum resmi untuk pengambilan keputusan strategis. Rapat pleno
ini dihadiri oleh lima orang pimpinan inti BAZNAS yang mewakili
berbagai unsur struktural organisasi, serta didampingi oleh satu orang staf
yang berperan sebagai pendukung administratif. Dalam forum ini, dibahas
secara mendalam proses perencanaan program, alokasi anggaran, dan
mekanisme pengawasan pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk
memastikan bahwa seluruh kegiatan dapat berjalan dengan mengedepankan
prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi yang telah ditetapkan.
Selama rapat pleno, setiap pihak yang hadir memberikan masukan dan
saran terkait evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Selain itu, mereka juga membahas kebijakan yang akan diterapkan di masa
mendatang, guna menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan
organisasi. Diskusi yang berlangsung dalam rapat pleno ini bertujuan untuk
memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada evaluasi
yang objektif dan konstruktif, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat
lebih tepat sasaran dan efektif.

Praktik yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Barru sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh

* H. Amrullah Mamma, Wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten barru, Wawancara dilakukan
di Kantor BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025
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Syahruddin dalam bukunya, yang menyatakan bahwa sebelum menentukan
suatu kebijakan, hal yang paling penting adalah mempertimbangkan secara
matang apa yang akan dilakukan dan alasan mengapa kebijakan tersebut

perlu diimplementasikan.®

e. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial merupakan kemampuan suatu lembaga untuk
menyajikan laporan keuangan secara transparan, tepat waktu, dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Dalam
konteks lembaga zakat, akuntabilitas finansial penting untuk menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan
sedekah (ZIS).

BAZNAS Kabupaten Barru memiliki sistem yang cukup tertata dalam
mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Proses pengumpulan dana
dilakukan melalui berbagai kanal, baik secara langsung di kantor layanan
maupun secara daring melalui transfer bank. Setiap penerimaan dicatat
secara terstruktur dalam sistem keuangan lembaga dengan berpedoman
pada PSAK 109, yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan dana ZIS. Hal ini bertujuan agar seluruh transaksi tercatat
secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan

regulator.

“Mekanismenya sesuai dengan petunjuk operasional, pertama
itukan ada data sasaran, data sasaran itu adalah mustahik, ada
fakir ada ini ada ini melalui RKAT ( Rencana kerja anggaran
tahunan) sudah termuat semua didalam kalau kita mau
distribusi.”®®

#2 Syahruddin, Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran (Jakarta: Detail
Rekod, 2002). Hal 11

# H. La minu Kalibu, wakil ketua 11l BAZNAS Kabupaten barru, Wawancara dilakukan di
Kantor BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025.
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Pengelolaan dan pengeluaran dana oleh BAZNAS Barru dilakukan
berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan (RKAT). Setiap alokasi dana disesuaikan dengan
mustahik dan jenis program yang telah direncanakan, seperti bantuan
pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Proses alokasi ini
mengikuti kebijakan dan prosedur tertentu yang telah ditetapkan
berdasarkan ketentuan dari BAZNAS Pusat yang juga mendukung
penerapan PSAK 109 dari sisi pengelolaan dana. Penerapan PSAK 109
memungkinkan pengelompokan dana sesuai klasifikasi seperti dana zakat,
infak/sedekah, dan dana amil—sehingga laporan keuangan dapat
mencerminkan realisasi penggunaan dana sesuai tujuan syariah dan
prinsip akuntabilitas.. BAZNAS Kabupaten Barru mengacu pada Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun secara nasional, serta
menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, seluruh
pengelolaan dana dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan.

“Ada ketentuannya ada SOP nya, beliau ini yang bikin SOP nya
semua itu, misalnya berapa ekonomi, berapa pendayagunaan,
berapaa distribusi, nah kalau mau distribusi adalagi ada SOP nya
yang diikuti, dipatok dari pusat, apa yang harus dikerja itu ada

semua SOPnya.”84
BAZNAS Kabupaten Barru juga menunjukkan komitmennya dalam
menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku
dalam pengelolaan dana zakat. Laporan keuangan disusun mengacu pada
PSAK 109, serta mengikuti pedoman pelaporan dari BAZNAS Pusat dan
Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Barru berpegang

pada tiga prinsip utama, yaitu Aman Regulasi, Aman Syariah, dan Aman

¥ H. La minu Kalibu, wakil ketua 11l BAZNAS Kabupaten barru, Wawancara dilakukan di
Kantor BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025.
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NKRI. Laporan keuangan disusun secara periodik dan diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak independen, serta diawasi oleh
Kementerian Agama dan Inspektorat Jenderal untuk memastikan
kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil audit dan evaluasi menjadi
bahan perbaikan sistem, sehingga pelaksanaan PSAK 109 tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga menjadi landasan dalam peningkatan

kualitas pengelolaan dana ZIS..

“Kita ini kan commite bahwa kita itu melaksanakan tugas dengan
tiga prinsip, agaro aman aman regulasi, aman syari, aman
NKRI.”®
Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara internal melalui unit
pengawasan lembaga, serta secara eksternal melalui audit oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP), Kementerian Agama, dan Inspektorat Jenderal.
Selain itu, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana,
BAZNAS Barru menerapkan sistem pelaporan berkala dari pelaksana
program dan menyusun laporan keuangan secara rutin. Laporan ini juga
dipublikasikan melalui media sosial, media cetak, dan kegiatan langsung
di tengah masyarakat seperti Maulid Akbar, sebagai bentuk transparansi
publik.

“Karna kita ini juga diperiksa oleh inspektur jenderal
kementerian agama tentang apakah syari atau tidak.”®

3. Penerapan PSAK 109 dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam membangun
kepercayaan masyarakat, karena melalui akuntabilitas, masyarakat dapat

% H. La minu Kalibu, wakil ketua 11l BAZNAS Kabupaten barru, Wawancara dilakukan di
Kantor BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025.

8 H. La minu Kalibu, wakil ketua 11l BAZNAS Kabupaten barru, Wawancara dilakukan di
Kantor BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025.
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menilai sejaun mana kinerja suatu lembaga zakat. Sebuah lembaga dapat
dianggap akuntabel apabila mampu memenuhi kriteria yang mencerminkan
prinsip-prinsip akuntabilitas. Adapun kriteria pemerintahan yang akutabel
telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu ada lima kriteria yakni 1)
Menyediakan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan secara
cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat. 2) Menyelenggarakan
pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan
masyarakat. 3) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan
pemerintahan. 4) Memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan
serta menjelaskan setiap kebijakan secara adil dan proporsional kepada
publik. 5) Menyediakan mekanisme atau sarana yang memungkinkan
masyarakat menilai kinerja pemerintah serta keberhasilan pelaksanaan

program-program yang dijalankan.

BAZNAS Kabupaten barru telah memenuhi kriteria tersebut dilihat
dari Pertama, BAZNAS Kabupaten Barru telah menyajikan informasi
keuangan secara cepat, tepat, dan terbuka kepada masyarakat melalui
penyusunan laporan keuangan yang memuat rincian penerimaan, penyaluran,
pendistribusian, serta penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
Laporan tersebut tersedia dan dapat diakses oleh publik, sebagaimana
dilampirkan sebagai bagian dari dokumen penelitian ini. Selain itu,
penyampaian informasi mengenai penggunaan dana juga dilakukan secara
langsung kepada masyarakat, salah satunya melalui kegiatan keagamaan
seperti Maulid Akbar yang rutin diselenggarakan di setiap kecamatan. Dalam
forum tersebut, BAZNAS Kabupaten Barru memanfaatkan momentum
berkumpulnya warga untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban,

sekaligus mensosialisasikan program-program yang telah dan akan dijalankan.
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“Tiap tahun itu kalau maulid akbar kecamatan, kita sampaikan
ke masyarakat juga.”®

Kedua, BAZNAS memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan
kepada masyarakat dengan menyusun laporan keuangan secara tepat waktu
sesuai dengan periode akuntansi, yakni setiap tanggal 31 Desember. Selain
itu, laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh akuntan publik setiap tahun
dan consistently mendapatkan opini wajar, yang menunjukkan kualitas dan

keandalan informasi yang disampaikan.

Ketiga, dalam hal pelibatan publik, BAZNAS Barru aktif melakukan
sosialisasi zakat, infak, dan sedekah baik secara langsung kepada masyarakat
maupun melalui platform media sosial. Langkah ini memperluas akses
masyarakat terhadap informasi sekaligus mengajak mereka untuk

berpartisipasi dalam pengelolaan dana umat.

Keempat, lembaga ini juga mampu mempertanggungjawabkan setiap
kebijakan keuangan secara proporsional melalui penerapan PSAK 109 sebagai
standar akuntansi yang berlaku. Pengakuan dan pengukuran dana dilakukan
secara sistematis, sehingga setiap kebijakan dan transaksi yang dijalankan

dapat dijelaskan secara akuntabel kepada masyarakat.

Kelima, keberadaan laporan keuangan yang lengkap, tepat waktu, dan
diaudit secara profesional berfungsi sebagai sarana publik untuk menilai
Kinerja serta pencapaian program BAZNAS Barru. Hal ini turut meningkatkan
kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan harta mereka melalui lembaga
ini. Lebih dari itu, BAZNAS Kabupaten Barru juga menyediakan berbagai
kemudahan bagi masyarakat dalam pembayaran zakat, termasuk melalui fitur

digital yang memungkinkan pembayaran dilakukan di mana saja dan kapan

8 Abdullah Rahim, Ketua Baznas Barru. wawancara dilakukan di kantor BAZNAS Barru.
tanggal 16 Mei 2025
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saja. Inisiatif ini memperkuat citra BAZNAS sebagai lembaga yang modern,
akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS

Kabupaten Barru.

PSAK 109 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 109
yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yang mengatur secara khusus
akuntansi atas dana zakat, infak, dan sedekah. Standar ini memberikan
pedoman bagi lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS, dalam mengakui,
mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan dana zakat agar pengelolaan
keuangan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan
prinsip syariah. Demikian pula dengan Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Barru, yang merupakan salah satu lembaga pengelola

zakat di wilayah Kabupaten Barru.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru secara nyata telah
menerapkan PSAK 109 sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangannya. Hal ini tercermin dari cara BAZNAS Kabupaten Barru
dalam melakukan pengakuan, pengungkapan, serta penyajian informasi dalam

laporan keuangan mereka.

a. Pengakuan dan pengukuran
PSAK 109 menyebutkan bahwa pengakuan adalah penerimaan zakat
diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Sedangkan pengukuran
adalah proses penentuan uuntuk mengakui dan memasukkan setiap
elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui

jasa bank dan bagian akuntansi melakukan penjurnalan berdasarkan bukti
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transaksi dan membuat buku besar. Sedangkan menurut Suwardojo dalam
roziq dan widya menyatakan bahwa pengakuan adalah pencatatan suatu
jumlah rupiah (kos) kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut
akan mempengaruhi suatu pos dan tereflesi dalam laporan keuangan.®

Pengelolaan dan pengeluaran dana oleh BAZNAS Barru dilakukan
berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan (RKAT). Sesuai dengan prinsip yang diatur dalam
PSAK 109, pengakuan dana ZIS dilakukan pada saat dana tersebut
diterima, baik dalam bentuk kas maupun aset non-kas.* Hal ini sejalan
dengan praktik yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru, di mana
dana ZIS baru dapat diakui sebagai penerimaan apabila telah diterima
secara langsung oleh BAZNAS atau melalui tenaga pengumpul zakat,
serta dapat pula diterima melalui transfer bank.

Praktik ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Barru sangat
berhati-hati dalam pengakuan transaksi dana ZIS. Bahkan jika muzakki
telah melakukan konfirmasi pembayaran, namun dana tersebut belum
diterima atau tercatat dalam rekening BAZNAS Kabupaten Barru, maka
transaksi tersebut belum diakui sebagai penerimaan. Pendekatan ini
mengindikasikan bahwa BAZNAS Kabupaten Barru menerapkan prinsip
kehati-hatian yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat, sesuai dengan
ketentuan PSAK 109, yang bertujuan untuk menjaga akurasi dan
integritas laporan keuangan.

Pengukuran dana di BAZNAS Kabupaten Barru mengacu pada
ketentuan PSAK 109, yang mewajibkan pencatatan dana kas berdasarkan
nilai nominal yang diterima. Misalnya, jika dana diterima dalam bentuk

uang tunai, pencatatannya dilakukan sesuai dengan jumlah nominal yang

8 Nurul Widyawati Islami Rahayu, “Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good
Governance Di Jember,” KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman 22, no. 2 (2015): 207,
https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.574. Hal 17
8 | Al, Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109.
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tercatat pada bukti pembayaran. Sementara itu, apabila dana diterima
dalam bentuk non-kas, seperti emas, pencatatan dilakukan berdasarkan
nilai wajar pada saat penerimaan, sesuai dengan harga pasar yang berlaku.
Praktik ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Barru sudah
menjalankan proses pengukuran secara objektif dan relevan dengan
standar akuntansi syariah yang berlaku.
b. Penyajian

Amil wajib menyajikan secara terpisah antara dana zakat, dana
infak/sedekah, dan dana amil dalam laporan posisi keuangan untuk
mencerminkan sumber dan penggunaan masing-masing dana secara
transparan.®

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dalam pelaporan
keuangannya telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Penyajian laporan
keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Barru mengungkapkan seluruh
transaksi ini memungkinkan para pihak yang berkepentingan, seperti
muzakki, mustahik, dan masyarakat umum, untuk mengakses informasi
yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan dana zakat dan infak yang
dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru. Semua informasi tersebut
disajikan sesuai dengan nilai yang tercatat dalam laporan keuangan,
sehingga memudahkan verifikasi dan pemantauan oleh pihak yang
membutuhkan. Selain itu pula, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Barru juga menyajikan laporan penerimaan dan
penyalurannya yaitu dengan cara memasang baliho-baliho maupun

spanduk sebagai bentuk transparansinya.

% |katan Akuntan Indonesia, Draf Exposure PSAK 109 (Jakarta:Dewan Standar Akuntansi
Syarah,2008). Hal 3-7
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Dengan adanya pengungkapan transaksi yang menyeluruh ini,
BAZNAS Kabupaten Barru tidak hanya menunjukkan akuntabilitas
dalam pengelolaan dana, tetapi juga mendemonstrasikan komitmennya
terhadap prinsip transparansi yang sangat penting dalam meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Keberhasilan
dalam menyajikan laporan yang lengkap ini menjadi bukti bahwa
BAZNAS Kabupaten Barru telah memenuhi kewajiban akuntansi dan
laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk
PSAK 109 dan peraturan terkait.

c. Pengungkapan

Amil memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi terkait
dengan pelaksanaan zakat, infak dan sedekah.” Penyusunan laporan
keuangan atas dana zakat, infak/sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Barru
telah mencakup kelima jenis laporan utama yang diwajibkan oleh PSAK
109, yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan
Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan
Keuangan. Laporan-laporan tersebut telah melalui proses audit oleh
Kantor Akuntan Publik sebagai bentuk penguatan terhadap aspek
akuntabilitas dan transparansi.

Pertama, dalam Laporan Posisi Keuangan, BAZNAS Kabupaten Barru
telah menyajikan pos-pos neraca sesuai ketentuan standar, yang meliputi
pengakuan atas aset, kewajiban, dan saldo dana. Aset yang dicatat terdiri
dari aset lancar seperti kas dan setara kas serta piutang pelaksana, serta
aset tetap berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan perlengkapan kantor,
berikut akumulasi penyusutannya. Meski dalam praktiknya BAZNAS
tidak memiliki kewajiban atau utang karena sifatnya sebagai organisasi

nirlaba, laporan tetap menyajikan pos kewajiban seperti utang penyaluran,

2008).

%L | Al, Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109 (Jakarta: Dewan standar akuntansi syariah,
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beban yang masih harus dibayar, dan utang lainnya. Saldo dana yang
dicantumkan meliputi dana zakat, infak/sedekah, amil, dana dari APBD,
hibah, serta dana jasa giro (non-syariah).

Kedua, dalam Laporan Perubahan Dana, BAZNAS Kabupaten Barru
merinci penerimaan dan penggunaan dana zakat, infak/sedekah, dana
amil, dan dana nonhalal secara terstruktur. Untuk dana zakat, penerimaan
dilaporkan berasal dari amil dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap
kecamatan, sementara penyalurannya dibedakan sesuai dengan delapan
asnaf, termasuk penyaluran zakat fitrah di bulan Ramadan. Dana
infak/sedekah diklasifikasikan menjadi terikat (mugayyadah) dan tidak
terikat (mutlagah), dengan penyaluran disesuaikan dengan jenis
penerimaannya. Dana amil digunakan untuk operasional BAZNAS,
seperti administrasi, sosialisasi, dan pelatihan. Dana nonhalal berasal dari
jasa giro dan dialokasikan untuk kegiatan sosial yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah. Laporan ini juga menyajikan informasi saldo awal
dan akhir, mencerminkan posisi keuangan lembaga secara akurat.

Ketiga, Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Meskipun saat ini
BAZNAS Kabupaten Barru belum memiliki aset kelolaan yang tercatat
secara aktif, lembaga ini tetap menyusun format laporan aset kelolaan
sesuai PSAK 109. Format ini mencakup informasi tentang aset lancar dan
tidak lancar serta saldo awal dan akhir. Tindakan ini mencerminkan
komitmen BAZNAS dalam memenuhi prinsip transparansi dan kesiapan
terhadap perkembangan aset di masa mendatang.

Keempat, Laporan Arus Kas yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten
Barru telah memenuhi ketentuan dalam PSAK 2 dan PSAK 109. Laporan
ini menyajikan arus kas yang terjadi selama periode pelaporan,
diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Aktivitas operasi mencakup penerimaan dari dana zakat dan dana

nonhalal serta penyaluran dan pembayaran pajak. Aktivitas investasi
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mencakup penerimaan dan pengeluaran terkait investasi lembaga,
sedangkan aktivitas pendanaan menunjukkan penerimaan dari kegiatan
penggalangan dana. Penyajian yang sistematis ini mendukung
pengambilan keputusan keuangan yang tepat.

Kelima, Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun oleh BAZNAS
Kabupaten Barru juga telah sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK lainnya
yang relevan. Catatan ini memuat informasi umum mengenai BAZNAS
Kabupaten Barru, ringkasan kebijakan akuntansi yang diterapkan, serta
penjabaran atas pos-pos signifikan dalam laporan keuangan. Penyusunan
catatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada para
pengguna laporan terhadap isi dan kebijakan yang digunakan dalam
laporan keuangan tersebut.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS
Kabupaten Barru telah melaksanakan pelaporan keuangan sesuai dengan
prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diatur dalam PSAK
109. Kepatuhan terhadap penyusunan kelima jenis laporan keuangan
tersebut mencerminkan keseriusan BAZNAS dalam mengelola dana umat
secara profesional dan dapat dipercaya.

Dalam penyusunan laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Barru
telah mengungkapkan seluruh transaksi yang terjadi secara transparan,
baik yang berkaitan dengan penerimaan maupun penyaluran dana zakat,
infak, dan sedekah. Hal ini mencerminkan upaya lembaga untuk
memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana umat. Setiap
transaksi dicatat dengan rinci, mulai dari penerimaan dana dari muzakki
hingga penyalurannya kepada mustahik, sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan.
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2. Prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada BAZNAS
Kabupaten barru

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur yang secara tidak langsung
tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Istilah
ini merujuk pada tanggung jawab individu maupun entitas/lembaga untuk
memberikan pertanggungjawaban atas setiap tindakan, keputusan, serta
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas
memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik, memastikan
keberlangsungan operasional secara berkesinambungan, serta memungkinkan
evaluasi tindakan secara objektif.* Pelaksanaan prinsip akuntabilitas di Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dalam menerapkan PSAK
109 dapat dianalisis melalui lima aspek utama, sebagai berikut:

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Dimensi ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan serta norma-norma yang berlakuu dalam suatu organisasi.”
Akuntabilitas kejujuran mencerminkan integritas moral dalam menjalankan
tugas, termasuk upaya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan
praktik korupsi.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat pada
BAZNAS Kabupaten Barru telah dilakukan dengan memperhatikan aspek
hukum dan kejujuran, yang merupakan bagian dari standar pengelolaan
zakat sesuai dengan PSAK No. 109. Akuntabilitas hukum memastikan
bahwa seluruh proses pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan hingga
pendistribusian, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk

undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang

%2 Rosjidi, Akuntansi Sektor Publik : Kerangka Standar Dan Metode. (Surabaya: Aksara satu,
2001).

% Syahruddin, Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam
Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara (Jakarta:PNRI,2003).
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pengelolaan zakat. Prinsip ini juga memastikan bahwa setiap langkah yang
diambil oleh BAZNAS Kabupaten Barru dapat dipertanggungjawabkan
secara yuridis.

Penerapan PSAK No. 109 di BAZNAS Kabupaten Barru mencakup
kepatuhan terhadap sejumlah peraturan yang ada, seperti Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta
berbagai peraturan menteri yang terkait. Kepatuhan terhadap regulasi ini
menjadi landasan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), di
mana seluruh kegiatan operasional BAZNAS harus berjalan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh PSAK No. 109. Di antaranya adalah
penggunaan dana yang transparan, akurat, serta disertai laporan keuangan
yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam penerapan
prinsip kejujuran, BAZNAS Kabupaten Barru melakukan pengawasan
internal yang ketat terhadap pengelolaan dana zakat. Pengawasan ini
dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal, yang memiliki tugas untuk
memastikan bahwa semua dana yang diterima dan didistribusikan dikelola
dengan transparansi dan integritas, tanpa adanya penyalahgunaan atau
penyelewengan. Selain pengawasan internal, BAZNAS Kabupaten Barru
juga mendorong pengawasan partisipatif dari masyarakat. Hal ini
diwujudkan dengan penyediaan akses informasi publik secara terbuka,
antara lain melalui situs web resmi, media sosial, dan papan informasi di
kantor BAZNAS.

Lebih jauh lagi, untuk memastikan prinsip akuntabilitas yang sesuai
dengan PSAK No. 109, BAZNAS Kabupaten Barru tidak hanya mengikuti
prosedur pengelolaan zakat yang sesuai dengan regulasi yang ada, tetapi
juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi dan keterbukaan
ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari PSAK No. 109 yang

mengharuskan lembaga zakat untuk menyampaikan laporan keuangan yang



84

jelas dan dapat dipahami oleh publik, serta menjalani audit secara berkala
untuk mengevaluasi kesesuaian pengelolaan zakat dengan standar yang
berlak.

Penerapan akuntabilitas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Barru menunjukkan adanya keterpaduan antara aspek hukum
dan tata kelola. Akuntabilitas dalam ranah hukum menyediakan landasan
berupa kerangka kerja serta ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi. Di
sisi lain, akuntabilitas yang berbasis pada kejujuran menekankan
pentingnya sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh individu maupun
lembaga untuk menjalankan aturan tersebut secara jujur dan terbuka.
Kedua bentuk akuntabilitas ini saling mendukung untuk menjamin
terciptanya keadilan, integritas, serta keteraturan dalam sistem hukum dan
kehidupan bermasyarakat.

b. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial mengacu pada pertanggungjawaban atas
Kinerja organisasi, khususnya dalam hal efisiensi dan efektivitas
pengelolaan sumber daya.** Prinsip akuntabilitas manajerial di BAZNAS
Kabupaten Barru memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan
bahwa pengelolaan dana zakat berjalan dengan transparansi, efisiensi, dan
efektivitas. Dalam implementasinya, akuntabilitas manajerial ini
diwujudkan melalui mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berkala,
yaitu laporan kinerja semesteran dan bulanan. Laporan-laporan tersebut
menjadi alat ukur untuk menilai apakah pelaksanaan program zakat, infak,
dan sedekah (ZIS) sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
(RKAT) yang telah disusun. Proses ini mengacu pada prinsip PSAK No.
109, yang menekankan pada akuntabilitas lembaga dalam mengelola dana

zakat dengan memberikan laporan yang jelas dan terstruktur untuk

% Syahruddin, Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam
Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara (Jakarta:PNRI,2003).
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menghindari adanya penyalahgunaan atau ketidakjelasan dalam
penggunaan dana.

Melalui laporan semester dan bulanan, BAZNAS Kabupaten Barru
dapat memantau progres pelaksanaan program secara terus-menerus, serta
memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan selalu berada dalam kerangka
yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan juga berfungsi untuk
mendeteksi potensi masalah dan ketidaksesuaian yang mungkin muncul
selama proses implementasi, guna memberikan solusi yang tepat dan cepat.
Hal ini menggambarkan betapa pentingnya mekanisme evaluasi
berkelanjutan dalam menjaga akuntabilitas manajerial sepanjang tahun,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PSAK No. 109.

Ketika evaluasi semesteran menunjukkan adanya masalah atau
ketidakmampuan mencapai target, BAZNAS Kabupaten Barru akan
mengadakan rapat pleno dengan jajaran pimpinan untuk membahas kendala
dan merumuskan kebijakan strategis yang diperlukan untuk memperbaiki
kinerja program. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas manajerial di
BAZNAS tidak hanya terbatas pada laporan yang dihasilkan, tetapi juga
pada tindakan nyata yang diambil untuk memastikan keberlanjutan dan
perbaikan kinerja organisasi. Rapat pleno ini mengacu pada asas regulasi,
asas syariah, dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan, memastikan bahwa setiap
keputusan tetap berada dalam koridor hukum, nilai-nilai agama, dan
semangat kebangsaan.

Secara keseluruhan, penerapan akuntabilitas manajerial di BAZNAS
Kabupaten Barru telah menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menjaga
integritas dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Evaluasi yang
dilakukan secara berkala, serta adanya rapat pleno untuk membahas
kebijakan strategis, menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang

diambil selalu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas yang tercantum
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dalam PSAK No. 109. Dengan cara ini, BAZNAS Kabupaten Barru
berupaya meminimalkan potensi kesalahan, meningkatkan efisiensi
operasional, dan memastikan bahwa setiap keputusan dapat
dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program menekankan pada tanggung jawab organisasi
dalam merancang dan melaksanakan program kerja yang berkualias serta
relevan dengan visi, misi dan tujuan lembaga.” Akuntabilitas program di
BAZNAS Kabupaten Barru mencakup tanggung jawab yang jelas dalam
melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan serta hasil
yang diperoleh dari program-program yang dikelola. Program-program ini
dirancang untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, dengan
tujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin di Kabupaten Barru.
Beberapa program unggulan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Barru
antara lain Barru Sejahtera, Barru Cerdas, Barru Sehat, Barru Tagwa, dan
Barru Peduli. Masing-masing program ini difokuskan pada pemberian
bantuan modal usaha, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pembinaan
mental-spiritual, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

BAZNAS Barru menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga
akuntabilitas program melalui berbagai upaya transparansi. Salah satu cara
yang ditempuh adalah dengan mengunggah informasi mengenai program-
program yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan (RKAT) pada website BAZNAS yang dapat diakses
oleh publik. Hal ini merupakan salah satu wujud nyata dari prinsip
akuntabilitas yang diterapkan di BAZNAS Barru, dimana setiap kegiatan
dan pencapaian program dapat dipantau oleh semua pihak terkait.

% Syahruddin, Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam
Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara (Jakarta:PNRI,2003).
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Selain itu, dalam upaya menjaga akuntabilitas, BAZNAS Barru juga
menjalani audit rutin oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor
independen dan juga oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Audit
ini mencakup pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan serta
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku,
termasuk PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Hasil
audit ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan
menunjukkan komitmen BAZNAS Barru untuk memastikan bahwa
pengelolaan dana zakat dilakukan secara akuntabel, profesional, dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, BAZNAS Barru juga mendorong adanya pengawasan
partisipatif dari masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah
dengan memanfaatkan media sosial dan media cetak untuk
mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS.
Melalui media ini, informasi mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan
pendistribusian zakat dapat diakses oleh masyarakat secara luas, yang pada
gilirannya dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Selain media daring, BAZNAS Barru juga aktif melakukan sosialisasi
langsung kepada masyarakat. Salah satunya adalah melalui kegiatan
keagamaan seperti Maulid Akbar yang diadakan di setiap kecamatan.
Kegiatan ini tidak hanya digunakan sebagai momentum untuk
memperingati hari besar, tetapi juga sebagai ajang untuk menyampaikan
informasi mengenai program-program BAZNAS, edukasi zakat, serta
mempererat komunikasi antara lembaga dan masyarakat. Hal ini
menunjukkan upaya BAZNAS Barru untuk memastikan bahwa setiap
program yang dilaksanakan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh
masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan

zakat.
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Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Barru telah secara efektif
menerapkan prinsip akuntabilitas program, baik melalui transparansi
informasi, audit berkala, maupun pengawasan partisipatif masyarakat.
Semua upaya ini tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi
program yang dilaksanakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

d. Akuntabilitas kebijakan

Dimensi ini menuntut agar setiap kebijakan atau keputusan yag
diambil oleh lembaga publik dapat dipertanggungjawabkan secara
rasional dan etis.*® Penerapan prinsip akuntabilitas kebijakan di BAZNAS

Kabupaten Barru memiliki peranan yang sangat penting dalam
perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan program-
program zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru
secara konsisten menyelenggarakan rapat pleno pimpinan sebagai forum
resmi untuk membahas dan mengambil keputusan strategis terkait
kebijakan zakat yang akan diterapkan. Dalam forum ini, lima orang
pimpinan inti BAZNAS yang mewakili berbagai unsur struktural
organisasi, bersama satu orang staf administratif, melakukan diskusi
mendalam mengenai proses perencanaan, alokasi anggaran, serta
mekanisme pengawasan yang akan diterapkan.

Rapat pleno ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang
dijalankan sejalan dengan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi
yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen BAZNAS
Kabupaten Barru dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang
diimplementasikan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan
sesuai dengan tujuan organisasi. Keputusan yang diambil selama rapat

pleno didasarkan pada evaluasi yang objektif dan konstruktif terhadap

*® syahruddin, Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam
Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara (Jakarta:PNRI,2003).
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kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya, serta mempertimbangkan
kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Secara lebih rinci, proses perencanaan program Yyang dilakukan
BAZNAS Barru memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan
memastikan bahwa setiap keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan
yang matang, seperti yang dijelaskan oleh Syahruddin dalam bukunya.
Sebelum memutuskan kebijakan, pihak yang terlibat terlebih dahulu
mempertimbangkan secara mendalam apa yang akan dilakukan dan
mengapa kebijakan tersebut perlu diimplementasikan. Pendekatan ini
menunjukkan keseriusan BAZNAS Barru dalam merancang kebijakan
yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga tepat sasaran dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penerapan prinsip akuntabilitas kebijakan ini sejalan dengan
implementasi PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah,
yang menuntut pengelolaan zakat dilakukan secara transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, BAZNAS Barru memastikan
bahwa semua proses mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga
pengawasan pelaksanaan program zakat dilakukan dengan merujuk pada
regulasi yang berlaku dan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Prinsip
akuntabilitas ini tidak hanya mencakup transparansi informasi mengenai
program-program yang dijalankan, tetapi juga pemantauan berkelanjutan
terhadap implementasi kebijakan yang memastikan bahwa setiap
kebijakan yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam
aspek proses maupun hasil yang dicapai.

Dengan demikian, penerapan prinsip akuntabilitas dalam setiap
tahapan kebijakan di BAZNAS Kabupaten Barru mencerminkan upaya
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam

pengelolaan zakat, yang pada gilirannya juga memperkuat implementasi
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PSAK No. 109 dalam pengelolaan dana zakat yang akuntabel dan sesuai
dengan regulasi yang berlaku.
e. Akuntabilitas finansial
Akuntabilitas finansial berforkus pada pertanggungjawaban lembaga
publik dalam pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat atau
anggarran Negara.”” Akuntabilitas finansial merupakan komponen utama
dalam implementasi PSAK No. 109 di BAZNAS Kabupaten Barru, yang
berfungsi  sebagai dasar dalam mewujudkan transparansi dan
pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah
(Z1S). Dalam praktiknya, BAZNAS Barru menyusun laporan keuangan
secara sistematis dan berkala sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, yang
mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana
ZIS. Proses pelaporan ini dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang mengatur tata kelola distribusi dan pendayagunaan dana sesuai
dengan klasifikasi dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil.

Penyusunan laporan keuangan juga diawasi secara internal oleh unit
pengawasan dan secara eksternal melalui audit independen oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP), serta pengawasan dari Kementerian Agama dan
Inspektorat Jenderal. Komitmen BAZNAS Barru terhadap prinsip
akuntabilitas dibuktikan melalui kepatuhan pada prinsip Aman Regulasi,
Aman Syariah, dan Aman NKRI, serta penyampaian laporan kepada
publik melalui berbagai media. Dengan demikian, penerapan
akuntabilitas finansial tidak hanya memenuhi tuntutan administratif,
tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana

umat secara profesional dan sesuai syariah.

% Syahruddin, Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam
Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara (Jakarta:PNRI,2003) .
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3. Penerapan PSAK 109 dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109
pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru menunjukkan
peranan penting dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga. Hal ini sesuai
dengan karakteristik pemerintahan yang akuntabel, vyaitu: menyajikan
informasi secara terbuka dan tepat waktu, memberikan pelayanan publik yang
memuaskan, membuka ruang partisipasi masyarakat,
mempertanggungjawabkan kebijakan secara proporsional, serta menyediakan
sarana bagi publik untuk menilai kinerja lembaga.

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten
Barru telah menyusun laporan keuangan yang mencakup informasi mengenai
penerimaan, penyaluran, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat, infak,
dan sedekah (ZIS). Laporan keuangan ini disusun secara tepat waktu sesuai
dengan siklus akuntansi tahunan, yaitu setiap tanggal 31 Desember, dan telah
diaudit oleh akuntan publik dengan hasil opini wajar. Hal ini menunjukkan
bahwa BAZNAS Barru telah menyajikan informasi keuangan secara
transparan dan bertanggung jawab, yang menjadi salah satu indikator utama
akuntabilitas.

Selain itu, penerapan PSAK 109 juga menjadi landasan dalam proses
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS, sehingga
pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara sistematis dan dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini memperkuat posisi BAZNAS Barru sebagai
lembaga yang mampu menjelaskan setiap kebijakan dan penggunaan dana
secara proporsional kepada masyarakat.

Dalam hal partisipasi publik, BAZNAS Kabupaten Barru secara aktif
melakukan sosialisasi zakat, infak, dan sedekah baik melalui pendekatan
langsung kepada masyarakat maupun melalui media sosial. BAZNAS juga
menyediakan kemudahan pembayaran zakat dengan dukungan teknologi

digital, sehingga masyarakat dapat menunaikan kewajiban zakat secara
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fleksibel. Ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses
pengelolaan dana ZIS, baik sebagai muzakki maupun sebagai pengawas sosial
terhadap pelaksanaan program. Keberadaan laporan keuangan yang telah
diaudit dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku juga
berfungsi sebagai sarana evaluasi publik terhadap kinerja lembaga. Hal ini
memungkinkan masyarakat untuk menilai sejaun mana efektivitas penyaluran
dana ZIS serta keberhasilan program-program yang dijalankan oleh BAZNAS
Barru.

Dengan terpenuhinya lima indikator akuntabilitas tersebut, dapat
disimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 secara nyata telah mendorong
peningkatan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Barru dalam pengelolaan
dana zakat. Kepercayaan masyarakat pun meningkat, sebagaimana
ditunjukkan oleh tingginya partisipasi dalam pembayaran zakat dan
keterlibatan dalam program-program BAZNAS.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan
sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

1. Penerapan akuntansi atas dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Barru telah
sesuai dengan PSAK 109, dengan pencatatan dilakukan saat dana diterima
dan didukung bukti setoran. Proses akuntansi menggunakan aplikasi SIMBA
untuk memastikan akurasi data. Dana ZIS diakui sebagai penambahan aset
saat diterima dan sebagai pengurang saat disalurkan. Laporan keuangan
disusun secara terpisah antara dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil, serta
mencakup laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset kelolaan,
arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Barru telah mengimplementasikan prinsip-prinsip
akuntabilitas dalam penerapan PSAK 109. Prinsip-prinsip tersebut mencakup
akuntabilitas hukum dan integritas, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas
program, akuntabilitas kebijakan, serta akuntabilitas keuangan. Seluruh
prinsip akuntabilitas ini telah diterapkan secara konsisten dalam kegiatan
operasional BAZNAS Kabupaten Barru.

3. Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Barru berjalan baik dan
mendukung peningkatan akuntabilitas lembaga. Hal ini terlihat dari
terpenuhinya lima indikator akuntabilitas, yaitu keterbukaan informasi,
pelayanan, pelibatan publik, pertanggungjawaban kebijakan, dan evaluasi

kinerja. Penerapan ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat, tercermin
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dari partisipasi aktif dalam pembayaran zakat dan dukungan terhadap
program BAZNAS.

B. Saran

1. BAZNAS Kabupaten Barru perlu terus meningkatkan pemahaman dan
keterampilan staf dalam penerapan PSAK 109 melalui pelatihan dan
pendampingan dari BAZNAS Pusat guna memperkuat akuntabilitas hukum
dan integritas dalam pelaporan keuangan. Program edukasi dan sosialisasi
yang rutin kepada masyarakat juga penting untuk mendukung akuntabilitas
kebijakan serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban zakat sesuai syariat
Islam. Praktik dokumentasi dan publikasi kegiatan pendistribusian zakat
melalui media sosial turut memperkuat akuntabilitas manajerial dan finansial
melalui transparansi publik. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Barru disarankan
untuk secara rutin mengunggah laporan keuangan ke website resmi sebagai
wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat. Evaluasi berkala atas
pengelolaan zakat dengan memperhatikan kepatuhan terhadap PSAK 109 dan
efisiensi distribusi dana juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat
akuntabilitas secara menyeluruh.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini
sebagai referensi, sumber informasi, maupun pembanding dalam studi yang
akan dilakukan di masa mendatang. Selain itu, disarankan untuk menggali dan
menelaah lebih banyak literatur atau referensi terkait, guna menghasilkan
penelitian yang lebih komprehensif serta memperkaya wawasan dan

pengetahuan ilmiah.
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Lampiran 1 Gambaran umum BAZNAS Kabupaten Barru

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru merupakan Badan
Resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Barru No. 470/KESRA/XI1/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pimpinan Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yang merupakan Implementasi
dari Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten.
Tugas dan fungsi yang dimiliki Baznas Kab. Barru adalah menghimpun dan
menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (Z1S) pada tingkat Kabupaten/Kota. Lahirnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin
mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan
Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebaga iLembaga
Pemerintah Nonstruktural yang bersifat Mandiri dan Bertanggungjawab kepada
Presiden melalui Menteri Agama.

UU 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa duat ujuan pengelolaan
Zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan
dalam Pengelolaan Zakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan
Penanggulangan Kemiskinan. Artinya pengelolaan Zakat harus senantiasa dikaitkan
dengan agenda Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan
Kemiskinan. Untuk itu penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan
sinergi dengan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota dan LAZ, namun juga
perlu melibatkan seluruh Institusi Pemerintah dalam agenda tersebut. Dengan
demikian, BAZNAS Kab. Barru bersama Pemerintah daerah bertanggung jawab
untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syariat Islam, Amanah,
Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas.

1. Visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru

a. Visi BAZNAS kabupaten barru

“Menjadi Pengelola Zakat yang Amanah, Bermartabat, dan Profesional”
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b. Misi BAZNAS kabupaten barru

1) Melakukan gerakan Dakwah untuk membangkitkan kesadaran Masyarakat
Berzakat melalui sinergi Pimpinan BAZNAS dengan
Dai/Mubalig,Organisasi/Lembaga dan Media lainnya.

2) Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat dengan Memberdayakan sumberdaya
Amil yang ada.

3) Mengoptimalkan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat untuk
meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
serta Keadilan Sosial.

4) Menerapkan sistem Manajemen Keuangan yang Transparan dan Akuntabel
yang Berbasis Teknologi.

5) Mengembangkan Kompetensi dan Kapasitas Amil Zakat yang Unggul
melalui Pelatihan, sehingga menjadi pilihan utama Muzaki menyalurkan
Zakatnya ke BAZNAS.

2. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten barru
Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Barru disusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Susunan organisasi terdiri atas unsur pimpinan, pelaksana, dan bidang-bidang

teknis. Unsur pimpinan BAZNAS Barru terdiri dari Ketua dan empat Wakil

Ketua yang masing-masing membawahi bidang tertentu, seperti Pengumpulan,

Pendistribusian dan Pendayagunaan, Keuangan dan Pelaporan, serta Administrasi

dan SDM. Selain itu, terdapat pula unit-unit pendukung seperti Layanan Aktif

BAZNAS (LAB), BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), serta Lembaga Beasiswa

dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. Struktur tersebut dapat dilihat pada

lampiran berikut:
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Struktur organisasi
Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten barru
Periode 2022-2027

STRUKTUR KEPENGURUSAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BARRU
PERIODE 2022- 2027
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Lampiran 2 Laporan posisi keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Barru

Badan Amil Zadat Nasional
KABUPATEN BARRU
L LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS ) KABUPATEN BARRU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023

. . - . . PER 31 PER 31 KENAIKAN
NO- A A CATATAN! DESEMBER 2023 | DESEMBER 2022 | PENURUNAN)
1_|ASET
Aset Lancar
Kas dan Sctara Kas 11 1.S08.958 46442 774,001,979.17 734,956.485.25
Depasito - - -
|Pintang = - -
| Jumish Aset Lancar 1L508.958.464.42 T74.001.979.17 734.956.485.25
Aset Tetap 12
Kendaraan 290.000,000.00 13,000.000.00 27700000000
|Peralatan Kantor 117.802,750.00 135,465 000.00 (17.662.250.00)
Nilai Perolehan Aset Tetap 407.502.750.00 145 465.000.00 259.337.750.00
Akumelssi Ponyusotan Asct Tetap (225.166.998.50) (116082 750.00)|  (109.078 245 50)
Nilai Buku Aset Tetap 182.635.751.50 32376.250.00 | 150.259,501.50
[TOTAL ASET L691.594.215.92 $06.375.229.17 85,2 15,986.75

I |[KEWAJIBAN
Utang Ponyaluran =
JJUMIAH KEWAJIBAN - >

I [SALDO DANA 13
Saldo Duns Zakat 37492011571 374.920.115.71 -
Saldo Duna Infag/Sadchah 1.208.435.185.27 423.129.199.37 T8S.305.985.90
|Saldo Dana Amil 107,440,114 93 5. 702 665.08 101,737 449 85
|Saldo Duns APBD - - -
|Saldo Duns Nos Halal 798.800.00 1626.249.00 (1.827_349.00)
JUMILAHSALDO DANA L691.594215.92 S06378.229.17 SRS 215 986.75

IV JUMIAHKEWAJIBEAN DAN SALDO DANA L691.594215.92 S06378.229.17 SSS 215 986.75




LLAPORAN PERUBAHAN DANA

«

LAPORAN PERUBAHAN DANA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS ) KABUPATEN BARRU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR FER M DESEMBER 2023

Lampiran 3 Laporan perubahan dana BAZNAS Kabupaten barru

PER 3 DESEMBER

PER 3 DESEMBER

NO. NAMA PERKIRAAN CATATAN 2023 023

T [DANAZAKAT

A PENERINIAAN ¢ N.J
Zakat |'nrah 15.7 504K 00 .
Zakat Peragan pan Pern iagaan (Maal) 613529 519,00 €54 R85 42000
Zakas Pertan ban H77.964.680.00 1006.4,580.07 5 00
Zakat Pesernakan dan Perikanan 11 700060, 00 13,500 000 .00
Zakat | farsa/li man 140.306.897.00 435,92 1.00.00
Zakat Wakt 2300£00. 00 4,500,000 .00
Zakas Penik dan Jaa d 1 ) 566,606,962 00 % 1.%05,187.57
Zakat SA94.745.744.00 SSO2 23351008
Zakat TPP (Tambahian Pertuwilan Penghasilan ) IN1H12,197.00 P9 ASS 528,42
Zakat Serulikas i 1425923 991,00 1102156 808 99
Zakat Perv sahiaan 185,067 50000 .
Fuala b Penerinaan Zakat 9715537 K020 9,78 ANS 216000
Hagian Al asas I Dana Zaka 121251094278 1,217, %14, 80201
Bursda i Fenerinann Dana Zakat Setelah Baglan A il &&ema‘m_u NS21150M14.05

B |PENYALURAN N2
Dwna Unsuk Pakir 1 H22 307 500,00 1,153,103,700 .00
Tana Unsuk Miskin 3.765.270.500.00 ARG 921, 57800
Thana Unsk Gharionin T16.715047.00 X3 03,722 .00
Thana Unsak Moallal 6.2 50 000, () 11,700,000 .00
Taana Unsk Pisabili lat 2066.679.500.(00 2N 2 A28 0000
Twna Unsk tnu Satil ART 645 000 () 457,51 3000 .00
Lana Unntgﬁ - 15,760 000 00
1hana Zakat Vvl 15.7 5000, 00 .
Thana Zakat Aandl L1772 1624 499.00 *
Jurnla b Penyaluran Zakat V672242046, (0 X640.515 20000
Surphus (Delisit) Dana Zakat (L1TGN915,166.75) (119, W4,985.95)
Sakk Awal Dana Zaka J74920.115.71 AE05,101 486
Kemeksi Sumber Peodanaan LI68915,166.75 .
|Sakto Akhie Dana Zakat JT4920,115.71 374920,11571

T [IANAINFAOSEDERAT

A [FENERINIAAN | NS
tf g MSeckehah Teri st 5,360.554.317.00 10,394,464.657 00

|| Junslaly Feneinmnn nfagNedebah Terikat 5300, 584.,337. (1) 10,394 464 657 A0

| MfagSedeboat Thdak Terilat |
Infae)Mechekah Tidak Teriar - -
Il ag Seckbah "5! Tickak Terda 6,795 LK), () 19400 L0060 00
Lty Sedhehat Pen ghas dan 2.918.349.00 35.289.607 .00

Libat Catatan atas laporan kenangan yang merupakan bagian tidak terpisabkan dan laporan kenangan secara

keseluruban

2
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Lampiran 4 laporan perubahan dana (Lanjutan)

Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEM BARRU
2 LAPORAN PERUBAHAN DANA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS ) KABUPATEN BARRU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023

Infaq/Sedekah Pernikahan N4.847.00 6,175 000,00
I faxy Seckkah Sewa - 1008 000 00
InfaqSedeka Tidak Terikat Rumah Tangsa 26.176.300.00 16.528.500.00
[ dekah Tackak Terikat Procukal 13.450.000.00 131900000
InfagSedekah Tidak Terikat Lainnya 2835513431.00 2515872215
In faqSedekah Gaji 3063.103.213.00 1.980.436,207.51
Inf TPP (T Fertaikan Penghasbin $96.,180.479.00 64965202178
Infaq/Scdekah Scrtifiani - 35100654
InfaqSedelah Hanor Kegiatan 26.508.134.00 46.386.291 00
| [umlah Penerimman InfagSedekah Tidak terikat 666934975300 TX2 20435508
Junlah P 12,029,934 0940.00 13176669012
Dagian ansil dari dana Infaq/sedekah Tidak Terikat 1.333.869.950.60 556,440.871.20
Jumlal Fenerimaan Dana Infag/Sedekal Tilak Terflat Setelah Bagian
| Amil 5335479.802.40 222576348478
[Jumlah Pencrimaan Dana Keschiruhan Setelah Bagian
| [Amin 696,064,139, 40 12,620.228,141.78
B_|[PENVALURAN : KA
InfaqSedekah Terikat 6338997 406,00 10483 974,168.00
Infaq/Scdekah Unuk Fakr 4960.000.00 -
Infag/Sedelah Unsk Miskin 152,991 300,00 608419 000,00
InfagSedelah Unmk Ghasimin 0572083200 27.750.000.00
InfaqSedekah Unmik Muallef - -
InfaqSedekah Unmk Fasahil llah 2.155.594.035.00 93308600000
Infaq/Sedekah Unmk lou Sabil S50.000.00 -
Infaq/Sedelan Unmik Rejah - -
| [ Huslab Fenvaluran Dasa InfagSedekaly 9ISEN1I573.00 12,053.220,168.00
Lana 1.337.250.566. 40 56699897378
Sakio Awal Tahiun 423.129.199.37 15647339200
Kaneks Sumber Pendanasn (551.944.540.50) (300.343.166.50)|
Saklo Akhir Dana Infag/Sedekah 1208 A35,185.27 423.120,199.37
L [DANA AMIL
A |PENERDMIAAN: K3
Dana Zaka 121251098275 1,217 30430201
| |Duna lafag Sedebal Terikat - =
| |Duna InfagSedekah Tidek Teria 1.333.869.950.60 556,440.871.20
Hak Amil dari UPZ 51.830.006.00 18891227700
[ umdah Pencrimaan Dana Amil 2598.210.939.35 1.962.657.550.20
B [FENVALURAN : 3
| |Operasional Adm Umum 136.153.206.00 84.122.048.00
Iichanja Pegawai 1327 000,000,060 983625 (0000
Java Pihak Ketipa 11.250.000.00 -
[Dokumentas dan Publikas 2335 000,00 10,225 000.00
SPPD 263.612.380.00 39,087 35000
Pz 738.419.655.00 803.587.417.00

Libat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari laporan kevangan secara

keseluruban

3



Lampiran 5 laporan perubahan dana (Lanjutan)

« S
BATMAS
Badan Amll Zakat Nastonal
MABUPATEN BARRUY
L LAPORAN PERUBAHAN DANA
FAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS ) KABUPATEN BARRU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER )1 DESEMBER 2023

Asruil L daany K638 LK) (K) 41.327.904 060
Tebuan Penyumitan Ast Tetap 109 078,244, 50 -
[Mutslahy Penyabiran Dana Ansll 2A90A73 AN 50 196247471900
[Surphus /{Delidt) Dana Anill 101,737 44985 (217,168 80)]
(Sakks Awal Dana Aol 5,702.665,08 SO19 83748
Kowekai Sumber Pendanasn - .
Saklo Aklir Dana Amil W7 A440,114.93 570266508
e
K7
394860000, 06 394 K60 000,00
105,140.,000.00 105, 14000000
a 250000 000 £¢)
SOOI 00 T50AMH)LM 00
L)

IK7L00.000. 06

47100000000

SHO.000.00 -
0.726.000.00 203.748.126.00
971900000 56.581 87400
28,975 000,00 18.670,000.00
300000000 s
S04 00 T5000.000.00
L'M’“’" MALAL
A |PENERIVIAAN ¢ %3
[Aava Gt dan 1unga Tatwn gan 16,611.900.00 7,667 94900
[Jusnlali Fenerimann Dana Non Halal 166 1190000 7667 949100
B [PENVALURAN
ana Now 1alal K10 15 88.100.00 5.041.700.00
[ sl Fenyaturan Dana Non Halal 15 ARN 100,000 SA41700.00
Dfisit) Dana Nan Halal T2IAN. 00 2626249000
[Sakds Awal [ana Nan 1Halal 2626.249.00 -
Korehai Sumber Peadanaan Q.551.249.00)
TUR R0 0 2620,249.00
VI [FOMEATEDANA AKHIR TAHUN 1691.504.215.92 #06.178.229.17

kewangan secara

Libat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari laf
keseluruban
4
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Lampiran 6 laporan perubahan asset kelolaan

Badan Amil Zukat Hasiona)
HABUPATEN BARRU
L LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
LAFPORAN FERUBAHAN ASET KELOLAAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS ) KABUFPATEN BARRU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023

NO URAIAN SALDOAWAL | PENAMBAHAN [FENGURANGAN[PENVIStHAN| MREMUEAST | 501000 Akmn
1 3 A K 5 o 7 N

A Amet Kebolaan bancar

1 | Naw - - - - - -

B | Ases Kelobaan Telak Lancar

Libat Catatan atas laporan kenangan yang merupakan bagan tidak terpisaidean dars laporan kenangan secara
keseluruban
5



Lampiran 7 Laporan arus kas

Badan Amlil Zakat Naslonal
KABUPATEN BARRU

4. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS ) KABUPATEN BARRU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023

= = e PER31 DESEMBER | PER 31 DESEMBER
NO. NAMA PERKIRAAN 2023 2022
I |ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaun :
Dana Zakat 8,503,326,879.25 8,521,130.814.05
Duna Infag/Sedekah 10,696,064,139.40 12,6X),228,141.78
Jusa Bank/Giro 16,61 1L,900.(00 7.667.949.00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Opcerasi 19,216,002,918.65 21,149,026,904.84
Penyaluran :
Dana Zakat 9.672.242.046.00 B.64).515.800.00
Duna Infuqg / Sedekah 9.358,813,573.00 12,053,229, 168.00
Duna Operasional - 98,109,974.35
Duna Jusa Bank (Non Halal) 15,888, 100.00 5.041,700.00
J luh Arus Kas Keluar Durd Aktivitas Operasi 19.046,943,719.00 20,796,896,642.35
Surplus/(Defisit) dari AKtivits Operasi 169,059,199.65 352,130.262.49
I1 [ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaun:
Husil Penjualan Aset / Peningkatan Dana R25,235,035.60 45.000,000.00
J luh Arus Kas Masuk duari Aktivitas Investasi R25,235,035.60 45,000,000.00
Penyulurun:
Ferolehan Kendaraan Kantor 259,337,750.00 13,600,000.00
T lah Arus Kas Keluar Dard Aktivitas Tnvestasi 259,337,750.00 13,600,000.00
Surp lus/( Defisit) dari Aktivitas Investasi 565,897,285.60 31,400,000.00
111 [ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pencrimaan :
Fenerimaun Dana APBD SO0, () 750,000,000 .06
Jumlah Arus Kas Musuk dard Aktivitas Pendanaan F0,000,000.00 T50,000,000.00
Penyaluran :
Fenyuluran Dana APBD 0,000,006 06 750,000, (04). 00
Fenggunaan Saldo Dana - 216,103,110.95
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan F0,000,000.00 966,103,110.95
Surp lus/Defisit Dari Aktivitas Pemnd - (216,103,110.95)
IV |[KENAIKAN/APENURUNAN) KAS BERSIH 734.956,485.25 167 427,151.54
V |KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 774.001,979.17 #6.574.827.63
VI |KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 1.508,958,464.42 T74.001,979.17

Libat Catatan atas laporan kenangan yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari laporan kenangan
weara keseluruban

5
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Lampiran 8 Catatan atas laporan keuangan

BAZNAS
Badan Amll Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalum rupiah penub, Kecuali dinyatakan lnin)
A, GAMBARAN UMUM

Hadun Amil Zakat Naslonal (BAZNAS) merupakan badan esmil dan satu-satunys yang dibentuk deh Pemerintah terdasarkan
Keputusan Presiden R Nomeor 8 Tabun 2001 yung memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah
(Z1S) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut darni lahirnya Undang-Undang RENomor 38 tabun 1999,

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Talun 2011 entang R:nucluluan Zakat sebagal penmui Undang-Undang RI Nomor 38 tabun

1999 semakin mengukubkan pemn BAZNAS sehagai lembaga yang b g e Lakukan p 1 zakat secary nasional,
Dalam UU BAZNAS dinyatak bagal kembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandinl dan bertanggung jawah
lepuda Presiden melalul Menterl Agama,
Dengan demikian, BAZNAS tersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang te dan; syariat Islam,
amanah, kemanfaatan, keadilun, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas,
Maksud dnn mlmm mdirlkamya BAZNA\ adalah untuk llnwwjndkun badan pengelola zakat yang wedepankan prinsip

ot o | dan | dalam jalank 8 ya

B. VISI DAN MISI
BAZNAS menjalankanempat lungsi, yuitu
* Menjudi pengelols zakat yang Amanah bermartabat dan professional

Untuk terlaksananya tugas dun limyd tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1, Melakukan Gerakan dikwah untuk memt Jesaduran musyarakat berzakat melalul snergl pimpinan bazmas dengan
lh'l/Muhuhq Organisasi/Lembaga dan media lainnya,

2. M ngumpulan zakat dengan memberdayakan sember daya amil yun; ada,

= an[mmullmn pemllnrihuhn dan pend zakat untuk Jath Jal kat dan g W gul

kemiskinan serta keadilan social

4, Mencrapkan system managemen keuangan yung wansparan dan akuntabel yang berbasis teknalogl

5, Mengembangkan lompetensi dan kapasitas amil zakat yang unggul melalul pelatiban | sehingga menjadi piliban wtama muzakki
menyalurkan zakatnya ke baznas,

6, Menerapkan  system  pelayanan prima terhadap ghu
s varakat,

7. Optimalisasi pencapalan tujuan zakat berdasarkan syariat islam .

1 1 { 1

agar mendapat kepercayaan

C, SUSUNAN PENGURUS DAN STAF
Keputusan Bupati Burru Nomor: 23 IZKESRAZIV/2022 unggal 19 April 2022 tentang pene tapan pimpinan Badan Amil Zakat
Nasional Kabupaten Barru masa kerja 2022-2027,
Surat Badan Amil Zakat Nasional ditujukan kepada Bupati Barru Nomor @ 61(IVANG/BAZN AS/2022 perihal usulun Frof,
Dr, AG H M Faried Wadjedy,Le, MA sebagai pembina BAZNAS Barru periode 2022-2027,

1. Susunan Pengurus

Nama Jubatan
= Prof, Dr. AG. H M Farled Wadjedy,Le. MA Pembina
- H. Abdullah Rabim BA Ketun
- Suhabuddin Al Farled Wakil Ketua I
= Drs, H, Kahuruddin M. Si Wakil Ketua 11
- Drs, H, La Minu Kalibu,M_Si Wakil Ketua 11
- Drs, H, Amrullah Mamma Wakil Ketua IV
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Lampiran 9 Catatan atas laporan keuangan (lanjutan)

«l >

BAZNAS
Badan Amlil Zakat Naslonal
MABUPATEN BARRU

5 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023
(Disajikun dalam ruplah penuh, Kecunll dinyatukan lain)
2. Susunan Staf

Keputusan BAZNAS Kabupaten Barru Nomor:02/BAZNAS-KAB/BR/KEP/V/2023 wnggal 20 Januari 2023 entang
penetapan tenaga St Pelaksans Badan Amil Zokat Nasional Kabupaten Barru Tahun 2023

Keputusan BAZNAS Kabupaten Barru Nomor 1 S/BAZNAS-KAB/BR/KEP/V/2023 tunggal 17 Mel 2023 entang
penetapan Tenaga Staf Pelaksana Budan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru:

Namp Jubutan
- H. Agung Takka Bendahura
- Hary Arisal S.1P Bidang Pengumpulan
- Abdi Kabid Pendistribusian dan Pendayag
= Nur Muamalah Q.8.Pd Kabid Administrasi Umum dan SDM
= AFPadly Indrawijaya,S B Kabid Peluporan Keuangan
- Ayu Rabmanl, S.E Stal Bidang Administrasi Umum dan SDM
= Ulla Auliya Syaril.S.H Staf’ Bidang Penghimpunan
= Nur Aulia Putri Peluksana Bidang Keuangan dan Pelaporan
- Sti Handayani Kahar, S Pd Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Risky Amalia Nasruddin, S.M -

D ZAKAT, INFAKSEDEKAH DAN AMIL

1. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserabkan kepada penerima zakat
(mustahiq).
Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dard harta yang memenuhi Keiteria wajib zakat,

2. Wfak/Sedekah adalah harta yang  diberikan secarn sukarels oleh pemiliknya, baik yang  peruntubannys  dibatasi
(itentukan) maupun tidak dibatasi,

3. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannys distur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang dimaksudkan untuk gumpulkan dan menyalurkan zaka, infaldsedekah,

E. MUZAKKI, MUNFIQ, DAN MUSTAHIQ
1. Muzzaki sdalah individu muslim yang secira s yariah wajib membayar (menunaikan) zakat,
2. Muntig (yang berintuk) adalal PNS/Pegawal/ TNVPOLRI yang beragama Ilam, instansi penerintab, swasta, BUMD, BUMN di
tingkat/wilayah Kab, Barru dan masyarakat,

ER
Mustahig (penerima zakat/infak) adalah arang stau entitas yang terhak nenerima zakat, Mustahig terdici dari: 1, Fakir; 2, Miskin;

3 Rigab: 4, Orang yang terlilit wtang (gharing; 5, Muallal; 6, Fisabilillah; 7. Orang dalam peralanan (ibnu sabil); dan 8, Amil,

F. ASPEK ORGANISASI BAZNAS BARRU
Adapun Aspek Organisasi dimaksud adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Barru berdasarkan surat
keputusan Bupatl Barru Nomor ; 23 I/KESRAAV/2022 tentang Penganghatan Pimpinan dan Pengelolun Badan Amil Zakat
Nasional Kabupaten Barru periode 2022-2027.
Kelembagaan :
NPWP : 90,322.793,.2-802 (KK}

G AZAS PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK
Azas pengelolaan zakat dan Infuk adalah sebagai berikut;

1. Amanah: Pengelol I 2 pengadministrasion dan pentasharutan) Z1S dilakukan sesual wntunan syar't dan
peraturan perundangin.
2

2. Profesional Pengeloluan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip taa kelola yang benar,
3. Transparan: Masyamkar dapat mengetabul ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan maxdah,
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« >

BAZNAS
Badan Amlil Zakat Naslonal
KABUPATEN BARRU

S CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalum rupiah penoh, kecunll dinyatukan luin)

H. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;

Peraturan Pemerintuh Republik Indonesia Nomaor 14 Tabun 2014 T ng Pelud Undang-Undang Nomor 23 Talum 2011
Tentanyg Pengelolaan Zakat,

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tabun 20 14 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat
fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaba produktil’

Per an S dar A K (PSAK) Nomor 109 Akuntansi Zakat Dan Intak/Sedekah,

. Pemturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang terkait

I mAR KEBUJAKAN AKUNTANSI

3.

4.

I’b-yqlh-lnur—l(mu
mlwumnuwmmmmmnmm:mn

b, Laparan b berd: prinsip ak | dan diluporkan sesuai dengan Standar Ak | K ngan di
Indones ia

¢. Laporan kevangan terdirl atas;
a), Neraca (laporan posisi kewangan)
. Lapaman perubaban dana,
€), Laporan perubaban aset kelolaan,
&), Laporun arus kas, dan
e). Cattan atas laporan kewangan,
d. Laparan kevangan kecuali laporan ares kas disusun atas dasar akrual,
€, Cutatan atas lapomn kewingan sesuini PSAK 101, PSAK 109 dan PSAK yang terkait,
Mata Unng
Mata wang pencatatan dan pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata vang Rupiah, sckaligus sebagai nuta wang fungsional
sehagaimana ercantum pada SAK-ETAP Bab 25 mengenai Mata Uing Pelaporan,
Kas Seturn Kas

Kas dan sctara kas mencakup kos, simpanan yang sewaktu-waktu bisa deairkan, Transaks) kas dukul sebesar nilal nominaloya,
Untuk wjuan penyajian arus kas, kas dan seotara kas erdini dari kas, bank dan semuoa investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga
bulan atau kurang dan tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pen ggunaannya,

Piutang dan Penyisihan
Penyaluran dana ZIS bepada penerima dilam skema dana bergulir dicatat sebagal piutang duna bergulir tanpa dikenakan bunga
dengan batas waktu pengembalian setelal 2 (dua) sampal dengan S (lima) tabun,

Plutang kepada pegawal diberikan untuk keperluan operasional dicatat sehagal Piutang lain-lain,
Plutang dana bergulir dan plutang lain-lain dibentuk penyisibannya 100% apabila kemungkinan besar tidak dapat ditagih,
Penyaluran Dana Zakoat

Zakut yang disalurkan kepada mustablyg diakul sebagal pengurang dana zakat sebesar: 1, jumlah yang dserabkan, jika dalam
boentuk kas. 2. jumdah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

l’buydunm Duna Infuk / Sedekah

luran dana Ksedekah dakul sehagal peng g dang infuk/sedekah seb + L, jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk
leu 2. nilal tercatat uset yung diserabban, jika dulmnhemukw nonkas,
Penyaluran infak/sedekal kepada amil lain pakan penyal yng ngurang | dany infuk/sedekah amil tdak akan
menerima kembali aset wnkln&knhynnudlnhlhu e | i dekah kepada penerima nkl:lrdulum sk dana
bergulir dicatat schagai pivtang dekah bergulir dan tidak mengurangl dana dekah
Penysluran Danag Amil

Dana yang diperuntukan untuk amil dari bagian wmnil atas zakat dan infak serta dana lain

Saldo Dana
., Dana Zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat,
b, Dana Infak adalah bagian nonamil stas penerimaan Infak,

9
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Badan Amlil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

9.

10.

1L

<. Dana Amil adalah dana yang diperuntukkan bagi amil dan digunakan untuk operasional pengelolian amil.

. Saldo dana Hibah APBD

e. Dana Non halal adalah semua penerimann dari kegiotan yang tidak sesuai dengan frinsip syarish, antara lain
penerimaan jasa giro atan bunga yang berasal dan bank konvensional

Aset Tetup dan Penyusutan

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar pada samt perolehannya.

Aset tetap yang diperolet lului pembang: atan dilak ! lalui kontrak adalah berupa pengeluaran nilui
} k, binya pe dan pengawasan, binya perizinan, jasa ) 1 biays peng gan dan pembongkaran

bangunan lama. Dalum hal pembangunan dilaksanakan secara swakelola, termasuk biaya buahan baku, upah tenaga kerja,
sewa peralatan,

Asct Tetap d kan dengan e garis lures dengan tabel masa manfaat antara lain sebagai berikot
Uraniun Tarif Penyusutan
- Kenduraun Roda Empat 10%
- Kendaraan Roda Dua 2%
- Meja, Kursi dan Lemari 12,5%
- Wireles, Kaca Putih, Karpet, Mesin Ketik 2%
Sound Sysiem, Mikrofon dan AC
- Peralatan Komputer 25%
- Peralatan Rumah Tangga 33.3%
Aset Keloluan

Aset keloluan adalah aset yung beradu dulam pengelolaan Amil, baik dalam jangka pendel jang)

dicatat sebagai berikut:

2. Asctkelolaan lancar, dan

b. Aset kelolaan tidak lancar.

Bebun Operasional dan Adminisrasi luin

Beban operasional dan pengeluaran kinnya menggunakan dana amil, dana operasional Hibah APBD dan Bonus Giro
Syariah.

10

114
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Lampiran 12 Catatan atas laporan keuangan (lanjutan)

Badan Amlil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

S, CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023
(Disyjilcan dalym rupinh penuh, kecoali dinyatakan luin)

J. PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN

31

J2

43

Kas dan Setara Kas
Merupakan saldo kas dan setam kas Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 sebaga benkut:
PER 31 DESEMBER PER 31 DESEMBER

roaN 2023 22
Kus
Kus di E a Rp 173.522.358.24 | Rp M .683.930,24
Bank
Hank BRI ( Rek : 487801024274 535 ) Rp 317.052.604.94 | Rp T7.192.044 94
Bank BSI Pare-Pare ( 08152923060 ) Rp 2R.450.000,00 | Rp 135.749.756,00
Hank SULSELBAR ( 03 12010000029223 § Rp B39.802017.24 | Rp 516.376.247.99
Bank BSI Zakat ( No. Rek : BRE7766558 ) Rp 138,04 L 484,00 | Rp -
Hank BSI Infag ( No. Rek ; 8887766224 ) Rp 6.000000,00 [ Rp -
Bank BSI Sedekah ( No. Rek : BEB7766337 ) Rp 6.000000,00 | Rp -
Jumlah Rp L508.958 464,42 | Rp TI4.001.979,17
Aset Tetap
Merupakan daftar aset tetap dan abumulasi penyusutan BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 dun Per
31 Desember 2022, dengan rinclan sehagai berikut
. 3 PER 31 DESEMBER PER 31 DESEMBER
URAIAN 2023 022
Ke ndaman Rp 290.000.000,00 | Rp 13.000,000,00
Peralatan Kantor Rp 117.802.750,00 | Rp 135,465,000,00
Nilal Perolehan Aset Tetap Rp H7.8502.750,00 | Rp 148.465.000,00
(Alumulasi Py ) Rp 225,166 998,50)| Rp (116,088.750,00)
Jumlah Rp 182.635.751,50 | Rp .376.250,00
Saldo Dana

Merupakan saldo aset bersih BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 dun Per 31 Desember 2022, herupa
Saldo Dana Zakat, Dana Infuk/Sedekah, Dana Amil, duna APBD dun Dana Non Halal, sehagai berikut;

PER 31 DESEMBER PER 31 DESEMBER

ERATYY 2023 222

Dana Zakat Rp 374.920.115.71 | Rp 374.920.115.71
Dana Inlag/Sedekal Rp 1208.435.185,27 | Rp 423.129.199,37
Dana Awil Rp 107 440.114,93 | Rp 5.702.665.08
Dana APBED Rp - | Rp -
Dana Non Halal Rp PIKBO0,00 | Rp 2,626.249,00
Jumlal Rp 169159421592 | Rp 806.378.229.17

K. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN DANA

K1

Penerlmaan Dana Zalot

Merupakan penerimann dana zakat BAZNAS Kabupaten Baru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 sebagai
berikut:

= PER 31 DESEMBER PER 31 DESEMBER
LAt 2023 022
Zakat Fitrah Rp 15.750.000,00 | Rp -
Zakat Perdagangan-Pemiagaan (Maal) Rp 613.529 8R9.00 | Rp 654.843.420,00
Zaka Pentanian Rp 877.96:4 680,00 | Rp LO64 . S40,075,00
Zaka Peternakan dan Perkanan Rp 11. 70000000 | Rp 13.500.000,00

1
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S CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023
(Disanjillcnn dolam rupish penuh, kecunli diny atakon luin)

Zakat Harta/Emas Rp W0.306.897,00 | Rp G35 .921,000,00
Zakat Walet Rp 2300.000,00 | Rp AS500.000,00
Zakant Pondapatan dan Jasa (Perorangan) Rp 566.696.962.00 | Rp 561.305,187,57
Zakat Giafl Rp 5494 785.744,00 | Rp 5.502.233,510,08
Zakat TP (Tambahan Perb aikan Penghasilan) Rp RIKI2.197.00 | Rp 199.455.528,42
Zakan Sertifikasi Rp 1.425923.993.00 | Rp 1102136494 .99
Zakat Perusahasn Rp IRS 067500, (¢

Jumlal Rp QTISK837.862,00 | Bp 9.738.435.216,06

Penyaluran Duna Zakat
Merupakan penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaton Bar
benkut

g

URAIAN

PER 31 DESEMBER

31 Desember 2023 dan Por 31 Dosember 2022 sobagal

PER 31 DESEMBER

Jumlah

13.176.669.012 .98

2023 2022
Dana Untuk Fakir Rp 1,822 307.500,00 | Rp 1,153, 103.700.00
Dana Untuk Miskin Rp 3765270.500,00 | Rp 3.BR6.921.37K.00
Dana Untuk Gharimin Rp TaT715.047.00 | Rp 2309372200
| Dana Untuk Muallal Rp 6.250,000,00 | Rp 11.700,000,00
Dana Untuk Fusabilillal Rp 2060679.500,00 | Rp 2.872.424.000,00
| Dana Untuk i Sabil Rp AR7 645 000,00 | Rp A37.513.000,00
Dana Untuk Rigab Rp - | Rp 15 760.000,00
| Dana Zakat Fiuah Rp 15.750,000,00 | Rp -
| Dana Zakat Amil UPZ Rp P1624.499.00
Jumlal Rp U672242.046,00 | Rp R.640.515.800,00
Penerimann Dana Infag/Sedekal
Merupakan penern lap/sedokah BAZNAS Kabuy Bamu Por 31 Desember 2023 dan Por 31 Desomber 2022 sebagai
berikut:
URAIAN PER 31 DESEMBER PER 31 DESEMBER
2023 2022

| Infag/Sedekah Terikat Rp 5360.584.337,00 | Rp  10,394.464,657,00
| Infag/Sedekah Tidak Terikat Rp - | Rp =
Infig/Sedekah Haji Tidak Terikat Rp 86.795.000,00 Rp |9Aw.w0,uu
[ Infi/S ok Penghailan Rpy 20918.349,00 | Rp 35.289.607.00
Infug/Sedekah Pernikal Rp TO4.84T7,00 | Rp 6.175.000,00

Sedekah Siswa Rp - [ kp 100800000
| Infong/Sedekah Tidak Terikat Rumah Tangpa Rp 26.176.300,00 | Rp 16,528 500,00
Infixy/Seddokah Tidak Terikat Ihonom| Produkiif Rp 13.450,000,00 | Bp LR19.000,00
Infay/Sedekah Tidak Terikat Lainnys Rp 2835.513.431,00 | Rp 25.158.722.15
[ Intiy/S cbokah Gaji Rp  2063.103.213,00 | Rp 1.OR0.436.207 .51
 Infax/Sedekab TIP (Tambahan Perbaikan Penghasilan) Rp 618047900 | Rp 61965202178
Tnfix/Sedekal Senifikasi Rp - | R’p 351,0006,54
[ty Sadokah Honor Kegiatn Rp 26508 134,00 [Rp 4638629100 |

Rp

12.029.934.090,00

F

12
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S CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023
(Disajikun dalam rupiah penuh, kecunli dinyatakan lain)

KA P Dana Infag/Sedekal

Merupakan y | Iy dana infuk/sedekah BAZNAS Kabupaten Bamru Per 31 Desember 2023 dan Per 31
Desember 202 2 sobagal berikut:

URAIAN PER 31 DESEMBER PER 31 DESEMBER

2022

Infag / Sedekah Terikat Rp 633899740600 | Bp 1048397416800

/Sedekah Untuk Fakic Rp 4960.000.00 | Rp z
|Inflql Uniuk Miskin Rp 152991.300,00 | Rp @8 A19.000,00
Infag / Sedekah Untuk Gharimin Rp T05720.832,00 | Rp 7 750.000,00
|In!'lq / Sedekah Untuk Muallal Rp - | Rp -
I_lgh_g / Sedekah Untuk Fiisabilillah Rp 2155594.035.00 | Rp B3 086.000,00
Infay / Sedekah Untuk [aou Sabil Rp S50.000,00 | Rp -
Infag / Sedekah Uniuk Rigab Rp - | Rp -
Infag / Sedekah Untuk Amil Rp - [ kp 2
Infag / Sedekah Untuk Subsidi Beban Amil Rp - | Rp -

Rp

Jumlaly

O3SEB13573.00 | Rp  12.053229.168,00

K5 Penerimaan Dana Amil
Merupakan penerimaan dana amil untuk BAZNAS Kabupaen Barmu Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

sebagai berikut:
x PER 31 DESEMBER PER 31 DESEMBER
URAIAN 2023 2022
Dung Zakat Rp 1L212510.982.75 | Rp 121730440201
Dana Infaxg / Sedekah Terikat Rp - | Rp -
Dana Infay / Sedekah Tidak Terikat Rp 1.333.869.950,60 | Rp SS6440.871,20
Penambahan Hak Amil dar UPZ Rp 51.830.006,00 | Rp 18891227700
Jumlal Rp 2598210989.35 | Rp L962.657.550,20

K6 Penyaluran Dana Amdl
Merupakan penyaluran dana anil untuk BAZNAS Kabuy Barru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 sebagai
berikut:

PER 31 DESEMBER PER 31 DESEMBER

Y N 2023 2022

Operasional Adm-Unmuim Rp 136.153.206,00 | Rp BLI22.048,00
[Belanja Pegawal Rp 1.227 000.000,00 | Rp SB83.625.000,00
Jasa Pihak Ketiga Rp 11.250.000,00 | Rp -
Dokumentasi dan Publikasi Rp 2325.000,00 | Rp 10.225.000,00
sPPD Rp 263.612.380,00 [ Rp ¥.987.350,00
LIPZ Rp T38419.655,00 | Rp HI3S587.417,00
Anil Lain-lain Rp 8635.000,00 | Rp 41 327.904,00
Beban Penyusutan Aset Tet Rp 100 O78.248.50

| Jumlah Rp 249647348950 | Rp L962874.719,00

13
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Badan Amil Zakat Naslonal
KABUPATEN BARRU

S CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023
(Disanjikan dalum rupish peouh, kecunll diny s tukon luin)

K.7 Pencrimaan Dana APBD
Merupakan penerimamn dana APBD untuk BAZNAS Kibupaten Barru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

sebagal berikut:
PER 31 DESEMBER PER 31 DESEMBER
URAAN 2023 022
Penerimuun APHD Tahap | Rp A RE.000,00 | Rp FAR60.000,00
Penerimaun APBD Tahap [1 Rp 105.140.000,00 | Rp 105.140.000,00
[ APBD Tahap (11 Rp - | Rrp S0.000,000,00
Junlaly Rp OH00.000,00 | Rp TS0000.000,00

K& Penyaluran Dana AFBD
Merupakan penyaluran dana APBD untuk BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

seb agal berikut:
. PER 31 DESEMBER | PERJI

- 2023 2022
Belunju Pegawai Rp WT000,000,00 | Rp A71000.000,00
Belanja Kegiaan Rp SRO.000.00 | Rp -
Petjalanan Dinas Rp 70.726.000,00 | Rp 0374812600
Beban Publikasi dan Dok asi Rp - | Rp -
Beban Administrasi Umum Rp 9.719.000,00 | Rp S6.5K1.874.00
Biaya Jasa I'ihak Ketiga Rp 28975.000,00 | Rp 18.670.000,00
Penggunaan Lain APBD Rp 3000,000,00 | Rp B

Jumilal Rp NOH00.000.00 | Rp TS0000.000,00

K.Y Penerimaan Dana Non Halal
Merupakan penerimann dana Non Halal untuk BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

sebagal berikut:
g PER 31 DESEMBER PER 31 DESEMBER
URAIAN 2023 022
Jasa Giro dan Bunga Tabung Rp 16,61 190,00 | Rp TH67.9449,00
Jumlah Rp 1661190000 | Rp T667.949,00

K10 Penyaluran Dana Non Halal
Merupakan penyaluran dana Non Halal untuk BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

seb agal berikut
. d PER 31 DESEMBER PER 31 DESEMBER
URAIAN 2023 2022

Dana Non Halal Rp 15 88K, 100,00 | Rp S041.700,00
Jumlah Rp ISK88.100,00 | Rp S041.700,00

n 14
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Lampiran 17 Pedoman Wawancara

G

1)1

PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JI. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA

NIM

FAKULTAS

PRODI

JUDUL

: NIA FITRA RAMADHANI

: 2120203862201039

: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

: AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

: ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS

DALAM IMPLEMENTASI PSAK NO 109 PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
BARRU.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan-pertanyaan berikut disusun dengan tujuan untuk mengumpulkan

data yang relevan guna mendukung proses penelitian dalam penyusunan skripsi

tentang penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK No 109 pada
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru. Jawaban atas

pertanyaan-pertanyaan berikut akan digunakan sebagai data penelitian yang

selanjutnya dianalisis untuk memperoleh informasi yang relevan dalam rangka

mendukung pencapaian tujuan penelitian ini. Adapun daftar pertanyaan yang akan

diajukan adalah sebagai berikut:
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Wawancara untuk pihak BAZNAS Kabupaten Barru

A. PSAK 109

1.

Bagaimana bentuk implementasi PSAK 109 terhadap pengelolaan zakat di
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru?

Faktor Apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan PSAK 109 pada Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru?

Apa dampak dari penerapan psak 109 di BAZNAS Kabupaten Barru?

Apa hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Barru dalam
penerapan PSAK No 109?

B. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru memastikan kepatuhan terhadap

peraturan hukum yang berlaku dalam pengelolaan dan penggunaan dana
ZIS?

Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melibatkan masyarakat dalam
pengawasan terhadap pelaksanaan program zakat untuk meningkatkan
akuntabilitas hukum dan kejujuran?

Apakah BAZNAS Kabupaten Barru bekerja sama dengan pihak eksternal,
seperti lembaga hukum atau audit, untuk memverifikasi kepatuhan hukum

dan kejujuran dalam pengelolaan dana ZIS?

C. Akuntabilitas Manajerial

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru mengatur dan menerapkan sistem

pengukuran kinerja manajerial dalam pengelolaan dana zakat?

Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru menangani kinerja manajerial
yang tidak memenuhi target atau mengalami ketidakpatuhan terhadap
kebijakan atau prosedur yang ditetapkan?

Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru memastikan bahwa keputusan
manajerial terkait dengan penggunaan dana ZIS didasarkan pada prinsip

keadilan, kepatuhan hukum, dan pertimbangan etis?
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4. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melibatkan pihak eksternal,

seperti auditor independen, dalam mengaudit dan memverifikasi kinerja

manajerial serta pengelolaan dana zakat?

D. Akuntabilitas Program

1.

Apakah BAZNAS Kabupaten Barru memiliki kebijakan dan prosedur
yang jelas untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-
program yang didanai oleh BAZNAS Kabupaten Barru?

Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melibatkan masyarakat dalam
proses pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program-
program yang didanai olehn BAZNAS Kabupaten Barru?

Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan program-program yang didanai oleh
BAZNAS Kabupaten Barru?

Apakah ada sistem pelaporan dan pengungkapan yang transparan yang
diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru dalam menginformasikan
penggunaan dana zakat kepada publik?

Apakah ada upaya BAZNAS Kabupaten Barru untuk meningkatkan
akuntabilitas program melalui penggunaan teknologi informasi atau sistem

pelaporan yang lebih efektif?

E. Akuntabilitas Kebijakan

1.

Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru merumuskan kebijakan kebijakan
yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana ZIS?

Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru memastikan bahwa kebijakan-
kebijakan yang diadopsi konsisten dengan prinsip-prinsip akuntabilitas
dan tujuan organisasi?

Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melibatkan pihak-pihak terkait,
seperti masyarakat, lembaga agama, atau pakar zakat dalam perumusan

kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan dana Z1S?
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Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melakukan komunikasi dan
penyampaian kebijakan-kebijakan kepada pihak terkait, termasuk
masyarakat umum dan para penerima zakat?

Apakah BAZNAS Kabupaten Barru memiliki sistem pemantauan dan
evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan-kebijakan yang
diimplementasikan dalam pengelolaan dana zakat?

. Akuntabilitas Finansial
1.

Bagaimana proses pengelolaan dan pelaporan pengeluaran dana ZIS di
BAZNAS Kabupaten Barru?

Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melakukan pemantauan dan
pengawasan terhadap penggunaan dana Zakat?

Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru menyusun laporan keuangan yang
mencerminkan penggunaan dana zakat dan pendapatan lainnya?

Apakah BAZNAS Kabupaten Barru menerbitkan laporan keuangan secara
rutin dan terbuka untuk umum?

Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru menjaga kepatuhan terhadap
regulasi dan standar akuntansi yang berlaku dalam pengelolaan dana
zakat?

Wawancara untuk pihak muzakki

Bapak/lbu sudah berapa lama menyalurkan zakat melalui BAZNAS

Kabupaten Barru?

. Apa alasan Bapak/Ibu memilih menyalurkan zakat ke BAZNAS?

Menurut Bapak/lbu, apakah BAZNAS menyampaikan informasi secara

terbuka mengenai pengelolaan dana zakat?

. Apakah Bapak/lbu pernah menerima bukti setor atau laporan terkait zakat

yang disalurkan?
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Bagaimana  pendapat  Bapak/lbu  mengenai  transparansi dan
pertanggungjawaban BAZNAS terhadap dana yang diterima?

Apakah Bapak/Ibu merasa yakin bahwa dana zakat dikelola dengan baik oleh
BAZNAS?

Wawancara untuk pihak mustahik

A. Pemahaman dan Penerimaan Bantuan

1.

Bagaimana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui adanya program bantuan dari
BAZNAS Barru?

Bantuan apa yang Bapak/Ibu terima dari BAZNAS? Apakah sesuai dengan
kebutuhan?

Bagaimana proses Bapak/Ibu mendapatkan bantuan tersebut? Apakah harus

melalui seleksi?

B. Transparansi dan Akuntabilitas

1.
2.

Apakah Bapak/Ibu mengetahui dari mana sumber dana bantuan ini berasal?
Apakah BAZNAS menjelaskan penggunaan dana zakat kepada penerima
manfaat seperti Bapak/Ibu?

Menurut Bapak/lbu, apakah pembagian bantuan dirasa adil dan tepat sasaran?
Apakah Bapak/lbu pernah menerima laporan atau informasi dari BAZNAS

mengenai kegiatan dan penggunaan dana?

C. Kepuasan dan Dampak Program

1.

Bagaimana dampak bantuan yang Bapak/lbu terima terhadap kehidupan
sehari-hari?
Apakah program dari BAZNAS berkelanjutan? Apakah ada pendampingan

atau tindak lanjut?
Apakah Bapak/lbu merasa diperhatikan oleh pihak BAZNAS setelah

menerima bantuan?
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Berdasarkan hasil telaah terhadap pedoman wawancara dalam
proposal skripsi mahasiswa yang sesuai dengan judul penelitian, maka
instrumen tersebut dinilai layak dan dapat digunakan sebagai alat dalam

pelaksanaan penelitian yang dimaksud.

Parepare,23 April 2025




126

Lampiran 18 transkrip wawancara

G

1)1

PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JI. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA

NIM

FAKULTAS

PRODI

JUDUL

: NIA FITRA RAMADHANI

: 2120203862201039

: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

: AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

: ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS

DALAM IMPLEMENTASI PSAK NO 109 PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
BARRU.

Wawancara untuk pihak BAZNAS

1. Bagaimana implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Barru?
Jawab: Ya, kami mengacu pada PSAK 109, Dana ZIS baru dapat kami akui saat

sudah benar-benar diterima, baik itu secara tunai maupun transfer. Kalau misalnya

ada muzakki yang sudah mengonfirmasi lewat WhatsApp atau telepon bahwa

mereka telah transfer, tetapi dana belum masuk ke rekening kami, maka kami

belum catat. Kalau dari sisi penyusunan, sebenarnya tidak terlalu sulit karena kami
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sudah punya formatnya. Tantangannya lebih ke konsistensi pencatatan dari UPZ
dan pelaporan tepat waktu, supaya data yang masuk ke pusat itu akurat. Tapi untuk
format laporan utamanya, alhamdulillah kami sudah jalankan sesuai PSAK 109.

. Bagaimana akuntabilitas hukum dan kejujuran pada BAZNAS Kabupaten
Barru?

Jawab: Bapak H. Kaharuddin selaku wakil ketua Il BAZNAS barru Jadi kami di
BAZNAS barru itu dalam mengelola dana ZIS sangat menekankan prinsip
pertanggungjawaban, kami selalu mengikuti semua peraturan yang berlaku dari
BAZNAS pusat.

. Bagaimana akuntabilitas manajerial pada BAZNAS Kabupaten barru?
Jawab: Bapak H. Amrullah Mamma selaku wakil ketua IV BAZNAS Barru
mengatakan untuk mengetahui pengukuran kinerja manajer kita dipengelolaan
dana zakat itu ada namanya laporan persemester, itu per enam bulan. Disitulah
kita ukur sejauh mana keberhasulan BAZNAS dalam hal pengelolaan zis, baik
pengumpulan maupun pendistribusiannya, dievaluasi dengan standar RKAT
(Rencana Kerja Anggaran Tahunan). Disitulah patokan satu tahun. Untuk
mengukur itu kita buat laporan kinerja hasil yang dikumpulkan dan didistribusikan
dalam enam bulan yang lalu. Selain daripada yang dilaporkan tadi itu persemester,
ada namanya laporan bulanan. Kita evaluasi laporan bulanan di masing-masing
komponen, kita evaluasi laporan bulanan. Itu secara umum, tujuannya agar supaya
untuk melihat sejauh mana hal yang kita laksanakan. Kan setelah ada laporan
enam bulan yang lalu, ada masalah tidak dicapai maka disitulah dilakukan rapat
pleno, yang dimaksud rapat pleno adalah rapat yang dilakukan oleh pimpinan
untuk menentukan kebijakan. Yang berkaitan dengan itu, maka prinsip-prinsip
yang kita lakukan disini ada tiga asas. asas regulasi, asas syariah dan asas NKRI,
itu tidak boleh keluar dari tiga itu.

. Bagaimana akuntabilitas program pada BAZNAS Kabupaten Barru?

Jawab: Bapak H. Kaharuddin selaku wakil ketua Il mengatakan Kita di baznas

barru menerapkan prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas, yang kedua kita
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di audit oleh konsultan audit eee KAP ya konsultan audit independen kita diaudit,
kedua kita diaudit oleh kemenag bahkan kemarin kita diaudit irjen (inspektur
jendral) kementerian agama itu kemudian bahwa kita diaudit setiap tahun baik
konsultan independen maupun oleh pemeriksaan fungsional dan juga kemenag
versi mengenai syariah. Kemudian H. Abdullah Rahim selaku ketua BAZNAS
Kabupaten Barru menambahkan Jadi seperti sudah dijelaskan tadi, tiap tahun itu
kalau maulid akbar kecamatan, kita sampaikan ke masyarakat juga.

. Bagaimana akuntabilitas kebijakan pada BAZNAS Kabupaten Barru?
Jawab: bapak H. Amrullah Mamma selaku wakil 1V mengatakan Jadi untuk
membahas tentang perencanaan, pengannggaran dan pengawasan pelaksanaan
program-program zakat itu ada namanya rapat pleno pimpinan, yang ikut
membahas disitu hanya 5 orang ditambah staf satu membahas tentang bagaimana
pelaksanaan proses perencanaan itu.

. Bagaimana akuntabilitas finansial pada BAZNAS Kabupaten Barru?

Jawab: Bapak H. La minu kalibu selaku wakil ketua Il mengatakan
Mekanismenya sesuai dengan petunjuk operasional, pertama itukan ada data
sasaran, data sasaran itu adalah mustahik, ada fakir ada ini ada ini melalui RKAT (
Rencana kerja anggaran tahunan) sudah termuat semua didalam kalau kita mau
distribusi. Ada ketentuannya ada SOP nya, beliau ini yang bikin SOP nya semua
itu, misalnya berapa ekonomi, berapa pendayagunaan, berapaa distribusi, nah
kalau mau distribusi adalagi ada SOP nya yang diikuti, dipatok dari pusat, apa
yang harus dikerja itu ada semua SOPnya. Kita ini kan commite bahwa kita itu
melaksanakan tugas dengan tiga prinsip, agaro aman aman regulasi, aman syari,
aman NKRI. Karena kita ini juga diperiksa oleh inspektur jenderal kementerian

agama tentang apakah syari atau tidak.
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Wawancara untuk pihak muzakki

1. Menurut Bapak/lbu, apakah BAZNAS menyampaikan informasi secara
terbuka mengenai pengelolaan dana zakat?
Jawab: saya lihat BAZNAS Barru ini sering mengunngah laporan dan kegiatan di

facebook dan instagram. Ini membantu kami tahu zakat digunakan untuk apa saja.

2. Apakah Bapak/Ibu merasa yakin bahwa dana zakat dikelola dengan baik
oleh BAZNAS?
Jawab: Ibu Fatimah selaku muzakki mengatakan saya merasa informasi tentang
pengelolaan dana zakat sudah cukup transparan, terutama karena BAZNAS barru
ini menyediakan bukti setor dan laporan keuangan yang bisa diakses. Ini membuat

saya percaya bahwa dana dikelola dengan baik.

Wawancara untuk pihak mustahik

1. Bagaimana proses Bapak/lbu mendapatkan bantuan tersebut? Apakah harus

melalui seleksi?
Jawab: yang mendapatkan bantuan beasiswa adalah mahasiswa-mahasiswa yang
benar-benar membutuhkan dukungan finansial untuk penyelesaian studi, benar-
benar sudah dipilih dan diseleksi secara tepat waktu bahwa ini orang-orang yang
berhak menerima zakat.

2. Apakah Bapak/lbu mengetahui dari mana sumber dana bantuan ini berasal?
Jawab: ibu Syamsuriana selaku mustahik mengatakan setiap bantuan yang kami
terima dijelaskan sumber dananya dari zakat, dan kami tahu kenapa kami dipilih
jadi saya merasa prosesnya itu adil dan transparan.

3. Bagaimana dampak bantuan yang Bapak/lbu terima terhadap kehidupan

sehari-hari?
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Jawab: dampaknya sangat terasa, karena bantuan yang diberikan itu sangat
meringankan beban ekonomi kami, apalagi saat harga kebutuhan pokok sedang

naik.
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Lampiran 19 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
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Lampiran 20 surat izin penelitian dari fakultas ekonomi dan bisnis islam

N KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
% INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ‘& (0421) 21307 ¥ (0421) 24404

PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id
Nomor : B-1404/In.39/FEBIL04/PP.00.9/04/2025 28 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NIA FITRA RAMADHANI

Tempat/Tgl. Lahir : AWERANGE, 07 November 2004

NIM : 2120203862201039

Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Semester : Vil (Delapan)

Alamat : DUSUN AWERANGE, DESA BATUPUTE, KEC.SOPPENG RIAJA
KAB.BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI BARRU dalam rangka penyusunan
skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PSAK NO 109 PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 29 April 2025 sampal dengan tanggal 29 Mei
202s.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002
Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Page : 1 of 1, Copyright® afs 2015-2025 - (nailul) Dicetak pada Tgl : 28 Apr 2025 Jam : 14:48:48
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Lampiran 21 surat izin penelitian dari dinas penanaman modal terpadu satu

pintu kabupaten barru

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lr 1.3 JL H, Andi Kkandar Unra
s Adpopesp barvuknb 2o id - c-mail : dpmpesprk bar & grwil.com  Kode Pos 90711

Barmu, 02 Me: 2025

Nomor ¢ 191/ TP/DPMPTSP/V2025 Kepada
Lampiran © - Yth. Ketua BAZNAS Kab. Barru
Penhol : Izin Penelitian
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fokultas Ekonomi dan Bisinis Islom IAIN Parcpare Nomor : B-
1304/1n 39/FEBLOA/PP.O0 9042025 tmggpal, 28 April 2025 perihal tersebur di atas, maks

Mahasiswi & bawah i :
Niama : Nia Fitra Ramdhani
Nomor Pokok 1 2120203862201039
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Klam

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Pekerjaan/Lembaga @ Mahasiswi

Alamat : Dusun Awerange Desa Bato Pute Kee Soppeng Rianja Kab,
Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penclittan®engambnlan Data di Wiloyah/Kantor Ssudara
yung berdangsung mulai wnggal 02 Mel 1‘22./!.2 Juni 2025, dodom mngku penyusunan Skripsi,
dengan yudul :

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PSAK
NO 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU

Schubungnn dengan hal terschut diatas. pada prinsipnyn kams menyetyn kegistan dimaksud

dengan kesntuan ©

I. Sebelum dan sesudah melaksanokan kegiotan, kepada yang bersangkutan melapor kepada
Kepala SKPD  (Unit Kega) / Camat, apabila keginton dilaksmnakan di SKPD (Unit Kenja) /
Kecamatan setempat;

2. Penchtin tidak menyimpang dan izin yang dibenkan:

3. Mentasti semusn Persturan Perundang Undungan yang berfuku dun ginduhkon adat istiad
sclempat;

4. Menyernhkan | (satu) eksampelor copy hasil penelinan kepada Bupati Barmmu Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelaysnan Terpasdu Sistu Pintu Kabupaten Barru;

5. Surat lzin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berdaku apabila temyata pemegang surat
zin ini tidak mentasti ketentuan tersebut di atas.

< DUITE No, 1] Tavun 200K Paal $ Aym | e
“tafirmani Debuoadk das/ates Dukumes Heluoonik de/atay bl cotalays nenipabas st buku hukum yasg sah™ ' Sectifihest
< Pokwrim i el ad ok ! s o ‘ 20 s 3any Brerhithan RS N st yonib
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Untuk terlaksananya tugas penclitian tersebut dengn batk dan lancar, diminta kepada
(i) untuk benkun b fasilitas seperdunya.

Demikian disampaikan wiuk dimokhomi dan diperguakan sepedunya.

P

Dok i tedaty 2 secara olektronik |

Kepala Dinas Penanamin Modal dan Palayanan |
T du Satu Pintu Kebup Barry

ANDI SYUXUR MAKKAWARU, S.STP. M.Si
Pembina Utama Muda, IVic
NIP. 19770629 199612 1 001 ]

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yih,

1. Bupat: Burru (schagui laiporan);

2. Kepala Bappelitbangda Kab, Bamuy;

3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisinis Islam IAIN Parcpare;
4. Mahasiswi Yang Bersangkutan.

UL ITE No. || Tt 2008 Manal $ Ayat | -
“teforsssei Heltmask dsa/otes Dolumes Hetemaik dsstay huiil cotalsys menipel s st bkt huku yasg iah* 'd | Berstaibast
Dokumies i selsd diandasnpan sccars delumadd sengpunshon setifilat yeng dterbithan USeE N Flotsrania
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Lampiran 22 Surat izin telah melaksanakan penelitian

W

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU
Barru, 26 Zulhijjah 1446 H
23 Juni 2025 M
RAT TIAN

53/BAZNAS-KAB/BR/VI/2025

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang bertanda tangan di bawah ini,
a. Nama . H. Abdullah Rahim, BA
b. Jabatan : Ketua BAZNAS

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : Nia Fitria Ramdhani

Nomor Pokok : 2120203862201039

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat * : Dusun Awerange Desa Batu Pute Kec. Soppeng Riaja Kab.
Barru

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Barru dengan judul skripsi “Analisis Penerapan Prinsip
Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK NO 109 pada Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Barru” pada tanggal 02 Mei s/d 02 Juni 2025.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATE! RU

1! im, BA
KETUA

Alamat Kantor

2 1znaskab ba DORZNAS QO ¢ Netrsite Hps. kabba
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Lampiran 23 dokumentasi penelitian

Wawancara dengan bapak H. Abdullah Rahim, BA selaku ketua BAZNAS

Kabupaten Barru

Wawancara dengan bapak Drs. H. Kaharuddin, M.Si selaku wakil ketua Il BAZNAS

Kabupaten Barru
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Wawancara dengan bapak Drs. H. La Minu Kalibu, M.Si selaku wakil ketua I11
BAZNAS Kabupaten Barru

|

Wawancara dengan bapak Drs.H. Amrullah Mamma selaku wakil ketua 1V
BAZNAS Kabupaten Barru
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Wawancara dengan ibu Haerana selaku masyarakat
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Wawancara dengan saudari Rizqi Awalina Sarman selaku mustahik
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Lampiran 24 surat keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawabh ini:

Nama “Ore. - Rwonow Mavawg

Jenis kelamin $ Lo -\aw

Alamat D Tolow Su\eowm  \uspuuddn Baygu

Pckerjaan DN e W g Yavugoren Gowes
Menerangkan bahwa,

Nama N o Comedmont

NIM ! U703 862101030y

Program studi : Weunoun \ewbons Hvougau Syavigly

Fakultas ¢ Bavowe douw \ewie \Qowa .

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang
melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis penerapan prinsip akuntabilitas
dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Barru, \bL ey 2025

Yapg bersangkutan,
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama SO WL N WM Neghagy, M LS
Jenis kelamin SN L\ Gy

Alamat DAnew Culeon Wl oy
Pckerjaan Dt W AW Wgeos e

Menecrangkan bahwa,

Nama W e \Lowsdagw

NIM D N\1010286 L 20\03 G

Program studi L\ W2

Fakultas Doesvnown dou i \\ow.

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang
melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis penerapan prinsip akuntabilitas
dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Jenis kelamin

Alamat

Pckerjaan
Menerangkan bahwa,

Nama

NIM

Program studi

Fakultas

Ore. K- Mweotow Mawwg

\ow -\aw

D Tolow Su\eow  \osspuuddn Bayey

PN e W biaugs auegoren B

TN B Come ot

: M103862101030

T Wudoun \ewbogo  Huougaw Syavighy
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Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang

melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis penerapan prinsip akuntabilitas
dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Barru,.\b... M2\ .......2025

Yapg bersangkutan,
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mawowa
Jenis kelamin ¢ Revowson
Alamat ¢ haevouat
Pekerjaan B\ 2
Menerangkan bahwa,
Nama caa Cseo Lawadhowt
NIM 1 91202033632010%9
Program studi : ALYS
Fakultas : e

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang
melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis penerapan prinsip akuntabilitas
dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Barru, ¥ 39 ..2025

Yang bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama I TURRRN

Jenis kelamin T AT

Alamat HERCTITE

Pekerjaan ¢ Riduegoug
Menerangkan bahwa,

Nama N Ve gw gduow

NIM 1 2\1020%36120\0 %9

Program studi A \S

Fakultas : kv

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang
melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis penerapan prinsip akuntabilitas
dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.
Barru, XA SN 2005
Yang bersangkutan,
I Lo Ly R
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Dq hwo\ue Sonwow
Jenis kelamin HEANLSTERTRITN
Alamat T \NNOVONSKS
Pekerjaan S

Menerangkan bahwa,
Nama ¢ No Ge Lgwoduot
NIM 1 31020836 2100030
Program studi : N
Fakultas LA

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang
melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis penerapan prinsip akuntabilitas
dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Barru, Y. 7w 2025

Yang bersangkutan,
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama T Syemlenone
Jenis kelamin HIA (TR RN
Alamat B (SXSETARY
Pekerjaan A\ A
Menerangkan bahwa,
Nama : N keve awmedbow
NIM T 212020780 200\039
Program studi t A\es
Fakultas S LAY

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang
melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis penerapan prinsip akuntabilitas
dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Barru, ¥4, 3% 2025

Yang bersangkutan,
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